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KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN REPUELIK TNDONESLA
NOMOR 30C JKME QL2022
TENTANG
MANATEMEN KINERJA
DI LINGEUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENMTERI KEUARGAN REFUBLIK INDONESIA,

Menimbwang ; A. habwa wuntuk mendukung implementasi
reformasi  birckrssi  dan  transfrmesi
kelembapgaan di lingkungan Kemenierian
Fewunpan, telah  ditetapkan kebijoakan
manajemen  kinerja  melalui Keputusan
Mcnteri Keouangan Nomor 467 /KME.O1/
(114  tcntang  Pengelolaan Kinerja di
Lingkungan Kementensn Kevangan
sebhagaimana telah diwbah denpan
Eepulusan  Mentenn  Keoangsm  Nomor
S56/KME.O1 /2015 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri  Keuangan MNomer
67 KMK 013014 tentang  Pengeiolaan
Kinerja di  Lingkungan  Kementerian
Keumngan, Keputusan Menten Keuvangan
Nomoor 5907/ KMK 01 /2016 tentang Pedomnan
Dialog Kinera di Linglungan Kementcrian
Keuangan, Keplutusan Menterl Keovangan
Nomor 291 /KME.01 /2017 tentang Pedoman
Perilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas
Fontrak Xinerja di Lingkungan Kemenieran
Kenamgan  aebagaimana telabh diubah
dengan Kepualusan Menierni  Keuangan
Nomor A2V JEME.NL /2018 tenfang
Petubahan atas  Hepulusan  Menterd
Keuangan Nomor 201 FKMK. O 2017
tentang Pedeoman  Penilaian  Kinerja
Berdazarkan Kualitas Kentrak HKnega di
Lingloungan Kemenlerdan Keuangan, dan
Keputuzan Menleri  Kevangan  Momor
1/ KME.D1 /2022 lentang Pedornan
Perciptaan Ide Baru Kallannya dengan
Perilaian Kinerja di Linglkungan
Kementerian Keuangan;
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D
bahwa  sehubungan dengan  adanya
perubahan kebijakan nasional mengenai
pengelolaan kinerja Aparatur Sipil Negara
sehagaimana diatur dalam  Peraturan
Permerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang
Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil dan
peraturan pelaksanaannya, serla
sehubungan dengan adanva penyesuaian
ketentuan mengenai penerapan manajemen
risiko di lingkungan Kementerian Keuangan,

perlu melakukan penyelarasan,
penyvederhanaan, penajamarn, dan
penyempurnaan atas ketentuan

sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan
schagaimana dimaksud dalam huruf a dan
huruf b, perlu menctapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Manajemen
Kinerja di Lingkungan  Kementerian
Keuangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansl Pemernntah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4616);

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawal Neger
Sipil [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 MNomor 6037) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemenntah Nomor
17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2017 tentang Manajemen Pegawal Negeri
Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B477);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun
2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai
Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor ¥, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
B340);
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Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun
2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipal
(Lembaran Nepgara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
67 18);

Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun
2019;

Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Rementerian Keuangan (Berila
Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1031);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.01/2021 tentang Manajemen
Risiko Pengelolaan Keuangan Negara (Berita
Megara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1526);

Keputusan Menteri  Keuangan Nomor
105/KMK.01 /2022 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Manajemen Risiko Pengelolaan
Keuangan Negara,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
Tata Cara Reviu atas Laporan Kinera
Instansi Pemerintah ({Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88
Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemenntah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1569);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89
Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1570);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
MNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor &
Tahun 2022 tentang Pengeclolaan Kinera
Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
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9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7
Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada
Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2022 Nomor 181);

MEMUTUSEAN:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
MANAJEMEN  KINERJA DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELJANGAN,

Menetapkan manajemen kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan VAR merupakan
rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya
untuk meningkatkan kinerja organisasi dan
pegawai dalam rangka mencapai tujuan
organisasi.

Manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan

prinsipe

a. objektil;

b. terukur;

c. akuntabel;

d. partisipatif; dan
€. transparan.

Ruang lingkup manajemen kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

a. klasifikasi manajemen kinerja;

b. struktur manajemen kinerja;

c. kerangka kerja sistem manajemen kinerja; dan
d. sistem informasi manajemen Kinerja.

Klasifikasi manajemen kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf a terdiri
atas:

4. MAnNaCmen kinerja organisasi, yang
merupakan manajemen kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai
tujuan organisasi dalam periode tertentu; dan

b. manajemen kinerja pegawai, yang merupakan
manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan
tugas dan fungsi, penugasan lainnya scsuai
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kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja
pegawai selama periode tertentu.

Manajemen  kinerja organisasi  scbagaimana

dimaksud dalam Diktum EEEMPAT huraf a
meliputi:

a. Kementerian, yang mencaloup:
1. Menteri; dan
2. Wakil Menteri;
b. Unit level I, yang mencakup:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

2. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menterni Keuangan;

3. 8taf Khusus; dan

4. Tenaga Ahli;
¢. Unit level I, yang mencakup:

1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan — melalw
Pimpinan Tinggi Madya; dan

3. Pimpinan Unit Organisasi 1 [satu) tingkat
di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon sebagaimana dimaksud pada huruaf
b angka 2; dan

d. Unit level III, vang mencakup Pimpinan Unit
Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Administrator pada kantor pelayanan dan Unit
Pelaksana Teknis Eselon [II di lingkungan
Kementerian Keuangan.

Manajemen  kinerja  pegawai  sebagaimana

dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b

meliput:

a. Pegawal Negeri Sipil (PNS);

b. Calon Pegawai Negeri Sipil [CPNS) yang telah
mempunyai Nomor Induk Pegawai (NIP) yang
memiliki instansi induk di Kementerian
Keuangan;

c. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

Pegawal Negeri Sipil yang ditugaskan di
Kementerian Keuangan; dan
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e. Pegawai Kementerian Keuangan  yang
ditugaskan pada Instansi Pemerintah Lainnya
atau di Luar Instansi Pemerintah.

Ketentuan mengenal  klasifikasi manajemen
kinerja sebapgaimana dimaksud dalam Diktum
KEEMPAT sampai dengan Dikium KEENAM
tercantum dalam Lampiran [ yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menten
ini.

Struktur manajemen  kinerja  sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA huruf b terdiri
atas;

a. Komite Manajemen Kinerja; dan

b. Unit Pemilik Kinerja vang selanjutnya disebut
UPK.

Komite Manajemen Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KEDELAPAN hurul a
terdin atas:

a, HKomite Eksekutif;
b. Komute Pelaksana; dan
c. Sekretariat Komite.

Komite Eksekutif sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf a terdiri atas:

a. Menteri Keuangan sebapai Ketua;

b. Wakil Menteri Keuangan sebagai Walil Ketua;
dan

c. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, Stal Khusus, dan
Tenaga Ahli sebagai Anggota.

Komite Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf b terdiri atas:

a. Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;

b. Staf Ahli Menteri Keuangan yang membidangi
prganisasi dan birokrasi sebagai  Ketua
Pelaksana Harian; dan

¢. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada
masing-masing Unit Organisasi yang dipimpin
oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri

#
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Keuangan wvang membidangi manajemen
kinerja sebagai anggota.

Sekretariat Komite sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESEMBILAN huruf ¢ terdiri atas:

a. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Sekretariat Jenderal untuk Manajemen Kinenja
Organisasi; dan

b. HKepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat
Jenderal untuk Manajemen Kinerja Pegawal.

Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang,
Sekretariat Komite dibantu oleh Kepala Biro
Organisasi dan Ketatalaksanaan Sekretariat
Jenderal untuk memberikan pertimbangan dan
masukan manajemen lkinerja dari  aspek
organisasi dan tata laksana.

Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Komite
Eksekutif, Komite Pelaksana, dan Sekretariat
Komite sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KESEPULUH sampai dengan Diktum
KETIGABELAS tercantum dalam Lampiran [T vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dan
Keputusan Menter ini.

Dalam rangka pelaksanaan manajemen Kinerja
organisasi dapat dibentuk Tim Koordinasi
Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tim Koordinasi Manajemen Kinerja di
Kementerian Keuangan  ditetapkan oleh
Menteri Kenangan;

b. kewenangan penectapan Tim secbapgaimana
dimaksud pada huruf a dilimpahkan dalam
bentuk mandat kepada Sekretaris Jenderal
untuk dan atas hama Menteri Keuangan; dan

¢. pembentukan Tim sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, berdasarkan arahan
pimpinan dapat dilakukan secara bersamaan
dan/atau digabungkan dengan Tim yang
bertugaz melakukan koordinasi terkait
manajemen risiko dan/atau anggaran.

UPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPAN huruf b terdiri atas:

a. UPK-One, vaitu UPK pada tingkat:

1. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Fimpinan Tinggi Madya; dan
2
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2. Unit Organisasi Non Eselon vang berada di

bawah dan bertanggpung jawab kepada
Menteri Keuangan;

b. UPK-Twao, yaitu UPK pada tingkat:

1. Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama;

2. Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi
Madva; dan

3. Unit Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah

Unit Organisasi Non Esclon scbagaimana
dimaksud pada huruf a angka 2; dan

c. UPK-Three, yaitu UPK pada tingkat Unit
Organisasi  vang dipimpin  oleh  Pejabat
Administrator pada kantor pelayanan dan Unit

Pelaksana Teknis Eselon IT di Lingkungan
Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenal tugas dan wewenang pada

" UPK scbagmimana dimaksud dalam  Diktum

KEENAMBELAS tercantum dalam Lampiran I
yvang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Kerangka kerja sistern manajemen kinerja
sebagaimana dimaksud dalam [Dhiktum KETIGA
huruf ¢ dilaksanakan sesuai tahapan sebagal
berikut:

a. perumusan sistem manajemen kKinerja;
b. implementasi manajemen Kkinerja; dan

c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem
manajemen kinerja.

Perumusan sistem MANajemen kinerja

sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KEDELAPANBELAS huruf a merupakan kebijakan,

prosedur, dan praktik manajemen Kinerja yang

bersifat sistematis,

Implementasi manajemen kinerja sebapaimana
dimaksud dalam Diktum EKEDELAPANBELAS
huruf b terdiri atas:

a. perencanaan kinerja;

b. pelaksanaan kinerja;
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c. evaluasi kinerja; dan
d. pelaporan dan pemanfaatan.

Perencanaan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUAPULUH huruf a terdiri atas:

a. perencanaan kinerja organisasi, yvang meliputi
penyusunan dan penetapan Perjanjian Kinerja
vang selanjutnya disebut PK; dan

b. perencanaan kinerja pegawal, vang mehput
penyusunan dan penctapan Sasaran Kinerja
Pegawai yang selanjutnya discbut SKP.

Pelaksanaan kinerja sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUAPULUH huruf b merupakan
proses pencapaian target kinerja, pemantauan,
pembinaan dan perubahan perencanaan kinerja
sesuai kesepakatan.

Evaluazsi kinerja schagaimana dimalsud dalam
Diktum KEDUAPULUH huruf ¢ merupakan proses:

a. penilaian kinerja organisasi dengan output:

1. Nilai Kinerja Organisasi yang selanjuinya
disingkat NKO;

2. Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan
Kualitas Komitmen Kinerja vang selanjutnya
disebut NKO K3; dan

3. Predikat kinerja organisasi;

b. penilaian lkinerja pegawali dengan oufput
berupa:

1. Nilai Kinerja Pegawai yang seclanjuinya
disingkat NKP; dan

2. Predikat kinemja pegawai.

Pelaporan dan pemanfaatan atas hasil penilaian
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUAPULUH huruf d terdiri atas:

a. pelaporan kinerja organisasi yang terdin atas:
1. penetapan NKO dan NKO K3; dan

2. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemenntah;

b. pelaporan kinerja Pegawai vang terdiri atas:
1. penetapan NKF; dan
2. penetapan Predikat Kinerja Pegawai; dan

¢
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c. pemanfaatan hasil penilaian kinerja vyang
terdiri atas:

1. penghargaan;

2, pemberian insentif dan/atau tunjangan
lain; dan/atau

3. sanksi,

vang dapat diberikan berdasarkan Ketentuan
peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan wang  berlaku i hingkungan
Kementerian Keuangan.

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sistem
manajemen kinerja sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEDELAPANBELAS huruf c merupakan
serangkaian  kegiatan yang bertujuan untuk
menyempurnakan sistem manajemen kinerja di
lingkungan Kementerian Keuangan.

Ketentuan mengenai kerangka sistem manajemen
kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDELAPANBELAS sampai dengan Diktum
KEDUAPULUHLIMA tercantum dalam Lampiran Il
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Sistem informasi manajemen Kinerja sebagaimana
dimaksud dalam Diktum EKETIGA hurad d
dikembangkan untuk mendukung penerapan

manajemen kinerja.

Sistem informasi manajemen kinerja terdiri atas:
a. aplikasi manajemen kinerja organisasi; dan
b. aplikasi manajemen kinerja pegawai,

vang digunakan sesuai ketentuan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV vang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri
ini.

Penjelasan lebih lanjut mengenal pelaksanaan
manajemen kinerja sebagaimana dimalksud dalam
Keputusan Menteri ini dapat disampaikan dalam
Surat Edaran vang ditandatangani oleh Sekretaris
Jenderal untuk dan atas nama Menteri Keuangan.

Dalam rangka menjaga komitmen pencapaian

- kinerja, Sckretariat Lembaga Non Struktural yvang

kesekretariatannya berada 1 bawah dan
menggunakan anggaran Kementerian Keuangan,
dapat berkoordinasi dan mendorong Lembaga Non
Struktural  berkenaan untuk  menerapkan

¢
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manajemen kinerja selaras dengan manajemen
kinerja Kementerian Keuangan.

KETIGAPULUHSATU Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:

a. dokumen manajemen kinerja di lingkungan
Kementerian Keuangan yang telah ditetapkan
sebelum Keputusan Menten im1 mula berlaku,
dinyatakan tctap sah dan berlaku; dan

b. penerapan manajemen kinerja di ingkungan
Kementerian Keuangan, dapat tetap mengacu
pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor
467 /KMK.01 /2014 tentang  Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01 /2015
tentang Perubahan atas Keputusan Menter
Keuangan Nomor 467 /KMK.O1/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian  Keuangan sampai  dengan
dilakukan penyesuaian berdasarkan
Keputusan Menteri ini paling lambat 6 {enam)]
bulan sejak Keputusan Menteri ini mulai
berlaku.

KETIGAPULUHDUA : Pada saat Keputusan Menten im mulai berlaku:

a. Keputusan  Menteri Keuangan — Nomor
467 /KMK,01/2014  tentang  Pengelolaan
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 556/KMK.01 /2015
tentang Perubahan atas Keputusan Menten
Keuangan Nomor 467 (KMK.01/2014 tentang
Pengelolaan Kinerja di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

b. Keputusan  Menteri  Keuangan  Nomor
519/KMK.01/2015 tentang Pembentukan
Komite Kinerja Pegawai i Lingkungan
Kementerian Keuangan sebagaimana telah
diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 300/ KME.01 /2016 tentang Perubahan
atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor
219/KMK.01/2015 tentang Pembentukan
Komite Kinerja Pegawai di Lingkungan
Kementenan Keuangan;

¢. Keputusan  Menteri  Keuangan Nomor
590/ KMK.01/2016 tentang Pedoman Dialog
Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan;

.
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Keputusan Menteri Keuanpan — Nomor
291 ,/KME.01 /2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas
Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan  Menteri  Keuangan — Nomor
327/KMEK.01/2018 tentang Perubahan atas
Keputusan  Menteri  Keuangan — Nomor
291/KMK.01 /2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Berdasarkan Kualitas
Kontrak Kinerja di Lingkungan Kementerian
Keuangan; dan

Keputusan  Menteri Keuangan  Nomor
1/KMK.01 /2022 tentang Pedoman Penciptaan
Ide Baru Kaitannya dengan Penilaian Kinerja
di Lingkungan Kemeénterian Keuangan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlalo.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan
kepada:

1.
2.

143,
11.
12.

Wakil Menten Keuangan;

Sckretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, dan
para Direktur Jenderal/Kepala Badan;

Kepala Lembaga National Single Windouw,

Para Staf Ahli/Staf Khusus/Tenaga Ahh
Menteri Keuangan;

Kepala Biro Umum, Sekretaris [nspektorat
Jenderal/Direktorat Jenderal/Kepala Badan/
Kepala Lembaga di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

Direktur Kepatuhan Internal dan Sumber Daya
Aparatur Direktorat Jenderal Pajak;

Direktur Kepatuhan Internal Dircktorat
Jenderal Bea dan Cukai;

Kepala Bire Perencanaan dan Keuangan;
Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan;
Kepala Biro Hukum;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia;

Kepala Pusat Sistem Informasi dan Teknologi
Keuangan; F
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13. Sekretaris Komite Nasional Ekonomi Syariah;

14. Sekretaris Komite Stabilitas Sistem Keuangan;
dan

15. Para Dircktur Utama Badan Layanan Umum di
lingkungan Kementerian Keuangan,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2022

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
tid.
SRI MULYANI INDRAWATI
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Kepala Biro Umum
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KLASIFTKASI MANAJEMEN KINERJA

Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya
untuk meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Manajemen
kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan diklasifikasikan menjadi manajemen
kinerja organisasi dan manajemen Kinerja pegawai.

A. MANAJEMEN KINEERJA ORGANISASI

Manajemen kinerja organisasi merupakan mangjemen kinerja dalam
rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam
periode tertentu.

Manajemen kinerja organisasi memiliki tujuan sebagai berilout:

1. membangun organisasi yang terus mencrus melakukan penyempurnaan/
perbaikan (continuous improvement);

2. membentuk keselarasan antar unit kerja;
3. mengembangkan scmangat kerja tim {feamworly; dan
menjadi dasar untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi organisasi.

Manajemen kinerja organisasi meliputi:
1. Kementerian yang mencakup:
a. Mentern; dan
b. Walkil Menteri.
2. Unit level |, yang mencakup:
4. Pejabat Pimpinan Tinggl Madya yang meliputi:
1) Sekretaris Jenderal;
2) Direktur Jenderal;
3] Inspektur Jenderal;
4) Kepala Badan,; dan
5) Staf Ahli;

b. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

c. Staf Khusus; dan
d. Tenaga Ahli.
3. Unit level 11, vang mencakup:

a. Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama yvang meliputi:
1) Kepala Biro;
2} Kepala Pusat;
3) Direktur;
4) Inspektar;
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5] Sekretaris Direlktorat Jenderal;
6) Sckretans Inspektorat Jenderal,
7] Sekretaris Badan;

B) Kepala Kantor Wilayah; dan

9) Tenaga Pengkaiji.

b. Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tingg
Madya; dan

c. Pimpinan Unit Organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menten Keuangan.

4. Unit level lll, yang mencakup:

a, Pimpinan Unit Organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator pada
kantor pelayanan yvangg meliputi:

1] Kantor Pelayanan Pajak (KPP

2] Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC);
3) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KFPN); dan

4) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).

b. Pimpinan Unit Organisasi yang dipimpin olch Pejabat Administrator pada
Unit Pelaksana Teknis Eselon III yang antara lain melipuati:

1] Kantor Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Barang
Milik Negara;

2] Pangkalan Sarana Operasi (Pangsarop);

3) Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBCJ;

4) Balai Pendidikan dan Pelatihan keuangan; dan
5) Balai Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan.
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B. MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Manajemen kinerja pegawai merupakan manajemen kinerja dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi,
serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

Manajemen kinerja pegawai memiliki tujuan sebagai berileut:

1. mewujudkan pegawai yang memberikan kontribusi maksimal kepada
organisasi dengan mengedepankan kompetensi, keahlian, dan/atau
keterampilan vang dimiliki, serta perilaku kerja yang sesuai dengan standar
perilaku Kementerian Keuangan,

2. membangun kormunikasi efelktif dan hubungan yang harmonis antara
pegawai dan pimpinan, serta kolaborasi antar pegawai dalam pencapaian
tujuan dan sasaran organisasi;

3. mengembanpkan iklim kerja yang kondusif dan kompetitif, menghargai
kualitas proses bisnis dan kempetensi pegawai sehingga mampu memberikan
kontribusi, output, dan outcome yang maksimal; dan

4. menjadi dasar pengembangan pegawai, pemberian penghargaan, dan
pertimbangan karir.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
SRI MULYANT INDRAWATI
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Kepala Biro Umum_
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STRUKTUR MANAJEMEN KINER.JA

Strukitur Mangjemen Kinerja  dibentuk dalam rangka penerapan
manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan vang terdiri dari Komite
Manajemen Kinerja dan Unit Pemilik Kinerja (UPE).

A. KOMITE MANAJEMEN KINER.JA

1. Komite Manajemen Kinerja merupakan struktur tertinggi dalam
manajemen kinerja Kementerian Keuangan yang memiliki kewenangan
untuk menentukan kebijjakan manajemen kinerja dan melaksanakan
proses manajemen kinerja Kementerian. Komite Manajemen Kinerja terdir
atas:

a. Komite Eksekutif;
b. Komite Pelaksana; dan
c. Sckretanat Komite.

2. Susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen
Kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana dimaksud pada
anglka 1, yakni sebagai berilkur:

a. Komite Eksekutif
1} Susunan keanggotaan Komite Eksekutifl terdiri atas:
a) Menteri Keuangan sebagal Ketua;
b} Wakil Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua; dan

c] Para Pejabat Pimpinan Tinggl Madya, Pimpinan Umt Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli sebagai Angeota.

2) Tugas dan tanggung jawab Komite Ekseloutif meliputi:

a) menyetujui dan/atau menentukan kebijakan manajemen kinerja
vang disampaikan oleh Komite Pelaksana;

b] menyetujui;

(1) PK tingkat Kementerian dan/atau SKP Menteri dan Walkil
Menteri: dan

{2) PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Stafl
Khusus, dan Tenaga Ahli, vang disampaikan oleh Komite
Pelaksana; dan

¢) melakukan pengawasan dan perbaikan berkelanjutan atas
efektivitas penerapan manajemen kinerja di tingkat Kementerian.

b. Komite Pelaksana
1) Susunan keanggotaan Komite Pelaksana terdiri atas:
a) Sekretaris Jenderal sebagai Ketua;
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Staf Ahli Menteri Keuangan yvang membidangi organisasi dan
birokrasi sebagai Ketua Pelaksana Harian; dan

Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada masing-masing Unit
Organisasi vang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan Pejabat 1 [satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan yang membidangl manajemen kinerja sebagai
anggota.

2] Tupas dan tanggung jawab Komite Pelaksana meliputi:

al

b

c)

d)

el

membantu Komite Eksekutif merumuskan kebijakan manajemen
kinerja;
menyusun PK tingkat kementerian dan/atau SKP Menteri dan

Wakil Menteri dan menyampaikan kepada Komite Eksekutif
untuk dimintakan persetujuan;

mereviu PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Stafl Khusus, dan
Tenaga Ahli, serta menyampaikan kepada Komite Eksekutif
untuk dimintakan persetujuan;

menyampaikan:

(1) PK tingkat Kementerian dan/atau SKP Menteri dan Walkil
Menten; dan

(2) PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tingg Madya,
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, 3taf
Khusus dan Tenaga Ahl,

vang telah disetujui oleh Komite Eksekutif kepada Menteri
Keuangan untuk ditetapkan;

menyampaikan laporan manajemen kinerja kepada Komite
Ekseloutif;

membantu Komite Eksekutif melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja di
lingkungan Kementerian; dan

menyusun tim koordinasi manajemen kinerja di Kementerian
Keuangan untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

c. Sckretariat Komite
1} Susunan keanggotaan Sekretariat Komite terdiri atas:

al
k)

¢l

Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Seckretariat Jenderal
sebagai Sckretaris I;

Kepala Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal sebagai
Sekretaris II;

Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional setara Pejabat
Administrator yang memiliki tugas dan fungsi manajemen kinerja

2



&

organisasi di Biro Perencanaan dan Keuangan Sekretariat
Jenderal sebagai Administrator Kinerja Organisasi Pusat (AKOP);
dan

d] Pejabat Administrator atau Pejabat Fungsional setara Pejabat
Administrator yang memiliki tugas dan fungsi Manajemen Kinerja
Pegawai di Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal
sebagai Administrator Kinerja Pegawai Pusat [AKPF).

2) Tugas dan tanggung jawab Sckretariat Komite meliput:

a) Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan sebagai Sekretaris |
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk manajemen kinerja organisasi vang
meliputi:

(1) merumuskan konsep kebijakan manajemen Lkinerja
oreanisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

(2) melakukan konsolidasi konsep dokumen perencanaan
kinerja yang meliputi PK Kementerian dan/atau SKP
Menteri dan Wakil Menteri, manual KU, dan matnks
caseading tingkat Kementerian;

(3) membantu Komite Pelaksana mereviu konsep PK dan
manual IKU UPK-One;

(4) membantu Komite Pelaksana mereviu SKP Pejabat Fimpinan
Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

(5) mengoordinasikan penvusunan dan penetapan SKP Staf
Ahli Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

(6) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan PR UPK-
One;

(7) menctapkan S8, IKU, dan/atau IS yang bersifat mandatory;

(8) melakukan konsolidasi konsep perubahan PK Kementerian
dan/atau perubahan SKP Menteri dan Wakil Menteri serta
manual IKU tingkat Kementerian;

(9) membantu Komite Pelaksana mereviu konsep perubahan PK
dan manual IKU UPK-One;

(10) mereviu konsep perubahan SKP, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

{11} menyusun Laporan Kinerja tingkat Kementerian;

(12) mengoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh
Pimpinan UPK-One, Staf Ahli Menteri Keuangan, Staf
Khusus dan Tenaga Ahli bersama Menteri Keuangan
dan/atau Wakil Menteri Keuangan;

2
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(13) mengoordinasikan reviu Kualitas Komitmen Kinerja (K3
SKP di lingkungan Kementerian Keuangan;

(14] mereviu K3 untuk PK dan/atau SKP tingkat Kementerian
dan UPK-One;

(15} mercviu K3 SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus,
dan Tenaga Ahli;

(16) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat
Kementerian dan/atau Nilai Hasil Kerja Utama Menteri dan
Wakil Menteri;

(17) mereviu hasil penghitungan NKO UPK-One;

(18] menvusun konsep Keputusan Menteri Keuangan mengenai
NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi tingkat
Kementerian dan UPK-One;

(19) mereviu hasil penghitungan Nilai Hasil Kerja Utama Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

(20) membantu Komite Pelaksana melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja
organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;

(21) menatausahakan dokumen tingkat Kementerian yang
meliputi PK, manual TKU, matriks cascading, laporan
kinerja, NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi;

(22) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen
kinerja organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan;
dan

(23) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi
dan/atau audit manajemen kinerja organisasi.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia sebagai Sckretaris I
sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf b) memiliki tugas
dan tanggung jawab untuk manajemen kinerja pegawal yang
meliputi:

(1) merumuskan konsep kebijakan manajemen kinerja pegawal
di lingkungan Kementerian Keuangan,

(2) merumuskan, mengembangkan, memonitoring dan
mengevaluasi tools penilaian perilaku kerja pegawai di
lingkungan Kementerian Keuangan;

(3) melakukan analisa data hasil penilaian kinerja pegawai

sebagai salah satu bahan pertimbangan pengambilan
keputusan terkait pegawai;

4
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melakukan konsolidasi penyusunan konsep SKP dan/atau
perubahan SKP Menteri dan Wakil Menteri serta
penetapannya apabila diperlukan;

membantu Komite Pelaksana mereviu SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi Madya, Fimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada i bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

mengoordinasikan penyusunan dan penctapan SKP Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan UPK-One, dan Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

membantu Komite Pelaksana mereviu konsep perubahan
SKP Pejabat Pimpinan Tingg Madya, Pimpinan UPK-One,
dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan evaluasi
perilaku kerja para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah
dan bertangpung jawab kepada Menteri Keuangan;

mengadministrasikan Nilai Perilaku Kerja [NPK) para
Pejabat Plmpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Kenangan;

membantu Sekretaris [ dalam pelaksanaan revin K3 SKP di
lingkungan Kementerian Keuangan;

membantu Sekretaris | dalam pelaksanaan reviu K3 SKP
Pejabat Pimpinan Tinggl Madya, Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus, dan Tenaga Ahli;

mereviu penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit
Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus,
dan Tenaga Ahls,

menyusun konscp Keputusan Menteri Keuangan mengenai
NKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pimpinan Unit
Orgamisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertangpung jawab kepada Menteri Keuangan, Staf Khusus,
dan Tenaga Ahli;

membantu Komite Pelaksana melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja
pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan;

menatausahakan seluruh data dan dokumen yang terkait
dengan penilaian kinerja pegawai meliputi SKP, NKP, dan
hasil evaluasi kinerja pegawai bagi Pejabat Pimpinan Tinggi

I,E_



Madya dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangarn;

(16) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen
kinerja pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan; dan

(17) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi
dan/atau audit manajemen Kinerja pegawai.

o] Administrator Kinerja Orgamsasi Pusat [AKOP) membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Selretaris [

d} Administrator Kinerja Pegawai Pusat [AKPP) membantu
pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Sekretans [IL

B. UNIT PEMILIK KINER.JA (UPK)

a.

Unit Pemilik Kinerja terdiri dari UPK-One, UPK-Two, dan UPK-Three.
Struktur manajamen kinerja pada masing-masing UPK sebagai berikut:

1. UPK-One

1
2]

3

4)

3

Strulktur UPK-One terdiri atas:

Ekselutif Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-One;

Koordinator Kinerja Organisasi (KKQ) UPK-One yaitu pejabat 1
{satu) tingkat di bawah Eksekutif Manajer Kinerja yvang memiliki
tugas dan fungs! manajemen kinerja organisasi unit organisasi
yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan;

Koordinator Kinerja Pegawai (KKP) UPK-One vaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Eksekutif Manajer Kinerja yang memiliki tugas
dan fungsi manajemen kinerja pegawal unit organisasi yang
dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggl Madya dan Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon yvang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan;

Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-One yaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah KKO UPK-One yvang memiliki tugas dan
fungsi membantu KKO UPK-One dalam melaksanakan manajemen
kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan; dan

Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-One vaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKP UPK-One vang memiliki tugas dan fungsi
membantu KKP UPK-One dalam melaksanakan manajemen kinerja
pegawal unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan.
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b. Tugas dan tanggung jawab Eksekutif Manajer Kinerja sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1) meliputi:

1

<

3

4)

menetapkan PK UPK-One dan UPK-Two vang meliputi Peta Strategi,
Indikator Kinerja Utama (IKU), Rincian Anggaran, Rincian Target
Kinerja dan Inisiatif Strategis (I15);

menetapkan SKP Pejabat Pimpinan Tmggl Madya Pimpinan UPK-
One,

menctapkan SKP Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unat
Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalu Pimpinan Tinggi Madya,
Pejabat 1 [satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan, danj/atau Pejabat Fungsional yang
bertanggungjawab kepada Pimpinan UPK-One; dan

melakukan pengawasan atas efektivitas penerapan manajemen
kinerja di lingkungan UPK-One.

Tugas dan tanggung jawab KKO UPK-One sebagaimana dimaksud pada

huruf a angka 2) mehiput:

1)
2

&l

4]
3]

7]
]

9]

10} menyusun Laporan Kinerja tingkat UPK-One;

melakulkan konsolidasi konsep dokumen perencanaan kinerja yang
meliputi PK, manual IKU, dan matriks cascading tingkat UPK-One,

membantu Eksekutil Manajer Kinerja mereviu konsep PK dan
manual [KU UPK-Two,

mereviu konsep SKP Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan
UPK-Two, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, dan/atau Pejabat 1 {satu) tingkat di bawah
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Mentern Keuangan,

mengoordinasikan penyusunan dan penetapan PK UPK-Tive,

mengoordinasikan  penyusunan dan penctapan SKP Tenaga
Pengkaji;
menectapkan 33, IKU, dan/atau I8 yang bersifat mandatory lingkup
UPK-One;

melakukan konsolidasi konsep perubahan PK dan manual IKU
tingkat UPK-One;
membantu Ekselutif Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan
PK dan tmanual IKU UPK-Twao;
mereviu konsep perubahan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan
Tinggi Madya, dan /atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan,
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11) menpoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh Pimpinan
UPK-Tuwo dan Tenaga Pengkaji bersama Pimpinan UPK-One;

12) mengoordinasikan reviu K3 SKP di lingkungan UPK-One;

13) menilai K3 PK UPK-One dan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
dan/atau Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan;

14) mereviu K3, PK tingkat UPK-Tweo, dan K3 SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan, dan/atau Pejabat Fungsional
yang bertanggung jawab kepada Pimpinan UPK-One;

15) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat UPK-One;
16) mereviu hasil penghitungan NKO UPK-Two;

17) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-One mengena NKO,
NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi UPK-Twe,

18) mereviu hasil penghitungan Nilai Hasil Kinerja Utama Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
yvang berada di bawsh dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tinggl Madya, dan/atau Pejabat 1
(satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
serta Tenaga Pengkajs;

19) membantu Eksekutiil Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja organisasi
di lingkungan UPK-One;

20) menatausahakan dokumen tingkat UPK-One yang meliputi PK,
manual IKU, matriks cascading, laporan kinerja, NKO, NKO K3 dan
Predikat Kinerja Organisasi;

21) mengoeordinasikan edukasi dan /atau sosialisasi manajemen kinerja
organisasi di lingkungan UPK-One; dan

22] mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja organisasi di lingkungan UPK-One.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut KKO UPK-One dibantu oleh

Administrator Kinerja Organisasi (AKO] UPK-One.

Tugas dan tanggung jawab HKKP UPK-One Kinerja sebagaimana

dimaksud pada huruf a angka 3) meliputi:

1) membantu Eksekutif Manajer Kinerja menyusun konsep SKP
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kouangan;

2) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP Pegjabat
Pimpinan Tinggi Pratama Pimpinan UPK-Twe, Pimpinan Unit
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Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tingg Madya,
Pejabat 1 (satu) tingkat i bawah Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Menteri Kenangan, dan fatau Pejabrat Fungsional vang bertanggung
jawab kepada Pimpinan UPK-COne;

membantu Eksekutif Mangjemen Kinerja mereviua konsep SKP
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organizasi Non
Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
danfatau untuk Pejabat Fungsional yang bertangsung jawab
kepada Pimpinan UPK-One;

membantu Eksekutif Manajer Kinerja menyusun konscp
perubahan SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan;

membantu Eksekutif Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan
SKP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tingpi Madya, Pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organigasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanppung jawab kepada Menteri Keuangan,
dan/atau untuk Pejabat Fungsional yang bertanggpung jawab
kepada Pimpinan UPK-One;

mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perilaku
kerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 [satu)
tingkat di bawah Pimpinat Unit Organisasi Non Esclon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
dan/atau Pejabat Fungsional vang bertanggung jawab kepada
Pimpinan UPK-COne;

mengadministrasikan Nilai Perilaku Kerja (NPK) Pejabat Pimpinan
Tingz Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri: Keuangan melalm
Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan, dan/ataun Pejabat Fungsional
vang bertanggung jawab kepada Pimpinan UPK-Omne;
membantu KKO UPK-One dalam pelaksanaan reviu K3 SKP di
lingkungan UPK-One;
membantu KKO UPK-One dalam penilaian K3 SKP Pejabat
Pimpinan Tinggi Madya dan/atau Pimpinan Unit Organisasi Non
Egelon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kenangan;
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10) membantu KKO UPK-One dalam mereviu K3 SKP Pejabat Pimpinan
Tinggi Pratama, Pimpman Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertangpung jawab kepada Menten Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya. Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Kenangan, dan/atau Pejabat Fungsional
yang bertanpgpung jawab kepada Pimpinan UPK-One;

11} mengoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 |satu)
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yvang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,
dan/ataun Pejabat Pungsional yang bertangsung jawab kepada
Pimpinan UPK-One;

12) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-One mengenai NKP
Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat 1 {satu]
tinglkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuanpgan,
dan/atau Pejabat Fungsional yang bertanggpung jawab kepada
Fimpinan UPK-One;

13) membantu Eksekutif Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan manajemen kinerja pegawai di
lingkungan UPK-OUne;

14) menatausahakan seluruh data dan dokumen yang terkait dengan
penilaian kinerja pegawai meliput SKP, NKP, dan hasil evaluasi
kinerja pegawai para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan
Unit Organisasi Non Esclon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tingg Madya,
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Orgamsasi Non
Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Kenangan, danfatau Pejabat Fungsional yang bertanggung
jawab kepada Pimpinan UPK-One;

15) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen kinerja
pegawai di linglungan UPK-One; dan

16) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi, dan/atau
audit manajemen kinerja pegawai di lingkungan UPK-One.

f. Dalam pelaksanaan tugas tersebut KKP UPK-One dibantu oleh AKP
UPK-CUne.

2, UPK-Two
a. Struktur UPK-Two terdiri atas:
1] Manajer Kinerja yaitu Pimpinan UPK-Tiuo;
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Koordinator Kinerja Organisasi (KKO) UPK-Tweo yaitu pejabat 1
[satu) tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas
mengelola kinerja organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh
Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

Koordinator Kinerja Pegawai [KKP) UPK-Two vaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah Manajer Kinerja yang memiliki tugas mengelola
kinerja pegawal unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan Unit Organisasi Non Esclon
yvang berada di bawah dan bertanggung jawab kcpada Menter
Keuangan melalui Pejabat Pimpinan Tinggi Madya;

Administrator Kinerja Organisasi (AKO] UPK-Twe yaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah KKO UPK-Two yang memiliki tugas
membantu KKO UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit
organisasi vang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pejabat
Pimpinan Tinggl Madya; dan

Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Two yaitu pejabat 1 (satu)
tingkat di bawah KKP UPK-Two yang memiliki tugas membantu
KKP UPK-Two dalam mengelola kinerja organisasi unit organisasi
yang dipimpin oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pimpinan
Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalul Pejabat Pimpinan Tingg
Madya.

Tugas dan tanggung jawab Manajer Kinerja sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 1) meliputi:

1}
2]

3l

4

menetapkan PK UPK-Two dan UPK-Three;

menetapkan SKP Pejabat Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya,
atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan,

menetapkan SKP  para Pejabat Administrator dan Pejabat
Fungsional vang bertanggung jawab kepada Pimpinan UPK-Two;
dan

melaltukan pengawasan atas efektivitas penerapan Manajemen
Kinerja level UPK-Twe.

Tugas dan tanggung jawab KKO UPK-Two sebagaimana dimaksud pada
huruf a angka 2) meliputi:

1)

melakukan konsclidasi konsep PK, manual IKU dan matriks
cascading tingkat UPK-Two;
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2] membantu Manajer Kinerja mereviu konsep PK, dan manual 1KU
UPK-Three;

3) membantu Manajer Kinerja mereviu SKP Pejabat Administrator
Pimpinan UPK-Three,

4) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan PK UPK-Three;

5) menetapkan 88, IKU, dan/atau IS yang bersifat mandatory lingkup
UPK-Two;

6) melakukan konsolidasi konsep perubahan PK dan manual KU
UPK-Twe,
7} membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan PK dan

manual TKU UPK-Three;
8) membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKFP Pejabat

Administrator Pimpinan UPK-Three;

9) menyusun Lapeoran Kinerja tingkat UPK-Twwo,

10) mengoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh pejabat
administrator bersama Pimpinan UPK-Twe;

11} mengoordinasikan reviu K3 SKP di lingkungan UPK-Twe,

12) menilai K3 SKP Pejabat Pimpinan Tingg Pratama, Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Keuangan melalui Pimpinan Tinggl Madya,
atau Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menter: Keuangan,

13) mereviu K3 PK tingkat UPK-Three dan K3 SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

14) mereviu K3 SKP seluruh pejabat/ pegawai pada UPK-Two;
15) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO] tingkat UPK-Twe;
16) mereviu hasil penghitungan NKO UPK-Three;

17) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-Twe tentang NKO,
NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi UPK-Three;

18) membantu Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan evaluasi
atas efektivitas penerapan manajemen kinerja orgamisasi i
lingkungan UPK-Two,

19) menatausahakan dokumen tingkat UPK-Twoyang meliputi
dokumen kinerja, manual IKU, matriks cascading, laporan kinerja,
NKO, NKO K3 dan Predikat Kinena Organisasi;

20) mengkoordinasikan edukasi dan/fatau sosialisasi manajemen
kinerja organisasi di lingkungan UPK-Twe, dan

21) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja organisasi di lingkungan UPK-Tuwo.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut KKO UPK-Twe dibantu oleh
Administrator Kinerja Organisasi (AKQ) UPK-Turo.
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Tugas dan tanggung jawab KKP UPK- Two scbagaimana dimaksud pada
huruf a angka 3| meliputs:

1] membantu Manajer Kinerja menyvusun kKonsep SEKEP Pejabat
Pimpman UPK-Tuwo;

2] membantu Manajer Kinena mereviu konscp SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

3] mengoordinasiken penyusunan dan penctapan SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

4] mereviu konsep SKP seluruh pejabat / pegawai pada UPK-Turo;

5) mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKP seluruhb
pcjabat f pegawai pada UPK- T,

6) membantu Manajer Kinerja menyusun konsep perubahan SKP
Pejabat Pimpinan UPK-Two,;

7] membantu Manajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three;

8) mereviu konsep perubahan SKP seluruh pejabat/pegawai pada
UPK- Tun

9] mengonordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perilaku
kerja SKP Pejabat Administrator Pimpinan UPK-Three;

10] mengoordinasikan dan memoenitor pelaksanaan penilaian perilaku
seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Tiwao;

11) mengadministrasikan Nilai Perilaku Kerja (NPK} Pejabal
Administrator Pimpinan UPK-Three

12) mengadministrasikan NPK seluruh pejabat/pegawal pada UPK-
T

13) membantu KKOQ UPK-Two dalam pelaksanaan reviu kualitas K3
SKP di lingkungan UPK-Two;

14) membantu KKO UPK-Twe dalam penilaian K3 SKP Pejabat
Pimpinan Tinggl Pratama, Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya, atau Pejabat 1 (satu)]
tingkat di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan,

15) membantu KKO UPK-Two dalam mereviu K3 SKP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK-Three,

16) membantu KKO UPK-Two dalam mereviu K3 SKP  seluruhb
pojabat / pegawai pada UPK-Two;

17) menpoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
Pejabat Administrator Pimpinan UFPK-Three;

18) mengoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
seluruh pejabat)pegawai pada UPK-Two;
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19) menyusun kensep Keputusan Pimpinan UPK-Two mengenai NKP
seluruh pejabat/ pegawai pada UPK-Two;

20) membantu Manajer Kinerja melakukan pengawasan dan evaluasi
atas efektivitas penerapan manajemen kinerja pegawai di tinglat
UPK-Twao;

21) menatausahakan seluruh data dan dekumen yang terkait dengan
penilaian kinerja pegawal meliputi SKP, NKP, dan hasil evaluasi
kinerja pegawai seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Two,

22 mengoordinasikan edukasi dan /atau sosialisasi manajemen kinerja
pegawal di lingkungan UPK-Tiro, dan

23) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi danj/atau
audit manajemen kinerja pegawai di lingkungan UPK-Two.

. Dalam pelaksanaan tugas terscbut KKP UPK-Two dibantu oleh AKP

UPK-Tuwao.

3. UPK-Three
a. Struktur UPK-Three terdiri atas:

1} Submanajer Kinerja yvaitu Pimpinan UPK-Three;

2] Administrator Kinerja Organisasi (AKO) UPK-Three yaitu pejabat 1
(satu) tingkat di bawah Submangjer Kinerja UPK-Three vang
memiliki tugas membantu KKO UPK-Three dalam mengelola kinerja
organisasi unit organisasi yang dipimpin oleh Pejabat Administrator
pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis Eselon 11 i
Lingkungan Kementerian Keuangan;

3) Administrator Kinerja Pegawai (AKP) UPK-Three yaitu pcjabat 1
(satu) tingkat di bawah di bawah Submanajer Kinerja UPK-Three
vang memiliki tugas membantu KKP UPK-Three dalam mengelola
kinerja pegawai unit organisasi yvang dipimpin oleh Pejabat
Administrator pada kantor pelayanan dan Unit Pelaksana Teknis
Eselon III di Lingkungan Kementerian Keuangan.

b. Tugas dan tanggung jawab Submanajer Kinerja scbagaimana
dimaksud pada huruf a anglka 1) meliputi:

1] menetapkan PK UPK-Three;
2] menetapkan SKP Pejabat Administrator;
3] menetapkan SKP Para Pejabat Pegawas; dan

4) melakukan penpgawasan atas efektivitas penerapan Manajemen
Kinerja level UPK-Three.

c. Tugas dan tanggung jawab Administrator Kinerja Organisasi (AKO)
UPK-Three scbhagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) mchiputs;

1) menyusun konsep PK, manual IKU dan matriks cascading tingkat
LIPK-Three;

2) membantu Submanajer Kinerja mereviu SKP Pejabat Pengawas
pada UPK-Thres,
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3] menyusun konsep perubahan PK dan manual TKU tingkat UPK-
Three;

4] membantu Submanajer Kinerja mereviu konsep perubahan SKP
Pejabat Pengawas pada UPK-Three;

3) menyusun Laporan Kinerja tingkat UPK-Three;

6) mengkoordinasikan pelaksanaan dialog kinerja seluruh pejabat
pengawas bersama Pimpinan UPK-Three;

7) menghitung K3 PK tingkat UPK-Three dan SKP Pejabat
Administrator;

8) mereviu K3 SKP seluruh pejabat fpegawai pada UPK-Thres;

9) menghitung Nilai Kinerja Organisasi (NKO) tingkat UPK-Three;

10} membantu Submanajer Kinerja melakukan pengawasan dan
evaluasi atas efektivitas penerapan mansjemen kinerja organisasi
UPK-Three;

11) menatausahakan dokumen tngkat UPK-Three yang meliputi
dokumen kinerja, manual IKU, matriks cascading, laporan kinerja,
NKO, NKO K3 dan Predikat Kinerja Organisasi;

12) mengkoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen
kinerja organisasi di lingkungan UFPK-Three; dan

13} mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, evaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja organisasi di lingkangan UPK-Three.

. Tugas dan tanggung jawab AKP UPK-Three sebagaimana dimaksud

pada angka huruf a angka 3) meliputi:

1} membantu Submanajer Kinerja menyusun konsep SKFP Pejabat
Administrator Pimpinan UPK- Three,

2} mereviu konsep SKP seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Three;

3] mengoordinasikan penyusunan dan penetapan SKF sehiruh
pejabat/pegawal pada UPK-Three;

4] membantu Manajer Kinerja menyusun konscp perubahan SKP
Pejabat Administrator Pimpinan UPK-Three;

5] mereviu konsep perubahan SKP scluruh pejabat/pegawai pada
UPK-Thres;

6] mengoordinasikan dan memonitor pelaksanaan penilaian perilaku
kerja seluruh pejabat/pegawail pada UPK-Three;

7] mengadministrasikan Nilai  Perilaku EKerja [NPK} selaruh
pejabat/pegawal pada UPK-Three;

8) membantu Administrator Kinerja Organisasi [AKO] UPK-Three
mereviu K3 SKP seluruh pejabat/ pegawai pada UPK- Three;

9) mengoordinasikan penghitungan NKP dan Predikat Kinerja Pegawai
seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Three;

10) menyusun konsep Keputusan Pimpinan UPK-Three mengenai NKP
seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Three;
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11) membantu Submanajer Kinerja melakukan pengawasan dan
evaluasi atas EfEktl"i‘ltaEI- penerapan manajemen Kinerja pegawai

pada UPK-Three

12) menatausahakan EEh.lt‘l.lh data dan dokumen yang terkait dengan
penilaian kinerja pegawai meliputi SKP, NKP, dan hasil evaluasi
kinerja pegawai bagi seluruh pejabat/pegawai pada UPK-Three;

13) mengoordinasikan edukasi dan/atau sosialisasi manajemen kinerja
pegawai di lingkungan UPK-Three; dan

14) mengoordinasikan tindak lanjut hasil reviu, cvaluasi dan/atau
audit manajemen kinerja pegawai di lingkungan UPK-Three.
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KERANGKA KERJA SISTEM MANAJEMEN KINERJA

PERUMUSAN SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Perumusan sistemn manajemen kinerja merupakan kebijakan, prosedur, dan
praktik manajemen kinerja yang bersifat sistematis yang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan schagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini,

IMPLEMENTASI MANAJEMEN KINERJA

Implementasi manajemen kinerja berlaku bagi organisasi dan Aparatur Sipil
Negara [ASN) di lingkungan Kementerian Keuangan, dengan mengacu pada
ketentuan nasional terkait dengan pengelolaan kinerja. Pelaksanaan implementasi
manajemen kinerja tersebut sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

Dalam perencanaan kinerja, Kementerian Keuangan menggunakan sistem
manajemen kinerja berbasis Balanced Scorecard (BSC). Sistem berkenaan
bertujuan menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan strategi ke dalam kerangka
operasional serta untuk membantu mewujudkan kinerja organisasi dan pegawai
vang maksimal. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerja
diantaranya dapat diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan
dalam dokumen perencanaan kinerja. Dalam perencanaan kinerja juga
mempertimbangkan manajemen risiko melalui proses analisis kondisi eksternal
dan internal. Penyusunan dokumen perencanaan kinerja merupakan bagian dari
implementasi sistemn perencanaan strategis sebagaimana digambarkan sebagai

berikut:
Gambar 1. Diagram Perencanaan Strategis
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Kerangka pikir penyelarasan perencansan strategis dan implementasi
strategi  berbasis BSC di Kementerian Keuangan secara umum dapat
digambarkan dalam bagan berikut:

1Fa
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Visi dan misi organisasi mengarahkan seluruh komponen organisasi agar
memiliki gambaran atau cita-cita yang sama. Hal tersebut mendasarn
pengambilan keputusan, perencanaan masa depan, pengoordinasian pekerjaan-
pekerjaan yang berbeda, serta mendorong inovasi ke depan. Selanjutnya,
penetapan tujuan dirumuskan scbagai tahapan kualitatif untuk mewujudkan visi
dan misi tersebut. Setiap tujuan diturunkan menjadi sasaran, Yyang
mendeskripsikan kondisi spesifik dan terukur yang ingin diwujudkan pada
periode tertentu,

Mengacu pada sasaran-sasaran tersebut, Unit Pemilik Kinerja (UPK)
merumuskan Sasaran Strategis (SS) sebapgai suatu prioritas yang ingin dimilik,
dijalankan dan dicapai organisasi pada periode tertentu. Seluruh 55 dalam
organisasi dituangkan dalam Peta Strategi. Setiap 5S diukur dengan Indikator
Kinerja Utama (IKU} dan target IKU untuk memastikan Ketercapalan sasaran

tersebut.
Selain itu, Kementerian Kcuangan telah menerapkan sistem manajemen

risiko untuk mendukung pencapaian sasaran. Untuk mencapai target [KU,
organisasi dapat merumuskan kegiatan terobosan yang disebut Inisiatif Strategis
(IS}, Seluruh proses perencanaan strategis dan eksekusi strategi, dalam
perumusannya selalu dilandasi dengan nilai-nilai yang menjadi jati din

Kementerian Keuangan.
Penerapan manajemen kinerja di Kementerian Keuangan dibagi ke dalam &

{enam) level, yaitu:
a. Kemenkeu-Wide, yaitu level Kementerian (Menteri dan Wakil Menteri);
b. Kemenkeu-One, vaitu level:
1} UPK-One;
2) Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non Pimpinan UPK;
3) Staf Khusus; dan
4) Tenaga Ahli;
c. Kemenkeu-Two, vaitu level:
1) UPK-Twe,
2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Pimpinan UPK; dan
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3) Pt;f:jabal fungsional yang bertanggungjawab kepada Pimpinan Tinggi UPK-
e,

Kemenkeu-Three, yaitu level:

1) UPK-Thres;

2] Pejabat administrator Non Pimpinan UPK; dan

3) Pejabat fungsional yang setara pejabat administrator;

Kemenkeu-Four, vaitu level:

1) Pejabat Pengawas; dan

2] Pejabat lungsional yang setara pejabat pengawas;

Kemenkeu-Five, yaitu level:

1] Pelaksana; dan

2) Fungsional setara pelaksana.

Perencanaan kinerja mencakup proses penyusunan dan penetapan

dokumen kinerja, yang terdiri atas:

Aa.

Perjanjian Kinerja (PK)

Merupakan dokumen kesepakatan antara Pimpinan UPK dengan Pimpinan
UPK di atasnva. Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan
instansi vang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah
untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator
kinerja,

Sasaran Kinerja Pegawai (SKF)

Merupakan dokumen kesepakatan antara pegawal dengan atasan langsung
atas rencana kinerja vang akan dicapai pada periode tertentu.

Proses penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja vang

terdiri atas PK dan SKP dilakukan sebagai berikul:

H.

Penyusunan PR

Proses perencanan kinerja organisasi dilakukan dengan penyusunarn
Perjanjian Kinerja (PK). PK disusun pada level Kementerian, UPK-One, UPK-
Twao, dan UPK-Three. Komponen PK paling sedikit terdiri dari peta strategi,
Indikator Kinerja Utama (IKU), rincian anggaran, rincian target kinerja, dan
Inisiatil Strategis (15) (opsional) dengan penjelasan sebagai berikut:

1) Peta Strategi

Peta Strategi merupakan suatu dashboard yang memetakan
Sasaran Strategis (35) dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat
vang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi organisasi
dalam mewujudkan visi dan misi. Bagi unit organisasi yang tidak
menyusun rencana strategis, visi dan misi mengacu pada visi dan misi
unit organisasi di atasnya yang menyusun rencana strategis. Peta
strategi merupakan media yang dapat memudahkan dalam
mengomunikasikan strategi organisasi.

£
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Peta strategi menggambarkan cara pandang organisasi dalam

mengelola kinerjanya dari berbagai perspektif. Peta strategi di
lingkungan Kementerian Keuangan secara umum menggunakan 4
(empat) perspektif, yaitu:

i

bj

dj

al
b

Perspektl Stakeholder

Perspektif Stakeholder mencakup 88 yang ingin diwwudkan
organisasi untuk memenuhi harapan sehingga dinilai berhasil dan
sudut pandang stakeholder. Stakeholder (pemanglku kepentingan)
merupakan pihak internal maupun eksternal yang secara langsung
atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau outcome
dari suatu organisasi, namun tidak menggunakan layanan
organisas) secara langsung.

Perspektil Customer

Perspektif Customer mencakup SS yang ingin diwujudkan
organisasi untuk memenuhi harapan customer dan/atau harapan
organisasi terhadap customer. Customer (pengguna layanan)
merupakan pihak luar yang terkait langsung dengan output atau
pelayanan suatu organisasi.

Perspektf Internal Process

Perspektil Internal Process mencakup 35 vang ingin diwvajudkan
melalui rangkaian proses vyang dikelola organisasi  dalam
memberikan layanan serta menciptakan nilai bagi stakeholder dan
customer (value chain).

Perspektifl Learning and Growth

Perspektif Leaming and Growth mencakup 88 yang berupa kondisi
ideal atas sumber daya internal organisasi yang ingin divujudkan
atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan
proses bisnis guna menghasilkan oufput atau outcome organisasi
yang sesual dengan harapan customer dan stakeholder.

UPK dapat menggunakan 3 (tiga) perspekti, dalam hal:
Tidak dapat memisahkan stakeholder dan customer; atau

Hanya memiliki stakeholder,
Setiap perspektif pada peta strategi, terdiri dan sejumlah Sasaran

Strategis (38). 38 merupakan pernyataan mengenai apa yang harus
dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi. 88 harus
memenuhi ketentuan sebagai berikut:

al

Singkat dan jelas

Pernyataan S8 tidak dapat berupa paragral atau kalimat,
Penjelasan terhadap uraian SS dapat dijelaskan dalam manual
Indikator Kinerja Utama (IKU), Pernyataan 88 tidak boleh memilild
pemahaman ganda dan harus selaras dengan deskripsi S5 pada
manual IKU. F
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b) Merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin dicapai
Pernyataan 35 menggambarkan kondisi scharusnya yang ingin
dicapai sesuai potensi.

¢) Dituliskan dalam bentuk pernyataan kondisional
Pernvataan 85 bersifat kualitatif (bukan kuantitatif).

Contoh: Penerimaan pajak yang optimal (kualitatif), bukan jumlah
penerimaan pajak [kuantitatif).

Untuk memberikan gambaran lengkap mengenai komponen Peta
Strategi, berikut disajikan contoh peta strategi Kementerian:

Gambar 3. Komponen Peta Strategi
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2) Indikator Kinerja Utama (IKL]

Pencapaian 58 diukur dengan IKU, yang merupakan tolok ukur
keberhasilan pencapaian 585 atau Kinerja. IKU menggambarkan
outcome, output vang ingin dicapai atas tugas dan fungsi organisasi,
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun [KU yaitu:

a) Prinsip SMART-C
Dalam penyusunan IKU harus menganut prinsip SMART-C,

yaitu:

Specific . mampu  menyatakan — sesuatu
gecara  definitif (tidak normatif),
tidak bermakna ganda, relevan dan
khas/umk dalam menilai serta
mendorong kinerja suatu unit.

Measurable : mampu diukur dengan jelas dan

jelas cara pengukurannya.
Pernyataan KU seharusnya
menunjukkan satuan

pengukurannya.



b)

R

Agresable : disepakati oleh pemilik KU dan
atasannya.

Realistic : merupakan ukuran yang dapat
dicapai dan memiliki target yang
menantang.

Time-bounded - memiliki batas waktu pencapaian.

Continously Improved : kualitas dan target disesuaikan
dengan perkembangan strategi
organisasi dan selalu
discmpurnakan.

Suatu IKU diangpap telah memenuhi kriteria SMART-C
berdasarkan kesepakatan antara pemilik IKU, atasan langsung,
pejabat fungsional yang memiliki jenjang jabatan diatasnya
dan/atau tim kerja, serta Administrator Kinerja Organisasi
dan/atau Administrator Kinerja Pegawai.

Kualitas IKU

Tingkat kualitas [KU ditentukan berdasarkan tingkat validitas
dan tingkat kendali [KLU.
(1) Validitas IKU

Validitas IKU ditentukan berdasarkan level kedekatan
[representasi)  pengukuran KU  terhadap pencapalan 85,
Pembagian tingkat validitas IKU sebagai berikut;

Exact : IKU yvang mengukur secara langsung keberhasilan
pencapaian 85,  Pencapaian KU [metode
pengukurannya) telah merepresentasikan

pencapaian S5 secara keseluruhan dan umumnya
mengukur outcome atau oufput pada suatu unit.

Proxy : KU yang mengukur secara tidak langsung
keberhasilan pencapaian 85, Pencapaian TEKU
(metode pengukurannya) hanya

merepresentasikan sebagian pencapaian 53 dan
umumnya TKU mengukur output atau proses yang
dilakukan oleh suatu unit.

Activity ¢ IKU wvang masih jauh keterkaitannya dengan
keberhasilan pecncapaian 88, Pencapaian 1KU
(metode  pengukurannya) pada umumnya
mengulour proscs atau mput dari kegiatan pada
suatu unit.

Penentuan final atas tinglkat validitas suatu [KU ditetapkan
berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi
secara berjenjang.
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(2] Kendali TKU

Tingkat kendali atas IKU ditentukan berdasarkan
kemampuan suatu  unit dalam mengontrol/mengelola
pencapatan target IKU:

High : Pencapaian target |KU dipengaruhi secara
dominan oleh pemilile K.

Moderate : Pencapaian target KU dipengaruhi secara
berimbang olch pemilik IKU dan pihak selain
pemilik IKLL.

Low : Penncapaian target dipengaruhi secara
dominan oleh pihak selain pemilik TKU,

Penentuan final atas tingkat kendali IKU ditetapkan
berdasarkan penilaian objektif dari pengelola kinerja organisasi
secara berjenjang.

Gambar 5. Tingkat Kendali IKU
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Contoh penentuan kualitas TKU (validitas dan kendali IKU):
Salah satu tugas dan fungsi Kantor Pelayanan ABC di lingkungan
Kemenkeu memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
Maka, Kantor Pelayanan ABC dapat membuat 55 "Kepuasan
pengguna layanan yang tinggi”.

Alternatif IKU wyang dapat dirumuskan untuk mengukur
pencapaian 88 tersebut sebagai berikut:

(1) Indeks kepuasan pengguna layanan |(exact-modercte)

la) Validitas exacf, karena IKU in1 dapat menggambarkan
tingkat kepuasan apabila survei dilakukan dengan
metodologi yang tepat untuk merepresentasikan kepuasan
pengguna layanan.

(b} Tingkat kendali moderate, karena pencapaian IKU ini

dipengaruhi oleh kualitas pembenian layanan  kepada
customerdan persepsi customer atas lavanan yvang diberikan,

(2) Jumlah komplain pengguna layanan (proxy-moderate)

fa)] Validitas proxy, karena dianggap tidak scmua pengguna
layanan mau menyatakan komplainnya kepada kantor
pelayanan dan tidak semua aspek pelayanan dapat terwakili
kualitasnya hanya dari komplain.

ib) Tingkat kendali moderate, karena komplain merupakan
interaksi yang bersifat langsung kepada petugas. Pada satu
sisi, kantor dapat mempengaruhi atau meminimalisir
munculnya komplain dari pelanggan dengan pelayanan yang
baik. Sedangkan pada sisi yang lain, pengguna layanan juga
memiliki pengaruh untuk menyvampaikan komplainnya.

(3) Rata-rata waktu penyelesaian layanan (activity-high)

ja] Validitas activity, karena IKU hanya bersifat kegiatan atau
input. Apabila layanan disclesaikan, belum tentu pengguna
layanan puas.

(b} Tingkat kendali high, karena layanan selesai atau tidak
selesal sangat dominan dipengaruhi oleh tindakan dari
petugas suatu pekerjaan.

Eetentuan [EL

Dalam penyusunan I[KU, perlu memperhatikan ketentuan
sebagai berikut:

(1) Menganut prinsip SMART-C;

(2) Jumlah IKU yang diperbolehkan pada satu PK mengacu pada
tabel sebaga benkut:

£
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Tabel 1. Ketentuan Jumlah IKU dalam Perjanjian Kinerja

Unit Minimal Maksimal
UPE-Orne 15 25
UPK-Tuwn 14 20

UPK-Three 10 20

(3) Pemilihan IKU didasarkan pada prioritas dan fokus organisasi;
(4) Dalam penyusunan IKU dimungkinkan adanya sublKU. SublkKU

(2]
s
(7l

(B)

merupakan himpunan dari indikator-indikator yang saling
berhubungan dan secara akumulasi membentuk suatu IKU.
Penyusunan sublKU dilakukan dengan knteria yang sama
dengan kriteria penyusunan IKU, dengan tambahan ketentuan
schagal beriloan

(a) SublKU hanya diperbolehkan disusun pada level Kemenkeu-
Wide, Kemenkeu-0One dan Kemenkeu-Two;

(b) SublKU harus dimuat dalam PK;
(c] SublKU harus memiliki manual [KU; dan

(d) Penghitungan indeks capaian sublKU mengikuti ketentuan
penghitungan IKU.
Misalnya: IKU Kemenkeu- Wide "Indeks kualitas pengelolaan
sistern TIK" merupakan himpunan dari subIKU:

i. Tingkat downtime sistem TIK;

ii. Persentasc penyelesaian proyvek strategis TIK.
UPK s=sebaiknya menggunakan maksimal 3 (tiga) KU untuk
mengukur pencapaian 1 [satu) 55,
1 [satu) IKU tidak diperbolehkan untuk mengukur lebih dari 1
(sat) 85.

UPK tidak diperbolehkan hanya menggunakan KU achvity
untuk mengukur 1 (satu) S5.

UPK tidak diperkenankan memiliki IKU dengan level kualitas
activity-low, exact-high, activity-high. Hal ini mengindikasikan
pemilihan IKU yang tidak tepat atau 58 yang berkualtas
rendah.

() Apabila hal tersebut pada butir (8) terjadi, perlu dilakukan:

(a) pengeantian dengan IKU lain; atau
(b) perbaikan kualitas 55 baik definisi maupun ruang lingkup.

2
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d) Target IKLT

Target 1KU merupakan standar minimal pencapaian kinerja
vang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun, Penetapan target IKU
merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan bawahan
dengan memperhatikan SASHATAN OrgAnisasi serta
mempertimbangkan usulan pengelola kinerja organisasi dalam
suatu forum dialog kinerja.

Penetapan target IKU dilakukan sesuai ketentuan sebagai
berikut:

(1) Target IKU berupa ukuran kuantitatif. Apabila target TKU
bersifat kualitatif, maka harus dikuantitatifkan;

(2} Penentuan besaran target didasarkan pada:

{a) peraturan perundang-undangan, dan/atau ketentuan yang
berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan;

(b) keinginan stakeholder atau minimal sesuai dengan janji
lavanan;
c) realisasi tahun lalu;

{d) potensi dan proyeksi atas kondisi internal dan cksternal
organisasi; dan

e ekspektasi pimpinan.

(3) Target IKU harus menantang namun dapat dicapai serta
diupayakan terus meningkat.

(4} Setiap target IKU diuraikan menjadi target periodik (trajectory)
sesuai jenis konsolidasi periode dan waktu pelaporan KU
tersebut. Untuk target bulanan dapat bersifat outcome, oufeome
antara, oufput, dan/atau oufput antara (tahapan). Penyusunan
target bulanan untuk setiap IKU dilakukan bersamaan dengan
proses refinement dan dapat dilakukan perubahan pada tahun
berjalan berdasarkan kesepakatan pemilik KU dan atasan
langsung serta pertimbangan dari pengelola kinerja.

Penyusunan target IKU perlu memperhatikan jenis mekanisme
pengukuran yang meliputi:
(1) Jenis Konsolidasi Periode

Menunjukkan pola akumulasi perhitungan target atau realisasi
IKU secara periodik, terdiri dari sum, take last known, dan

average.
{.Q
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Tabel 2. Jenis Konsolidasi Periode

QlL | Q2 |8.d.02] Q3 |=d. Q3| 0Q4 Y
T Rt W @ @ @ s e m
Sum | Penjumlahan angka 0 | @ |2 | @ | 3 | ©) | (5+H6)
target atau realisasi
per periode pelaporan
Contoh IKU: Jumlah pegawai vang
memilil sertifikat PB | R 7 3 10 5 15
Take |Akumulasi target atan
Last | realisasi sejak awal i1 (2} 2] (4) (4) (&) (&)
KEnown |tahun hingga periode
Value |pelaporan 11}
Contoh IKU: Indeks
penyelesaian kebijakan/ regulasi | 30% | 60% | 60% | 80% B04% 100%: | 1008
Prioritas
Average | Rata-rata dari angka H1)=(2)+
target atau realisasi (1) | 20 (#1203 @) [f+25+] (6) [dh]+
per periode pelaporan /2 4)}/3 B}/ 4
Contoh IKU: Indeks optimalisasi 3
kas terhadap bunga utang 3 3 3 d 3 3 (skala
4)

{2} Jenis Konsolidasi Lokasi

Merupakan mekanisme konsolidasi target atau realisasi [KU
cascading dari level di bawahnya. Parameter ini diisi hanya pada
IKU vang di-cascade dengan metode indirect. Jenis konsolidasi
lokasi terdin atas:

Penjumlahan target atau realisasi [KU dari dua

ST

Average

Raw Data

Contoh konsolidasi lokasi dengan metode "sum:

atau lebih unit/pegawai di level di bawahnya.

Rata-rata target atau realisasi IKU dari dua atau

lebih unit/pegawai di level di bawahnya.

Penjumlahan raw data target atau realisas: IKU

dari dua atau lebih unit/pegawai di level di
bawahnya.

IKU pada UPFK-Tweo “Jumlah pegawai pengelola aset yang
memiliki sertifikat PBJ” dengan target 25 orang. IKU ini di-
cascade ke 3 (tiga) UPK-Three dengan nama IKU yang sama
dengan rincian target:

A
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Target: 25 Orang

Esclon 1 A Eselon I B Eseton 11 C
Target: 9 Crang Targel: B Orang, Target & Orang

e

Konsolidasi data target/realisasi pada UPK-Two merupakan
penjumlahan dari data target dan capaian ketiga unit di
bawahnya, Maka, jenis konsolidasi pada UPK-Twe merupakan
“sum’”.

Contoh konsolidasi lokasi dengan metode "average’:

IKU pada Kementerian “Indcks efektivitas kebijakan fiskal®
dengan target 80 yang diturunkan pada 2 UPK-One di
bawahnya, menjacdi:

Hementerian
“Indeks efektivitas kebijakan fiskal” jtarget: 80§

UPK-One & UPK-One B
“Indeks elektivitas kebijakan “Indeks efeltivitas kebijakan
Fislcal” [targel:BO) fiskal® (Target: BO|

Konsolidasi data target/realisasi pada Kementerian merupakan
rata-rata dari data target dan capaian ketiga unit di bawahnya.
Maka, jenis konsolidasi pada Kementerian “average”.

Contoh konsolidasi lokasi dengan metode "raw data”™

IKU pada kantor wilayah “Persentase penerimaan pajak” dengan
target 100% atau Rp 120 Triliun. [KU ini di-cascade ke 3 (tiga)
kantor pelayanan di bawahnya dengan nama IKU yang sama.
Rincian target pada 3 unit tersebut sebagai berikut:

Kantor Wilayah DJP
9% Penerimaan Pajak

[Target: 100% atau Rpl20T)

KFP A EPF B KFP C
% Penerimaan Pajak % Penerimaan Pajak % Penerimaan Pajak
: i [Target: 100% atau (Target: 100% atau

(Target: 100% atau Rp55T) RpasT)

‘,E'_
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Konsolidasi data target/realisasi pada kantor wilayah
merupakan pernjumlahan dari data target/realisasi atas row
data ketiga unit dibawahnya. Maka, jenis konsolidasi pada
kantor wilayah merupakan “raw data”. Contoh:

Unit Target Realigagi (T) Realisasi (%)
| KPP A 100% (Rp30 T) Rp20 T 20/30 = 66,67%
KPP B 100% (Ep55 T) Rp40 T 40/55 = 72,73%
KFF C 100% (Rp 35 T) Rpas T 35/35 = 100%
Kanwil 100% 95 T/120T=
DJF (30+55+35=120T) | 20r40+35-95T 79,17%

(3) Polarisasi Data
Menunjukkan ekspektasi arah nilai aktual/realisasi dari [KU
dibandingkan terhadap nilai target, yang terdiri dari maximize,
minimize, dan stabilize.
Maximize : Semakin tinggi nilai aktual /realisasi IKU terhadap
target, semakin baik capaian kinerjanya.

Contoh: Persentase Pejabat vang memenuhi nilai Standar
Kompetenst Jabatan.

. ok Capatiy
Capaum Filai Akl < Targea ik Akl » Target s
Sermabin Bignl, 4 TJ:IH P etk ik

Minimize ! Semakin rendah nilai aktual/realisasi IKU
terhadap target, semakin baik capaian
kinerjanya.

Contoh: Dwelling Time

: z 3 ; = Capurian
ml;r:ﬂ: p Bl Akl - Tt A Hild Akl - Target y SeckinBursk
Target

Stabilize : Capaian kinerja dianggap semakin baik
apabila nilai  aktual/realisasi KU
mendekati target dalam suatu rentang
tertentu.
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Contoh: Persentase pemenuhan target pembiayaan.

| . a
e B 1“‘“‘""‘” AgN : Tarpet 5 Burtk
Tirgst
Manual TKU

Setiap IKU vang telah ditetapkan harus dilengkapi dengan
Manual [KU, Manual IKU merupakan dokumen penjelasan
mengenai IKU yang diperlukan untuk melakukan pengukuran
kinerja. Manual [KU ditetapkan paling lambat 15 {(lima belas) hari
kerja setelah PK ditetapkan.

Contoh format dan pedoman pengisian manual KU sebagai
berikut:
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(1} Contoh format manual IKU
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[2) Pedoman penyusuan contoh manual TKU

EIH.H'IL'I.I.- INDIEATOR KINERJA
(PEMILIK THIISTHI)

(UFK Level di atasnya)
|Pim pakeiirs

Plarnoms mw B0 e e

Cmnbripni Hanmsam Bisabape

Hsall Eajs Atsmmms

Mo el Beaja
Imdibatar Hraje Lams ledivid s

|Frabripm DR EED

Ak Mmdikaimn

Tiaghss Ksadsl 1IN
ks Falldibss (R
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3} Rincian Anggaran
Rincian anggaran menguraikan informasi pengalokasian anggaran
untuk setiap program/kegiatan vang diperoleh UPK untuk pencapaian
sasaran strategis pada tahun tersebut. Informasi pengalokasian
anggaran disusun sesuai dengan dokumen pelaksanaan anggaran

(DIPA) UPK tersebut.

2
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Rincian Target Kinena

Rincian target kinerja menguraikan frajectory target atas IKU yang
dimiliki UPK dalam periode bulanan/triwulanan/semesteran/
tahunan. Trajectory target yang disusun akan menjadi acuan dalam
evaluasi kinerja UPK secara berkala.

Inisiatif Srategis

Inisiatif Strategis (I3} merupakan kegiatan yang digunakan sebagai
cara untuk mencapai target IKU sehingga berimplikasi pada pencapaian
88. IS berbeda dengan rekomendasi rencana aksi. Perbedaan
utamanya yakni Inisiatil Strategis bersifat preventif scdangkan
rekomendasi rencana aksi bersifat korektif.

IS umumnya disusun pada awal tahun untuk mencapai target IKU
pada Sasaran Strategis yang memerlukan suatu tercbosan atau tidak
dapat dicapai dengan kegiatan rutin, sedangkan rekomendasi rencana
aksi disusun apabila terdapat indikasi atau kondisi dimana target [KU
tidak tercapai pada periode monitoring scpanjang tahun berjalan.

a) Kriteria Penyusunan Inisiatif Strategis
(1) Memiliki relevansi terhadap pencapaian target [KLU;
(2] Mempersempit gap pencapaian target IKU yang telah ditetapkan;

(3) Disusun pada unit yang memiliki peta strategi dan berada pada
internal process perspective dan leaming and growth perspective;

(4) Menghasilkan output/ outcome;

(5) Memiliki frajectory penyelesalan kegiatan dan  output
bulanan/ trivulanan;

(6) Memiliki periode waktu penyelesaian;
(7] Mencantumkan informasi alokasi anggaran (jika ada); dan
(8) Memiliki penanggung jawab utama (koordinator).

b} Penyusunan IS

Prioritas memilih 1S dapat menggunakan kuadran yang
mengkombinasikan impact dan effort. Prioritas pertama merupakan
IS vang memiliki impact tinggl namun dapat dicapai dengan effort
terendah. Di bawah ini merupakan acuan prioritas pemilihan IS dan
contoh IS:

f
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Gambar 6, Pemilihan Prioritas Inisiatil Strategis
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Implementasi proses penyusunan PK dilaksanakan secara berjenjang
dan simultan dimulai dari level Kemenkeu, dilanjutkan dengan
penyusunan PK dari level UPK-One hingga UPK-Three melalui proses
cnseading dan alignment. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam
melaksanakan penyusunan PK antara lain:

1) Rencana Strategis;

2] Rencana Kerja;

3) Dokumen yang memuat tugas dan fungsi, serta amanah yang
dilaksanakan oleh unit;

4) PK unit di atasnya (untuk level UPK-One sampai dengan UPK-Three);

5) Eksapektasi stakeholder/customer, dan

6) Hasil evaluasi dan reviu.

Proses penyusunan PK pada setiap level terscbut dijelaskan sebagai
benkut:

1) Penyusunan PK Kementerian Keuangan

Dalam proses penyusunan PK, dilakukan refinement yang bertujuan
untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja yang dirumuskan
melalui PK vang berkualitas. Pelaksanaan refinement dilakulian sejak
bulan Maret tahun sebelumnya, bersamaan dengan proses penyusunan

A
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Rencana Kerja dan Anpggaran pada pembahasan tahap pagu indikatif,
pagu anggaran dan alokasi anggaran.

Dalam proses refinement dilakukan stakeholders forum guna
menangkap masukan ataupun aspirasi stakeholders terhadap
Kementerian Keuangan. Konsep peta strategl dan Indikator Kinerja
Utama (IKU) dibahas oleh tim telnis, yaitu pengelola kinerja organisasi,
pengelola risiko, dan unit teknis lainnya sesuai kebutuhan.
Pembahasan dilaksanakan dengan pembagian scsual program
Kementerian Keuangan,

Hasil pembahasan tim teknis selanjutnya dibahas olch Tim
Koordinasi Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMABELAS.

Pembahasan kemudian dilanjutkan di level Komite Pelaksana dan
Komite eksekutif yang dibahas secara berenjang dalam forum
sekretaris, Rapat Pimpinan Wakil Menteri Keuangan dan Rapat
Pimpinan Menteri Keuangan untuk mendapatkan arahan final,
kemudian dilakukan perbaikan dan ditetapkan. Proscs penyusunan
Perjanjian Kinerja berkenaan dapat disesuailkan dengan situasi dan
kondisi terkini.

Penyusunan PK pada UPK-One sampai dengan UPK-Three

Proses penyusunan PK pada UPK-One hingga UPK-Three dilakukan
melalui refinement berdasarkan hasil review PK tahun sebelumnya
dengan mengacu pada PK unit organisasi pada level di atasnya serta
rencana strategis UPK tersebut, Proses penjabaran dan penyelarasan
PK meliputi 85 dan IKU dilakukan melalui proses cascading dan
alignment,

Mckanisme cascading dan alignment yang digunakan di Kementerian

Keuangan dijelaskan sebagai berikut:
1} Cascading

Cascading merupakan proses penjabaran dan penyelarasan 58, dan
[KU secara vertikal dari level unit/pegawai vang lebih tinggi ke level
unit, pegawai yang lebih rendah.

Cascading 55 dan IKU pada dasarmya dilakukan secara hierarkis
sesuai denpan level manajemen kinerja di Kementerian Keuangan.
Cascading dapat dilakukan tidak secara hierarkis dalam hal:

a) Struktur organisasi tidak memungkinkan coscading sesuai level
pengelolaan kinerja;

b) 5SS dan/atau IKU merupakan tugas langsung penerima cascading
dan dipandang tidak perlu dilakukan pengukurannya pada level di
antara pemilik 55 dan/atau IKU dengan penerima cascading: atau

¢) Memerlukan sinergi maupun pelaksanaan kinerja yang dilakukan
oleh tim kerja lintas unit.

Cascading IKU harus memperhatikan level wewenang dan tanggung
jawab unit sehingga IKU tidak selalu di-cascade hingga level terkecil.

£
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Alternatil alur proses cascading dan alignment atas 55, [KU dan target
antar UPK dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 7. Alternatif Cascading dan Alignmenf antar UPK

Cascading dari UFK-one ke

Cascadding secara normal

dengan memperhatikan | UPK-three, jika UPK-three
level wewenang dan : adalah kantor vertikal.
tangeungjawab unit . Misalnya: cascading dari

| Kepala BPPK ke EDK

|
—ee e . Cascading
% * ; Alppament
Cascading dapat dilakukan secara metode direct atau indirect:
a) Metode direct
Penurunan 58 dan/atau IKU sccara penuh, yvang dilakukan kepada:

(1) Satu unit/pegawai di bawahnya; atau
(2) 2 {dua) atau lebih unit/pegawai pada level yang lebih rendah

karena sifat peckerjaan yang memerlukan teamwork dan
tanggung jawab pencapaian.

b} Metode indirect

Penurunan 55 dan/atau IKU secara parsial, yang dilakukan kepada
ke 2 (dua) unit/pegawai atau lebih di bawahnya.

2] Alignment
Alignment merupakan proses penyelarasan 35, IKU, dan/atau target
IKU secara horizontal antar unit vyang selevel. Proses alignment
bertujuan untuk menyelaraskan S8, IKU atau target antar unit selevel

(horizontal) yang memiliki keterkaitan tugas dan fungsi. Alignment
dapat dilakukan antar:
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a) Unit pendulkung (supporting) dan unit teknis

Contoh: Penyelarasan antara DJBC dan Setjen. Dukungan yang
dibutuhkan DJBC dari Setjen yakni kecepatan dalam
pemroscsan usulan revisi anggaran kepada DJA. Malka,
[KU yang dapat dirumuskan Setjen yakni “Tingkat
kecepatan menindaklanjuti usulan revisi anggaran Unit
Eselon [V

b} Unit yang pekerjaannya merupakan rantal proses

Contoh: Dalam rangka penyusunan Pagu Indikatif oleh Direktur
Anggaran Bidang, Direktorat Penyusunan APBN
menetapkan KU Indeks Kualitas Penyusunan Proyeksi
Resource Envelope untuk mengukur tingkat ketepatan
waktu penyampaian hasil proyeksi penyusunan resource
envelope dalam rangka pagu indikatif dari Direktur
Penyusunan APBN kepada para Direktur Anggaran
Bidang.

¢] Unit teknis vang mendapatkan IKU casecading secara direct dan
indirect

Contoh; DJP dan DJBC menerima [KU cascading dari Kemenkeu-
Wide terkait efektivitas kebijakan fiskal, maka perla

dilakukan penyelarasan antar kedua unit tersebut atas
[KU tersebut.

Untuk memastikan keselarasan IKU hasil caseading pada unit di level

yvang lebih rendah dan afignment antar unit yang selevel, maka disusun
matriks cascading. Matriks ini berisi penjabaran/penurunan  peran
(rencana kinerja) dan hasil {IKU) dari unit ke unit/pegawai di level yang
lebih rendah, baik yang sifatnya cascading maupun non-cascading.
Penyusunan matriks caseading dilakukan sesuai ketentuan sebagai
berikut:

1]
2]

3

4)

=l
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Matriks cascading wajib disusun pada level Kementerian dan UPK.

Matriks cascading level Kementerian berisi eascading IKU unit tersebut
hingga level UPK-One.

Matriks cascading level UPK-One berisi cascading TKU unit tersebut
hingga level UPK-Two.

Matriks cascading level UPK-Tweo berisi cascading IKU unit tersebut
hingga level pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan unit yang
bersangkutan.

Matriks cascading level UPK-Three berisi cascading IKU unit tersebut
hingga level pelaksana/pejabat fungsional di lingkungan unit yang
bersangkutan.

Bagi unit yang memiliki sasaran kinerja yang pelaksanaannya meclalu
tim kerja lintas unit kerja, ketua tim kerja menyusun matriks cascading

bagi seluruh anggota tim kerja.
2
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Contoh format dan pedoman pengisian Matriks Cascading dapat
dilihat sebagai berikut:

MATRIKS CASCADING
Unit Pemilik Kinerja: ..... (diisi dengan nama UPK)

Hemenbken..... idiisl Wide One/Two/Three) Hemenken ... [difse One/Tro'Thres)
Vallditas
Jenis Lhacit I Jenis
Basaran Nama - Sasaoran Nama dan
Strmtegis | Ky | Tt | Kopmoltest | Chvue | guacgia | ey | TS | Coopnting | cemda
s feiausi [zt fetiisi Jedivzd fetitst fedhial | folita fidthsi feliiaf
dengan | dengen | dergan dengn dengar | dengen | dengan | dengon dengan derigpan
rama 58] | mama | largel it feud et | mAma S5 [ noma o | darger CFY SN L
KLY ]| konsmtidnst cingl pada ML KL podn
it e g LN pada Jada L
baah, mernjedi LICY L)
pertid it L)
averages/
Fa datz]

*| Dapat disessaikan dengan dafar peiabat administrater fpejaba pengnwas/pegawal pada matriks coscadg UPE-

Twa ! UPK-Treree

Tahapan penyusunan PK pada UPK-One hingga UPK-Three secara
rinci dijelaskan secara berikut;
1} Penyusunan Peta Strategi

Penyusunan Peta Strategi pada suatu unit harus mengacu pada
peta strategi unit yang lebih tinggi. Teknik penyusunan Peta Strategi
dilakukan melalui mekanisme berikut:

(Gambar 8, Proses Penyusunan 58 dalam Peta Strateg)

a

unit yang lebih tingpi

858 cascading merupakan S5 wang diturunkan atau
dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih
rendah. Perumusan 55 cascading harus memenuhi ketentuan
sebagal berikut:

(1)

indirect:
(a} Metode direct

S8 direct merupakan 88 yang memiliki kalimat, deskripsi
dan ruang lingkup yang sama secara keseluruhan. Proses
ecascading ini dilakukan kepada:

Menentukan “S8 Cascading” berdasarkan 88 yang relevan dari

Cascading 55 dapat dilakukan secara metode direct atau

2
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(b)

T e

i} 1 (satu} unit di bawahnya; atau

ii) 2 [dua) atau lebih unit pada level yang lebih rendah
karena sifat pekerjaan vang memerlukan teemuwork
dan tanggung jawab pencapaian.

Misalnva :
53 Kemenkeu-Wide “Belanja Negara yang Berkualitas”

di-cascade dengan nama 35 UPK-One DJA “Belanja
Negara yang Berkualitas®.

Metode indirect

S8 indirect merupakan S5 yang memiliki deskripsi atau
ruang lingkup vang lebih sempit. Kalimat 83 dapat sama
atau berbeda, disesuaikan dengan ruang lingkupnya.
Cascading secara tndirect dilakukan ke 2 [dua) unit atau
lebih di bawahnya, Misalnya: 88 Kemenkeu-Wide
"Pengelolaan Aset dan Kas yang Optimal' di coscade
dengan nama S5 UPK-One DJPB "Pengelolaan Kas yang

Optimal®.

Pada UPK, 88 yang di-cascade ke unit lebih rendah harus
diletakkan pada perspektif yang sama atau lebih tinggi dari
perspektif dimana S8 tersebut berasal (unit yang lebih tinggi)
schagaimana ilusirasi sebagai berikut:

Gambar 9. Cascading S5 pada Peta Strateg
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Berikut contoh ilustrasi penentuan S8 cascading pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Gambar 10. Penentuan 58 Cascading pada DJFPb
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Menentukan “S8 Non-cascading” berdasarkan dokumen
perencanaan strategis, ckspektasi stakeholder/customer, 1su
strategis unit dan alignment.

Selain 88 coscading, unit vang bersangkutan dapat
merumuskan 38 tambahan berupa 88 non-cascading. 55 tersebut
bukan hasil penurunan atau penjabaran dari level unit yang lebih
tinggi ke level unit yang lebih rendah. 55 non-cascading hanya
boleh dirumuskan oleh unit pemilik peta strategi.

58 non-cascading dapat juga berasal dari mandat
imandatory) pemilik peta strategi dan/atau pengelola kinerja pada
tingkat yvang lebih tinggi. 88 mandeatory ini wajib disusun oleh unit
pada level di bawahnya.

Dalam penyvusunan S35 non-cascading dapat dilakukan
langkah-langkah sebagai berikut:

(1) Mengidentifikasi 55 berdasarkan dokumen perencanaan
strategis
(a) mempelajari dokumen perencanaan strategls scpert

Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan, Rencana
Strategis (Renstra) atau Rencana Kerja (Renjal.

(b) menentukan S5 berdasarkan dokumen perencanasn yang
relevan dengan fekus dan prioritas yang akan
dilaksanakan unit tersebut.

(2] Mengidentifikasi stakeholder/ customer unit serta
oulput/ outcome Yang merupakan ekspektasi
stakeholder/ customer tersebut.

{a) menentukan stakeholder dan/atau customer unit.
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(b mengidentifikasi outputl/oulcome yang merupakan
ekspektasi stakeholder/ customer, serta ckspektasi unit
terhadap customer.

{e)] merumuskan 38 berdasarkan ekspektasi tersebut.

Berikut contoh ilustrasi ekspektasi stakeholder/ customer
serta 885 yang dapat dirumuskan pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Tabel 3. Contoh Stakeholder/ Customer Expectation Table pada [WJPD

No M:::i:rf Bz oy Ekspektasi Sasaran Strategis
| 1. | Menteri SAL Remunerasi Pengelolaan perbendaharaan
Keuangan atas SAL di dan pembiayaan yang
Bank akuntabel dan produldtil
dengan risiko terkendali &
2. |K/L LKPP dan WTP Pengelolaan perbendaharaan
[Ekspektasi K/L | LKBUN dan pembiayaan yang
terhadap DLJPh) akuntabel dan produktil
dengan risiko terkendali &
3. | K/L Milan [KPA K/L Pelaksanaan anggaran yang
(Ekspektasi meningkatkan | efeletif dan efisien &
DJPb terhadap kualitas
K/L pelaksanaan
anggaran
4. | Menteri Kualitas Menjamin Pengelolaan kas yang optimal
Keuangan pengelolaan | ketersedisan &
kas kas yang
cukup

(3) merumuskan 335 berdasarkan isu strategis unit.

(4) merumuskan 33 berdasarkan hasil alignment.
(5) mengadopsi SS vang sifatnya mandatory dari unit yang lebih
tinggi.
¢)] Membangun Peta Strategi

(1) berdasarkan langkah (1) dan (2), kemudian dipilih 88 prioritas
dan gabungkan S8 vang tumpang tindih.

(2) menempatkan 85 unit yang sudah dirumuskan ke dalam Peta
Strategi sesuai perspektif yang tepat.

(3) membangun hubungan logis sebab akibat antar S5 dengan
memberi tanda panah.

(4] mencantumkan nama/unit stakeholder utama dan customer
peta strategi.

£
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Berikut contoh Peta Strategl vang dapat disusun pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Gambar 11. Peta Strategi DJFPD
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2) Penyusunan IKU dan Target/ Trajectory Target

Penyusunan IKU pada unit pemilik Peta Strategi dapat dilakukan
dengan dua cara:

a) Mengadopsi IKU dari unit yang lebih tinggi (IKU Cascading Peta
atau CP);

b} Merumuskan [KU sendiri, yang tidak berasal dari unit yang lebih
tinggi (IKU Non-Cascading atau N).

Kedua cara terscbut dapat dilakukan baik untuk mengukur
pencapaian S8 Cascading maupun 538 Non-Cascadmg.

Teknik penyusunan IKU bagi UPK dilakukan melalui mekanisme
sebagai benkut:

Gambar 12. Teknik Penyusunan IKU pada UPK
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Menentukan “IKU Cascading”

IKU ecascading merupakan IKU yang diturunkan atau
dijabarkan dari level unit yang lebih tinggi ke level unit yang lebih
rendah. Proses cascading dapat dilakukan dengan menggunakan
dua metode vaitu direct dan indirect.

(1) Metode direct

IKU direct merupakan KU yang mengadopsi secara

penuh nama IKU dan definisi TKU pada unit yang lebih tinggi.
Beberapa ketentuan terkait IKU ecascading dengan metode
direct, yaitu:

()

(b}

k)

(ci)

]

i

Harus memiliki output yang identik/sama pada tiap
level.

Proses cascading ini dilakukan kepada:

i. 1 {satu) unit/pegawai pada level yang lebih rendah;
atau

ii. 2 [dua) atau lebih unit/pegawai pada level yang
lebih rendah karena sifat pekeaan yang
memerlukan feamwork dan tanggung jawab
pencapaian target bersifat tanggung renteng serta
tidak didistribusikan.

Target IKU pada unit/pegawai di level yang lebih rendah
tidak diperbolehkan lebih tinggi daripada target IKU pada
unit di level atasnya.

Tingkat validitas IKU hasil direct cascading pada unit
vang lebih rendah sama dengan tingkat validitas 1KU
pada unit vang lebih tinggi. Tingkat kendah TKU harus
ditinjau kembali sesuai pengaruh unit tersebut dalam
pecncapaian target.

Manual TKU unit yang lebih tingg dan unit/ pegawai yang
lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

i. mnama IKU, target, dan satuan pengukuran;
ii. definisi dan formula perhitungan;
iii. polarisasi;
iv. konsolidasi periode; dan
v. periode pelaporan.

Batas maksimal cascading direct antar UPK yaitu dua
level dibawah UPK.

{2) Metode indirect

IKU indirect merupakan IKU vang mengadopsi sebagian

nama IKU dan definisi IKU pada unit yang lebih tinggl sesuai
tugas, fungsi dan ruang lingkup unit yang bersangkutan,

é
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Ketentuan terkait IKU cascading dengan metode indirect,

yaitu:

(a) Target IKU didistribusikan (dibagi habis) kepada 2 (dua)
atau lebih unit/pegawai di level yang lebih rendah sesuai
dengan proporsi masing-masing unit, Total target KU
pada unit/pegawai di level yang lebih rendah tidak
diperbolechkan lebih tinggi daripada target IKU pada
unit/ pegawai di level atasnya.

(b) Ketentuan penamaan IKU indirect sebagai berikut:

i. menggunakan kalimat yvang identik dengan kalimat
IKU pada level yang lebih tinggi dalam hal target ITKU
dari unit yang lebih tinggi didistribusikan kepada
level wyang lecbih rendah dan tanggung jawab
pencapaian target bersifat tidak tanggung renteng;

ii. menggunakan kalimat yang identikk dengan kalimat
IKU pada level yang Iebih tinggi dalam hal ruang
lingkup  distribusi [KU  hanya  dibedakan
berdasarkan wialayah geografis; atau

iii. menggunakan kalimat yang berbeda dengan kalimat
IKU pada level vang lebih tinggi dalam hal
diperlukan penyesuaian ruang lingkup tanggung
jawab unit yang lebih rendah.

{e) Manual IKU unit yang lebih tinggi dan unit/ pegawal yang
lebih rendah harus memiliki kesamaan pada komponen:

i. satuan pengukuran;

i, polarisasi;
iii. konsolidasi periode; dan
iv. periode pelaporan.

Contoh cascading IKU baik secara direct dan indirect
dapat digambarkan sebagai berikul:

Gambar 13. Casecading TKU/IK] dengan Metode Direct dan Indirect
Direct Method Indirect Method

::
e B

Kemenkeu-
Wide

UTPE-One
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Tabel 4. Contoh Atas Gambar 13.

HKementerian

e Penjelasan
Nama IKU Target Nama IKU Target Unit
. Tingkat kesesuaian 55% | 1. Tingkat kesesuaian BMN S55% DJKN | IKU di cascade secara direct ke satu unit
BMN dengan standar dengan standar barang dan dengan kalimat yvang identik dan target vang
barang dan standar standar kebutuhan (SBSK) EAMA
kebutuhan (SBSK)
. Indeks optimalisasi 3 2a. Indeks optimalisasi kas 3 DJPb | IKU di cascade secara direct ke dua unit
kas terhadap bunga Skala 4 terhadap bunga utang dengan kalimat identik dan target
utang . e pencapaian ditanggung bersama. Capaian
terhadap bunga utang IKU Kementerian.
. Indeks efeltivitas 100% | 3a. Indeks efelitivitas kebijalkan 1 00% BEF IKU di easeade ke dua unit dengan kalimar
kebijakan fiskal fiskal identik dan tarpet pencapaian
e : didistribusikan menggunakan metode
3b. ijndl:l-:a efektivitas kebijakan 100% DJBC konsolidasi lokasi average
. Persentase realisam 100% | 3a. Persentase realisasi 1004 DJP IKU di cascade ke dua unit dengan kalimat
PEnerimaan negara penerimaan pajak yang berbeda dan target pencapaian
3b. Persentase reaalisasi 100% DJBC | didistribusikan menggunakan metode
penerimaan kapebeanan dan konsolidasi lokasi raw data
cukai
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Tahapan penyusunan IKU cascading yvaitu sebagai berikut:

(1) mempelajari IKU dari Perjanjian Kinerja unit yang lebih
tinggi,

(2) mengidentifikasi dan memberi tanda pada [KU yang relevan
dari unit yang lebih tinggi.

(3) melakukan cascading secara direct apabila KU dan target
unit yang lebih tinggi merupakan tanggung jawab

sepenubhnya unit penyusun atau merupakan tanggung
jawab bersama (tanggung renteng) dengan unit lainnya.

(4] melakuksan cascading secara indirect apabila IKL dan/atau
target unit yang lebih tinggi perlu disesuaikan terhadap
ruang lingkup tanggung jawab unit penyusun dan
pencapaian target tersecbut didistribusikan ke beberapa
unit/ pegawai.

(5] menyesuaikan IKU dan target dengan tanggung jawab unit
penyusun pada IKU cascading secara indirect.

Menyusun IKU non-cascading

Selain menggunakan IKU cascading, unit dapat merumuskan
IKU tambahan berupa [KU non-cascading. Penyusunan [KU non-
cascading dilakukan untuk mendukung suatu (i) Sasaran
Strategis, (i) uraian jabatan dan/atau (iii] penugasan pokok
lainnya.,

IKU non-cascading dirumuskan pada unit yang bersangkutan
dan bukan hasil penurunan atau penjabaran dari level unit yang
lebih tinggi ke level unit yang lebih rendah. Ketentuan IKU non-
caseading:

(1) tidak ada tanggung jawab pencapaian target vang di-cascade
dari unit yang lebih tinggi;

(2] target atau realisasi IKU unit yang lebih rendah tidak
dikonsolidasikan ke unit diatasnya; atau

(3) jenis output tidak identik/tidak sama.

Penentuan tingkat validitas IKU dilakukan dengan melihat
kembali hubungan antara KU tersebut dengan 35 terkait,
sehingga tidak selalu sama dengan tingkat validitas IKU di
atasnyva. Tingkat kendali [KU juga perlu ditinjau kembali dengan
memperhatikan  peran unit tersebut dalam mempengaruhi
pencapaian target.

IKU non-cascading dapat juga berasal dari mandat
{mandatory) UPK dan/atau pengelola kinerja pada tingkat yang
lebih tinggi. IKU yang bersifat mandafory ini wajib disusun oleh
unit yang mendapatkan mandat.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh unit pengusul TKU
mandatory vakni sebagai berikut:
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TKU diusulkan dalam proses refinement dengan ketentuan:

(a] telah dibahas dan disepakati oleh pengusul dengan unit
penerima mandatory terlebih dahuba;

(b} diusulkan kepada pengelola kinerja seccara berjenjang
sesuai dengan level penerima mandatory; dan

(c) disepakati oleh para pengelola kinerja pada unit yang
menerima pegawal.

Memenuhi kritera kualitas [KU vaitu:

(a) tingkat kendali moderate atau low;

(b) tingkat validitas minimal proxy, dan

{c) target IKU minimal sama dengan target dalam dokumen
ptrencanaan organisasi atau target dan realisasi tahun
schelumnya.

Unit pengusul harus memiliki IKU yang sama atau terkait
dengan mandatory tersebut.

Contaoh:

Suatu unit Eselon | memiliki tugas menyusun LKPP. Pada
level Eselon 1, diukur dengan IKU “Indeks Opini BPK atas
LKPP”. Untuk mendukung IKU tersebut, pada level Eselon 1l
di bawahnya ditambahkan I[KI non-cascading mengenai
ketepatan waktu pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
Hal ini dapat digambarlkan:

o~

UPE- Theo
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Pada IKU non-cascading jenis cutput yang dihasilkan pada

tiap level berbeda, maka target yang ditetapkan pada level Pusat
tidak bersifat akumulasi dari level di bawahnya.
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Tahapan penyusunan IKU Non-Casecading sebagai berikut:
(1) Merumuskan “IKU Non-Cascading” beserta targetnya
{a} Susun IKU dengan berpedoman pada Uraian Jabatan
dan penugasan pokok lainnya yang mendukung
pencapaian 53.

(b) Adopsi IKU dan target yang sifatnya mandatory.
(2] Menyusun Manual IKU dan Matrks Cascading

(a) Susun Manual IKU dengan memperhatikan keselarasan
manual [KU, khususnya untuk IKU ecascading, baik
denpan manual KU unit/pegawai yvang lebih tngm
maupun unit/pegawai sclevel.

(b} Susun Matriks cascading yang berisi cascading TKU
unit/pegawai tersebut ke unit/pegawai di bawahnya,
sesuai ketentuan penyusunan Matriks Cascading.

(3] Setelah menentukan IKU pada unit tersebut, dilakukan
pengecekan  kembali dengan memperhatikan  ketentuan
sebagai berikut:

(a) Jumlah IKU tidak lebih dari ketentuan maksimal dalam
satu Perjanjian kinena.

(b} Penentuan tingkat wvaliditas TKU dilakukan dengan
melihat kembali hubungan antara [KU tersebut dengan
55 terkait, sehingga tidak selalu sama dengan tingkat
validitas IKU di atasnya. Tingkat kendali IKU juga perlu
ditinjau kembali dengan memperhatikan peran unit
terscbut dalam mempengaruhi pencapaian target.

{c) Prioritaskan IKU yang sifatnya exaet atau proxy.
{d) Pastikan tidak ada IKU dengan kuahtas exact-Fugh,
activity-high dan activity-low.

PK dituangkan scbagaimana contoh format sebagai berikut:

PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: ..... (diist nomor PK %)
..... (diisi nama jabatan pemilik PK)
«euee (diisi nama UPK-One)
HKEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ..... |diisi tahun PK)

Peta Strategi

(disi dengan gambar peta strategi)
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PERJANJIAN KINERJA
TAHUN ... [ditsi dengan tahun PK)
weene [diist nama jabatan pemilik PK)

..... |diist nama UPR-One)

KEMENTERIAN KEUANGAN

Sasaran 3 ; .
I kator Kinerjs
Program/Kegiatan BHEES AT
..... D R {diisi
; 15 S {diisi (ditsi dengan nama ’ :
(diisi dengan noma 55) kode IKU) IKU) CLrge
IKU)
B Numme 0 vEmeas cassss
Program/Kegiatan Tahun ..... (diisi tahun PK) Anggaran
Program:
HP FEREE

«reee (diisi nomenklatur program UPK)

Kegiatan
P (diisi nomenkiatur kegiatan UPK)
L

..... , (diisi nama jabatan atasan

langsung pemilik PK)

..... (diist nama pejabat atasan langsung

pemilik PK)
NIP

(ditst total anggaran
level program UPK]

: o N - Cc 2
(diisi tofal anggaran
level kegiatan UPK)

Rp

weny . (dilsi tempat dan tanggal
penandatangan PK)

..... , (diisi nama jabatan pemilik
FK}

..... fdiisi nama pejabat/ pegawai
pemilik PK)
NIP
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*) jika trgjectory target Triwulanan

RINCIAN TARGET KINERJA
..... |diisi nama jabatan pemilik PK)
..... (diisi nama UPK-One)
EEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... [diisi dengan tahun PK)

Target

S8/IKU

Q1 Q2 Smt.l Q3 sd03 Q4 ¥

veree {diisi dengan nama {dliisi den+n trofedbony targel)

[KLT} - |
|| ..... (diisi dengon nama S5 = _. =

vees (diiSt dengan nama {diisi dengap trajechiry lorget)

IKU)

vaey oen (ST tempat dan tanggal
penandatangan PK)

ey [diis naoma jabatan pemilic PK)

..... {diisi nama pejabat/ pegoatna
pemtlik PK)
NIF
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*) jika trajectory target bulanan

RINCIAN TARGET KINER.JA
..... (diisi nama jabatan pemilik PK)
..... |diisi nama Unit UPK-One)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... |diisi dengan tahun PK)

Target

Ho BS/IEU

M1 M2 M3 M4 MS Me6 MY MEB MS MO MII MIZ Y
... {diisi dengan nama S5}

vavie  fCRHSH
dengan
P
KL |
... [GiiSi dengan namd S5) i}
P ¥ (1111 i
rlerngar .
nama (i denmgan m5"1“‘]“':"'.!-' ?]"95'?.’
KLY

{idilisl dengan trajectony|torget )

weny - [clitst tempal dan tanggal
penandatangan PK)

..... , Idiisi nama jabatan pemilik PE)

..... (diisi nama pejabat/ pegaieal
pemilik PK)
NIF
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INISIATIF STRATEGIS
weeee [diist nama jabatan pemilik PK)
..... (ditsi nama UPK-One)
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN ... (diisi dengan tahun PK)

No KU Inisiatif Owuiput/ Trajeciory Periode Ponanggung Biaya
Birategpis Outcome Eepistan Output Pelaksanaan Jawah [Rp

(diisi fedifsi [ HE el felitsd flitsd dengian | Gdilsd desgon filiiz(
dengen | dengan elerigr fenn dangan periode Lmit dengan
e | rvarre fS) bentui kegitorn ol Ly foli PETIITIGILITY | P
1 AR oulpulf g kegiatan) | peloksamaan Jreak 15) bdapa IS
autcoma dirinai is5) tergolnl)

i) per
| trivastan)
2 | |

veey o [ditst tempat dan langgol
penandatangan PK]

...... Jdiist nama jebatan pemiiik PE)

cvis (diisT nama péjabat/ pegausal
pemilik PK]}
NIP

Penomoran Perjanjian Kinerja dilakukan sesuai ketentuan sebagai berikut:

Nomor Urut Kode unit satu level di atas Ta_hun
PK- Uni ! f f | Perjanjian
nit sesual kode persuratan Kineria
Contoh penomoran Perjanjian kinerja:
Nomor PK UPK !
| PK-6/MK/2022 Dircktorat Jenderal Kekayaan Negara !
PK-1/KN /2032 Sekretariat Direktorat Jenderal I
PR-2 /KN /2022 Direktorat Barang Milik Negara

EL
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Penyusunan SKP

SKP merupakan dokumen kesepakatan sebagai hasil dialog kinerja
antara pegawai dengan atasan langsung masing-masing atas rencana
kinerja yang akan dicapai pada periode tertentu., Keberhasilan suatu
organisasi dalam mencapai kinerja dipengaruhi oleh pencapaian target
kinerja yvang telah ditetapkan dalam SKP para pegawal pada organisasi
tersebut, sehingga penyusunan SKP mengacu pada:

1} Perencanaan stralegis organisasi,
2}  Perjanjian kinerja unit kerja;
3] Organisasi dan tata kerja unit kerja;
4} Rencana kinerja Pimpinan;
5] Kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
6] Prioritas dalam rangka pencapaian kinerja organisasi/unit
kerja,/Pimpinan; dan
7) Ekspektasi Pimpinan
SKP memuat antara lain:

1) Hasil Kerja, terdiri dari Hasil Kerja Utama dan Hasil Kerja Tambahan
yang masing-masing memiliki komponen rencana hasil kerja,
Indikator Kinerja Individu (IKI), aspek indikator (kualitas, kuantitas,
waktu, dan/atau biaya), target dan perspektif;

2)  Perilaku Kerja, terdiri dari standar perilaku kerja dan ekspektasi yang
diharapkan; dan

3) Lampiran SKP, berisi sumber daya yang dibutuhkan, skema
pertanggungjawaban, serta konsekuensi pencapaian kinerja pegawai.

Penyusunan SKP dilakukan secara berjenjang dimulai  dari
penerjemahan sasaran strategis organisasi ke dalam SKP pimpinan UPK
yvang dilaksanakan melalui dialog kinerja bersamaan dengan proses
refinement penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) pimpinan UPk.

SKP pimpinan UPK kemudian menjadi acuan secara berjenjang bagi
penyusunan SKP pegawai pada level di bawahnya yang dapat disusun
secara bersamaan melalui Dialog Kinerja Individu dengan mengacu pada
dokumen terkait, seperti PK serta hasil analisis kondisi internal dan
eksternal. Proses berkenaan melibatkan pemilik SKP, pimpinan dari
pemilik SKP, pengelola kinerja dan pengelola keuangan pada unit pemnilik
SKP.

Tahapan penyusunan SKP pegawai dilakukan sebagai berikut:

1) Hasil Kerja
Hasil kerja pada SKP terdiri atas dua jenis, yaitu:
a)] Hasil Kerja Utama (HKU)

Merupakan hasil kerja yang mencerminkan uraian jabatan
pegawai berdasarkan dialog kinerja dengan pimpinan,
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b) Hasil Kerja Tambahan [HKT)

Merupakan tugas di luar uraian jabatan, tidak ada di dalam
rencana hasil kerja utama yang ditetapkan serta inovasi yang telah
dilaksanakan dan dibuktikan dengan surat keputusan/surat
keterangan/ surat penugasan dari pimpinan unit kerja.
Penambahan HKT dalam SKP dilakukan sebelum periode evaluasi
dilakukan.

Bentuk dan karakteristik HKT dapat dijelaskan dengan ketentuan
sebagai berikut:

(1) Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat | (satu) tinglkat
di bawah Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang berada di
bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri
Keuangan, serta Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggung jawab pada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya:

(a)

(bl

lc]

(c]

#)

Pencetus dan/atau penggerak inovasi dan/atau cara kerja
baru/ kolaboratif lintas unit (termasuk sguad team| yang
dapat digunakan untuk pemecahan masalah, perbaikan
kebijakan, metode, dan proses kerja, serta optimalisasi
pengelolaan keuangan negara pada hingkup Umt Eselon [,
inslansi, maupun nasional;

Inovasi dan/atau cara kerja kolaboratif tersebut pada huruf
a) dapat berupa IS dalam PK yang sudah tercapai
outputnya dan diimplementasikan dalam tahun berjalan;
dan/atau

Prestasi yang diraih oleh Unit Level II dalam lingkup Unit
Eselon [, instansi dan nasional pada tahun berjalan; dan
Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non Pimpinan UPK,
HKT dapat juga berupa penyelesaian penugasan di luar
tugas dan fungsi yang menghasilkan oufput bersifat
strategis;

Ruang lingkup kemanfaatan HEKT dibedakan menjadi:

i, Unit Eselon |

1. Instansi
ili, Nasional.
Contoh:

i. Inovasi yang diajukan oleh Sekretaris Direktorat
Jenderal Perbendaharaan masuk dalam “Top 45
Inovasi Pelayanan  Publik di  Kementerian
Pendavagunaan Aparatur Nepgara dan Relormasi
Birokrasi Tahun 20217; dan

ii. Tenaga Pengkaji Bidang Pengelolaan Kekayaan Negara
mendapatkan  penugasan dalam  penyusunan
communigue bidang moneter dan keuangan pada
forum G20.

A
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(2) Bagi Pejabat/Pegawai selain pada angka (1) dapat dijclaskan
sebagai berikut:

(a) Inovasi

il

iii.

iv.

vi.

Vii.

Merupakan gagasan kreatif pegawal atau sckelompok
pegawai yang dapat digunakan untuk pemecahan
masalah dan/atau perbaikan metode dan proses kerja
yvang telah diimplementasikan dan memberikan
manfaat bagi pemangku kepentingan baik secara
langsung maupun tidak langsung,

Inovasi vang dapat dicantumkan sebagai HKT harus
sekurang-kurangnya telah lolos seleksi di tinglat unit
eselon 1 untuk mengikuti kompetisi inovasi di
lingkungan Kementerian Keuangan dan/atau telah
masuk ke dalam basis data inovasi di lingkungan
Kementerian Keuangan;

Inovasi dibedakan berdasarkan ruang lingkup
implementasinnya, yvakni

i) Tim kerja dengan ruang lingkup implementasi
Unit Eselon 1V;

iij] Unit kerja dengan ruang lingkup implementasi
Unit Eselon I, I, dan I;

iii) Instansi dengan ruang lingkup implementasi
Kementerian Keuangan; dan

iv] Nasional;

Inovasi yang dapat dinilai yaitu inovasi sebagaimana
dimaksudkan pada angka (2] dan telah
diimplementasikan paling lama 1 (satu) tahun
sehelum dilakukan evaluasi kinerja.

Inovasi vang telah dinilai dalam HKT tidak dapat
dinilai kembali pada tahun-tahun berikutnya, kecuali
untuk inovasi lingkup instansi dan nasional yang
dapat dinilai untuk 2 tahun periode evaluasi berturut-
turut; dan

Ketentuan teknis terkait inovasi mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
vang berlaku di lingkungan Kementerian Keuangan,
dan

Dalam hal ketentuan tcknis sebagaimana dimaksud
pada angka vi belum ditetapkan, dapat mengacu pada
Surat Edaran sebagaimana dimaksud pada Diktum
KEDUAPULUHSEMBILAN.

(b) Penugasan dalam Sguad Team

pencantuman penugasan dalam squad team sebagai
HKT harus disepakati antara pemilik kinerja/ketua

A
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squad team dengan pegawal yang bersangkutan
dengan persetujuan oleh pimpinan pada jabatan
definitif pegawai;

penilaian penugasan dalam squad feam dibedakan
berdasarkan sifat penugasan (penuh waktu dan paruh
waktu) dan ruang lingkup pemilik kinerga
{Menteri/Wakil Menteri, Pejabat Pimpinan Tinggi
Madya, dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama); dan

ketentuan teknis terkait penugasan dalam squad team
mengacu  pada  peraturan  perundang-undangan
dan/atau ketentuan yang berlaku di lingkungan
Kementerian Keuangan.

(] Penugasan lain

i.

ii.

penugasan lain merupakan penugasan yang dapat
menghasilkan output bersifat strategis bagl organisasi,
memiliki tingkat risiko kerja yang tinggi, dan/atau
cara kerja kolaboratii (lintas unit] yang dapat
digunakan untuk pemecahan masalah, perbaikan
kebijakan, metode, dan proses kerja, serta optimalisasi
pengeliolaan keuangan negara berdasarkan
pertimbangan dari Pimpinan UPK;

penugasan lain sebagaimana dimaksud pada i harus
memenuhi kriteria:

i penugasan terkait dengan tugas atau fungsi unit
organisasi selain/di luar dimana pegawai terscbut
memiliki jabatan definitif (minimal 1 level di atas
unit terkecil), kecuali bagi pegawai tugas belajar;

ii) merupakan penugasan di luar IKI pada HKU; dan

iii) penugasan diberikan sesuai dengan kapasitas
vang dimiliki pegawai yang bersanghkutan;

iii. penugasan lain dibedakan berdasarkan ruang lingkup

penugasannys, yaiu:

i} Tim kerja dengan ruang lingkup penugasan pada
Unit Eselon IV;

fij Unit kerja dengan ruang lingkup penugasan pada
Unit Eselon U1, 1, dan [;

iii) Instansi dengan ruang lingkup penugasan pada
Kementerian Keuangan; dan

iv] Nasional.

iv. pencantuman penugasan lain sebagai HKT harus

disepakati antara atasan langsung dengan pegawai

vang bersangkutan berdasarkan pertimbangan dari

pengelola kinerja pegawai.

¢
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Contoh penugasan lain antara lain secondment dan
penugasan sebagai Plh. (minimal 1 bulan berturut-
turut).

Komponen HKU dan HKT yang disusun, terdiri dari rencana hasil
kerja, Indikator Kinerja Individu (IKI), aspek indikator (kualitas,
kuantitas, waktu, dan/atau biayal, target dan perspelctif.

Rencana Hasil Kerja

Penyusunan rencana hasil kerja dilakukan sesuai ketentvuan
sebagai berikut:

(1)

(2

13)

{)

Bagi pimpinan UPK, rencana hasil kerja merupakan 55 yang
telah disusun dalam PK;

Bagi pejabat/ pegawai non pimpinan UPK, rencana hasil kerja
merupakan peran pegawai dalam mendukung rencana hasil
kerja pimpinan, tim kerja dan/atau sasaran organisasi vang
relevan dengan ruang lingkup tugas pegawai;

Bagi pejabat fungsional, rencana hasil kerja merupakan peran
pegawai dalam mendukung rencana hasil kerja atasan
langsung, pejabat fungsional vang memiliki jenjang jabatan
diatasnya, tim kerja dan/atau sasaran organisasi yang
relevan dengan ruang lingkup tugas pejabat fungsional;

Rencana hasil kerja pejabat/pegawai non pimpinan UPK dan
pejabat fungsional disusun mengikuti ketentuan dalam
penyUsSUnan 5s.

Tahapan  penyusunan rencana  hasil  kerja  bag
Pejabat/Pegawai non pimpinan UPK dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:

(a) mempelajari sasaran strategis organisasi atau rencana
hasil kerja tim kerja/pegawai yang lebih tinggi.

(b} memilih dan memberi tanda (misalnya dengan tanda
checklist) pada SS organisasi atau rencana hasil kerja tim
kerja/pegawai yang lebih tinggi vang relevan dengan
tugas, fungsi atau kontribusi pegawai tersebut.

(c} mengidentifikasi peran pegawai dalam mendukung 55
organisasi atau rencana hasil kerja tim kerja/pegawai
vang lebih tinggi vang relevan; dan

(d) merumuskan rencana hasil kerja secara singkat dan
jelas, merefleksikan kondisi ideal dan realistis yang ingin
dicapai serta dituliskan dalam bentuk pernyataan
kondisional.

b) Aspek Indikator

Aspek indikator menggambarkan ruang lingkup IKI yang

hanya disusun oleh pejabat, pegawai non pimpinan UPK atau yang
setara. Aspek indikator meliputi:

¢
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(1] Kuantitas

Jumlah/banyaknya keluaran ([oufpuf) dan/atau manfaat
(o toorne).

(2] Kualitas

Mutu keluaran dan/atau mutu manfaat vang disesuaikan
jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan.

(3] Waktu

Standar waktu vang digunakan untuk menyelesaikan
kegiatan yang disesuaikan jenis dan karaktcristik kegiatan
vang dilaksanakan.

(4] Biaya

Dana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kegiatan yang
disesuaikan jenis dan karakteristik kegiatan yang
dilaksanakan.

Keberhasilan suatu rencana hasil kerja dapat diukur dengan
1 (satu) atau lebih aspek indikator, Pejabat/pegawai pemilik
rencana kinerja bersama pimpinannya menetapkan aspek
indikator yang paling sesuai dan tepat untuk mengukur setiap
rencana kinerjanya.
Penyusunan aspek indikator dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:

(1) Mengidentifikasi output atau eutcome yang diharapkan dari
pegawai dalam mendukung rencana kinerja;

2) Mengidentifikasi kualitas/mutu, standar waktu atau biaya
dari pelaksanaan rencana kinerja;

(3] Menentukan aspek indikator yang paling sesuai dan tepat
untuk menggambarkan rencana kinerja berdasarkan hasil
identifikasi; dan

(4] Pengukuran 1 (satu) atau lebih aspek indikator dapat
diwujudkan dalam satu indikator kinerja.

Indikator Kinerja Individu

Pencapaian rencana hasil kerja diukur dengan [Kl sebagai tolok
ukur keberhasilan vang menggambarkan outeome/ output/ output
antara yang ingin dicapai atas tugas dan fungsi pegawai, tim kerja,
maupun organisasi. 1 (satu] IKI dapat menggambarkan
pengukuran 1 (satu) aspek indikator atau lebih.

Bagi pimpinan UPK, IKI merupakan IKU yang ditetapkan dalam
dokumen Perjanjian Kinerja. Sedangkan bagi pegawai/ pejabat Non
Pimpinan UPK, IKl dapat disusun dengan 2 [dua) cara sebagai
berilkout:

£
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(1] Menurunkan IKI dari pegawai pada level di atasnya.
Penurunan [Kl dibedakan menjadi dua, yaitu:

la) Cascading Peta, diberi kode “CP?, bila TKI diturunkan dan
pimpinan UPK.

it} Cascading Non Peta, diberi kode “C", bila IKI diturunkan
dari pegawai non pimpinan UPK.
Dalam pelaksanan cascading juga perlu memperhatikan

alignment kinerja dengan unit/ pegawai terkait. Alternatif alur

proses cascading dan alignment atas 1Kl dan target pegawai
dapat dilihat pada pambar scbagai berikut:

Gambar 14. Alternatif Cascading dan Alignment untuk pegawai
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(2) Merumuskan "IKI Non-Cascading”, diberi kode "N,

Sebagaimana IKU non cascading dalam pemyusunan [KU
pada Perjanjian Kinerja, IKI non-cascading dilakukan untuk
mendukung (i) Sasaran Strategis/Rencana Hasil Kerja, (ii)
uraian jabatan dan/atau (iii) penugasan pokok lainnya.

Kl non-cascading diramuskan pada pegawal yang
bersangkutan dan bukan hasil penurunan atau penjabaran
dari pegawai pada level yang lebih tinggi.

Dalam penyusunan IKI selain memperhatikan prinsip SMART-
C, seperti halnya penyusunan IKU, pegawai juga perlu
memperhatikan  tingkat kualitas IKI. Tingkat kualitas IKI
ditentukan berdasarkan tingkat validitas, tingkat kendali, dan
jenis pengukuran IKI tersebut.

Untuk IKI cascading pada pejabat/ pegawai non pimpinan UPK,
tingkat validitas IKU/IKI sesuai dengan tingkat validitas pada
pimpinan UPK dan untuk tingkat kendali sesuai dengan peran

i
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penerima cascading sebagaimana penentuan tingkat kendali TKU.
Untuk [KI Non-Cascading pada pegawai non UPK, dalam
penyusunan 1Kl harus memperhatikan jenis pengukuran [KI,

Jenis pengukuran IKI antara lain mengukur kualitas/mutu
pekerjaan, waktu penvelesaian pekerjaan, atau frekuensi/output
suatu pekerjaan, sebagai berikut:

(1) IKI memenuhi kriteria mengukur kualitas/ mutu apabila:
la} mengukur mutu atau tingkat/kadar baik/buruknya
hasil pekerjaan;
Contoh: indeks kepuasan pengguna layanan
(b mengukur akurasi/deviasi hasil pekerjaan;

Contoh: deviasi proveksi perencanaan kas pemerintah
pusat

{ci mengukur nilai nominal/persentase nominal rupiah
berkenaan dengan pengelolaan fiskal;

Contoh: persentase realisasi Penerimaan Pajak

{d) mengukur tindak lanjut rekomendasi reviu/audit
eksternal unit pemilik peta strateg;

Contoh: persentase tindak lanjut rekomendasi Badan
Pemeriksa Keuangan

(el mengukur penvelesaian kebijakan yang minimal
ditetapkan oleh Pimpinan UPK-One atau Unit Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan;

Contoh: persentase penyelesaian kebijakan prioritas.

(2] IKI memenuhi kriteria mengukur waktu apabila mengukur
kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan sesuai standar
waktu yang telah ditetapkan.

Contoh:
(a) rata-rata waktu penyelesaian dokumen impor; dan

(b} persentase verifikasi dokumen sesuai norma waktu,

(3) TKI masuk dalam kriteria frekuensi/output suatu pekerjaan
apabila hanya mengukur jumlah output pekerjaan atau
penyelesaian tahapan pekerjaan tanpa penambahan standar
kualitas atau standar waktu, yang meliputi pengukuran:

(a) Frekuensi/intensitas pekerjaan;
(b} Output dari pekerjaan;
(c} Kemajuan tahapan pekerjaan (bagian dari output).

Suatu 1Kl vang baik seyogianya mengukur kualitas/mutu
dan/atau waktu, Untuk memastikan pegawai fokus pada
pencapaian kinerja yang prioritas, jumlah IKI pegawai perlu
dibatasi. Ketentuan jumlah IKI dalam HKU pegawai pada SKP
dapat dijabarkan sebagai berikut: {Q
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Tabel 5. Ketentuan Jumlah IK] dalam SKP

Pegawai Pimpinan UPK Non Pimpinan UPK
Min Max Min Max

PPT Madya 151Kl 25 1K1 5 IKI 10 1K1
PPT Pratama dan 10 1K1 20 1Kl 5 IKI 10 1K1
JF yang
bertanggungjawab

| kepada  Pimpinan

| UPK-One o
Pejabat 10 IKI 20 TKI 5 IKl1 10 IKI

Administrator dan
JF vang setara

Pejabat Pengawas - = 2 IKI 10 IKI1
dan JF yang setara

Pelaksana dan JF - = 3 IKI 10 K1
yang setara

IKI dalam HKT disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
(1) Inovasi

IKl pada inovasi disusun berdasarkan nama inovasi yang
paling kurang telah lolos seleksi di tingkat unit eselon [ untuk
mengikuti kempetisi inovasi di lingkungan Kementerian
Keuangan dan/atau telah masuk ke dalam basis data inovasi
di lingltungan Kementerian Keuangan.

(2) Squad Team

IKI pada squad tearn merupakan indikator kinerja dari
penugasan squad team.

(3) Penugasan Lain

1Kl pada penugasan lain merupakan indikator kinerja dari
penugasan lain.

Tahapan penyusunan IKI dilakukan berdasarkan ketentuan
sebagai berilout:

(1) mempelajari 1K1 dari SKP unit/tim kerja/pegawai yang lebih
Linggi;

{2) mengidentifikasi dan memberi tanda pada IKI yang relevan dari
unit/tim kerja/pegawai yang lebih tinggi;

(3] melakukan cascading secara direct apabila IKl dan target
unit/tim kerja/pegawai yang lebih tinggl merupakan tangpung
jawab sepenuhnya pegawal penyusun atau merupakan
tanggung jawab bersama (tanggung renteng) dengan pegawai
lainnya.

(4) apabila Kl di-cascading secara indirect, maka perlu
disesuaikan IKU/IK] dan/atau target unit/tim kerja/pegawai

5
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vang lebih tinggi dengan ruang lingkup tanggung jawab
pegawai penyusun dan pencapaian  target tersebut
didistribusikan ke beberapa pegawai;

(5) dalam hal IKU/IKI diatasnya tidak dapat diturunkan secara
cascading maka dirumuskan IKI non cascading yang
menggambarkan keberhasilan rencana kinerja scsua aspek
indikator atau adopsi IKI yang sifatnya mandatory; dan

(6] memastikan bahwa jumlah IKI dalam SKP telah sesuai dengan
ketentuan.

d} Target Kinerja

Target IKI merupakan standar minimal pencapaian kinerja
vang ditetapkan untuk periode 1 (satu) tahun. Penetapan target 1Kl
merupakan kesepakatan antara atasan langsung dan pegawai
melalui proses dialog kinerja dengan memperhatikan sasaran
organisasi.

Ketentuan penetapan target IKU berlaku secara muiafis
mutandis dengan ketentuan penetapan target IKl, dengan tetap
didasarkan pada hasil klarifikasi ckspektasi melalui dialog Kinerja
dengan atasan langsung masing-masing,

Target IKI dalam HET disusun dengan ketentuan sebagai
berikut:

(1) Inowasi

Target IKl pada inovasi diinput pada bulan saat inovasi lolos
seleksi atau paling lambat 1 (satu) tahun sejak lolos selelsi
tingkat Unit Eselon I untuk kompetisi inovasi di lingkungan
Kementerian Keuangan dan/atau masuk ke dalam basis data
inovasi.

(2) Squad Team

Target IKI pada squad team merupakan target kinerja dari
penugasan sguad team.

{3) Penugasan Lain

Target IK] pada penugasan lain merupakan target kinerja dari
penugasan lain.

Perspektil

Pada SKP pimpinan UPK, indikator kinerja yang telah
disusun periu dipetakan perspektif atas 1KI yang terdapat dalam
SKP pimpinan UPK yang bersangkutan. Penyelarasan perspektif
vang digunakan pada SKP Pimpinan UPK dengan perspektif pada
peta strategi diatur sebagai berikut:
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Perspelktif Perspektif
____ dalam Peta Strategi dalam SKP
Stakeholder Penerima Layanan
Customer Penerima Layanan
Internal Process Proses Bisnis
Learning and Growth Penguatan Internal atau
Anggaran

Penjelasan perspektif dalam SKP sebagai berikut:

(1) Perspektif penerima layanan, yang mereflcksikan kemampuan
prganisasi dalam memenuhi keinginan dan harapan penerima
layanan/ pemangku kepentingan,

(2) Perspektif proses bisnis, yang merefleksikan perbaikan proses
untuk menghasilkan keluaran yang memiliki nilai tambah bagi
pemanghku kepentingan;

(3) Perspcktif penguatan internal, yang merefleksikan kemampuan
organisasi/unit kerja untuk mengembangkan sumber daya
vang dimiliki organisasi sebagai pengungkit untuk pencapaian
tujuan organisasi; dan

(4) Perspektif anggaran, yang merefleksikan kinerja dalam rangka
efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Perspektil ini
harus ada dalam setiap rencana SKP Pimpinan UPK.

Perspektif dalam HKT Pimpinan UPK disusun dengan
ketentuan sebagai berikut:

(1) Inovasi
Perspektif pada inovasi merupakan perspektil jenis inovasi
yvang dilalkukan,

(2] Sguad Team

Perspektif pada squad feam merupakan perspektil penugasan
pada squad team.

(3] Penugasan Lain
Perspektil pada penugasan lain merupakan perspektif pada
penugasan lain.

Manual IKI

Ketentuan penyusunan manual IKU berlaku secara mutafis
mutandis terhadap penyusunan manual Ikl dengan beberapa
penyesuaian sebagai berikuat:

(1] penyesuaian istilah Indikator Kinerja Utama (IKU} menjadi
Indikator Kinerja Individu (IKI),

(2] penambahan keterangan terkait rencana hasil kerja pimpinan
yang diintervensi dan rencana hasil kerja;



2

%

N e

_ 48—
(3) pengisian formula dilakukan dengan menggunakan formula

vang dapat menghitung realisasi di sctiap periode schingga
meminimalisir realisasi NfA; dan

i4) untuk IKI cascading, perlu diperhatikan keselarasan manual
IKI dengan manual IKI unit/tim kerja/pegawai yang lebih
tinggi maupun pegawai selevel,
Perilaku Kerja

Perilaku kerja merupakan setiap tingkah laku, sikap atau
tindakan yvang dilakukan oleh pegawai atau tidak melakukan sesuatu
vang scharusnya tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan dan/fatau ketentuan yang berlaku di
lingkungan Kementerian Keuangan. Perilaku  kerja  diukur
berdasarkan value vang merupakan hal yang diharapkan muncul dari
semua pegawal schingea pengukuran perilaku kerja berlaku sama
untuk semua level jabatan pegawai,

Standar perilaku kerja pegawai didasarkan pada ketentuan
peraturan perundang-undangan mengenai penilaian kinerja Aparatur
Sipil Negara (ASN), serta nilai dasar ASN BerAKHLAK yang juga sejalan
dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan perbandingan
sebagai berikut:

Ketentuan peraturan
perundang- Nilai-Nilai
undangan mengenai Nilai Dasar ASN Kemenierian
penilaian kinerja Keuangan
ASN B
Orientasi Pelayanan | Berorientasi Pelayanan
N Pelayanan
Komitmen Kompeten Profesional
Kerjasama Kolaboratif dan Sinergi
Harmonis
Inisiatif Kerja Adaptifl Kesempurnaan
- Akuntabel dan Loyal | Integritas
Kepemimpinan - -

Penilaian perilaku kerja dilakukan melalui rating perilaku kerja,
dengan menggunakan beberapa metode pengukuran perilaku kerja
vang disesuaikan dengan kebutuhan penilaian  perilaku  kerja
Kementerian Keuangan.

Selain berdasarkan standar perilaku kerja pegawai, melalui
dialog kinerja, atasan langsung dapat memberikan ekspektasi khusus
terhadap perilaku kerja yang harus ditunjukkan pegawai dalam
rangka pencapaian hasil kerja yang diharapkan dalam tahun berjalan.
Contoh: Pada tahun 2022 scorang atasan langsung memiliki
ekspektasi khusus terhadap pegawainya pada aspeck pelayanan yaitu
bersikap tenang dan sabar ketika menghadapi customer dalam segala
situasi.

£
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Lampiran SKP

Lampiran SKP berisi kesepakatan terkait sumber daya yang

dibutuhkan, skema  pertanggungjawaban, dan konsckucns
pencapaian kinetja sebagai berikout:

a)

b

Sumber daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka pemenuhan
ekspektasi sesuai dengan kesepakatan dalam dialog kinerja dapat
berupa dukungan:

(1} Sumber daya manusia,

Contoh: jumlah pegawai pada unit kerjanya
(2) Anggaran;

Contoh: jumlah anggaran pada unit kerjanya
(3] Peralatan kerja;

Contoh: komputer/ laptop
(4) Pendampingan pimpinan; dan/atau

Contoh: kehadiran pimpinan dalam kegiatan DKO
(3] Sarana dan prasarana

Contoh: sistem IT
Skema pertanggungjawaban
Berisi antara lain:

(1) Jadwal pelaporan perkembangan setiap rencana hasil kerja
pegawai,/rincian target kinerja; dan

(2) Sumber data dari IKl dalam SKP (seperti yang tercantum dalam
manual IKI).

Konsekuensi pencapaian kinerja

Atasan lanpsung dan pegawai dapat menyepakati 2 (dua) bentuk
konsekuensi pencapaian hasil kerja sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan, yakni:

(1} Konsekuensi positil dalam hal hasil kerja memenuhi ckspektasi
atasan langsung yvang dapat berupa:

(a) Penghargaan kepada pegawai baik materill maupun non
materiil; dan/atau

(b) Pemberian penugasan baru.

(2] Konsekuensi negatif dalam hal hasil kerja tidak memenuhi
ckspecktasi atasan langsung vang dapat berupa:

(a) Pemberian teguran; dan/atau
(b) Pengalihan penugasan.
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Penetapan PK dan 3KP

1} Ketentuan Umum

al

b

Unit yvang wajib membuat PK yaitu Kementerian, UPK-One, UPK-
Two, dan UPK-Three,

Pegawai vang wajib membuat SKP

Setiap pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan wajib
memiliki SKP, yang meliputi:

(1) Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan;

(2) Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Keuangan;
(3) Pegawar Tugas Belajar,

(4) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

(5) Pegawai non HKementerian Keuangan yang ditugaskan di
lingkungan Kementerian Keuangan,

(6) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah.

2} Batas Waktu Penetapan PK dan SKP

aj

b

Penetapan PK dan SKP di lingkungan Kementerian Keuangan
ditetapkan paling lambat 31 Januari pada setiap tahun.

Ketentuan batas waktu penetapan SKFP sebagaimana dimaksud
pada huruf &) dikecualikan bagi:

(1) Pegawai dari K/L lain vang beralih status/dipekerjakan ke
Kementerian Keuangan;

(2) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada instansi
pemerintah atau di luar instansi pemerintah;

[{3) Pegawai vang kembali bekerja dari cuti di luar tanggungan
negara, cuti bersalin, atau cuti besar/cuti sakit paling kurang
selama 30 hari kalender; dan

[4) Pegawai yang mengalami mutasi/ promosi;

Pegawai tersebut pada angka (1) sampai dengan (4) wajb

menandatangani SKP paling lambat 15 (lima belas) har kalender

sejak mulai bekerja.

Bagi pegawai vang wajib menyusun SKP namun tidak melakukan

penyvusunan SKP sesuai batas waktu penetapan SKFP yang terdapat

pada butir a) dan b}, maka terhadap pegawai yang bersangkutan
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yvang mengatur mengenai disiplin PNS.

g
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Ketentuan Lainnya

2],

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka
khusus untuk beberapa pegawai/pcjabat di hngkungan

Kementerian Keuangan, dalam menyusun SKP diberlakukan
penambahan dan/atau penyesuaian ketentuan scbagai berikut:

aj

b)

SKP Staf Ahli Menteri Keuangan, Staf Khusus, Tenaga Ahli, dan
Tenaga Pengkag

SKP berisi Rencana Hasil Kerja dan IKI sesuai tugas dan fungsi
pejabat tersebut, serta perilaku kerja bagi Staf Ahli Menteri
Keuangan dan Tenaga Pengkaji. Rencana Hasil Kerja dan IKI pejabat
tersebut terdirl atas minimal 3 (tiga) komponen berikut:

(1) merefleksikan bidang tugss terkait penyusunan kajian untuk
penelaghan dan penyusunan rekomendasi kepada pimpinan
langsung vang diukur dengan 1KI bersifat output/ outcome,

(2] pelaksanaan tugas dalam rangka mendukung kinerja Unit
Eselon 1/Unit Eselon IT terkait yang diukur dengan [Kl mirronng
atas IKI unit yang selevel;, dan

(3) penugasan strategis lainnya yang diberikan oleh atasan
langsung.

Cara penyusunan dan format SKP bagi pejabat dimaksud mengilouti
ketentuan vang berlaku bagi pimpinan UPK.

SKP CPN3

SKP CPNS berisi rencana hasil kerja, IKl, dan perilaku kerja
sesual tugas dan fungsi pegawal atau berdasarkan penilaian
penyelesaian penugasan oleh atasan dengan periode penilaian sejak
pegawai mulai bekerja sampai dengan akhir periode evaluasi. SKP
CPNS tidak terikat dengan ketentuan jumlah minimal IKI,

SKP dan/atau dialog kinerja pegawal vang mendapatl penugasan
tertentu, yaitu:

(1) Pelaksana Tugas (Plt.)

[a) Pegawai wvang mendapatkan penugasan sebagai Pt
melakukan dialog kinerja detigan atasan langsung dari
jabatan wang ditempati sebagai Plt. dimana pegawai
melaporkan kinerjanya sebagai Plt. untuk melakukan
klarifikasi dan penetapan ekspektasi pimpinan.

(b) Pegawai dan Pejabat Penilai Kinerja/atasan langsung dari
jabatan vang ditempati oleh Plt. melakukan dialog kinerja
dan menyepakati hasil kerja yang merupakan kombinasi
dari hasil kerja pada jabatan definitif maupun pada jabatan
Plt. yang kemudian dituangkan ke dalam dokumen SKP
dengan mengutamakan IKl yang eascade dan atasan. Dalam
penentuan hasil kerja utama perlu untuk
mempertimbangkan jumnlah batasan maksimal IKI pada SKP.

&
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Squad team

Pegawai yvang ditugaskan dalam sguad team melakukan dialog
kinerja dengan atasan langsung pada unit asal dengan
ketentuan sebagai berikut:

{a) pegawai dan ketua tim menyepakati ekspektasi Hasil Kerja
dan Perilaku Kerja dari sguad team dimana pegawai
ditugaskan; dan

(b) pegawai menyampaikan masukan atas ekspektasi Hasil
Kerja dan Perilaku Kerja sebagaimana dimaksud pada butir
a) kepada atasan langsung pegawai yang bersangkutan
untuk memvalidasi penambahan penugasan dimaksud ke
dalam HKT.

Pegawai Kementerian Keuangan yvang ditugaskan pada instansi
pemerintah lainnya maupun di luar instansi pemerintah

a) Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan pada
instansi pemerintah

Pegawal melakukan dialog kinerja dengan atasan
langsung unit penugasan untuk mengklarifikasi dan
menyepakati elkkspektasi terkait hasil kerja dan perilaku kerja
vang ditetapkan dalam dokumen SKP untuk kemudian
disampaikan kepada atasan langsung unit asal dan Biro
Sumber Daya Manusia Sekretanat Jenderal,

(b] Pegawai Kementerian Keuangan yang ditugaskan di luar
instansi pemerintah.

Pegawai melakukan dialog kinerja dengan atasan
langsung unit penugasan untuk mengklarifikasi dan
menyepakati ekspektasi terkait hasil kerja dan perilaku kerja
vang kemudian disampaikan kepada atasan langsung unit
asal untuk ditetapkan dalam dokumen SKP oleh atasan
langsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
lingkungan Kementerian Keuangan.

{c) Pegawai Tugas Belajar

Pegawai vang melaksanakan tugas belajar melakukan
dialog kinerja dengan Pejabat Penilan Kinerja/atasan
langsung untuk menectapkan rencana hasil kerja dan [KI
pegawai tugas belajar dimaksud.

IKI pegawai tugas belajar merupakan ekspektasi atas
hasil evaluasi akademik, ketepatan waktu kelulusan, serta
dapat ditambahkan dengan penugasan lain selama pegawai
melakukan tugas belajar. Target [KI bagi pegawai tugas
belajar dapat dirumuskan secara bulanan.

Bagi pegawai tugas belajar yang tidak memiliki 1PK,
melakukan dialog kinerja dengan atasan langsungnya dalam
menentukan 1Kl dan target IKI, serta apabila diperlukan
dapat didukung rekomendasi dari atasan langsung sebelum
pegawal tersebut menjalani tugas belajar. F
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Bentuk penugasan lain bagi pegawai tugas belajar dapat

berupa laporan analisa hasil pelaksanaan studi banding
terkait kebutuhan organisasi di luar tema tugas belajarnya
dengan memperhatikan beban studi dari pegawai yang
bersangkutan.

(d] SKP Pegawai Mutasi dan Promosi

I.

ii.

Dalam hal terjadi perpindahan atau promosi pegawai
setelah dokumen SKP ditetapkan, maka pegawal yang
dipindahkan atau dipromosikan menyusun SKFP baru
(SKP Komplemen] pada unit vang baru melalui dialog
kinerja untuk penetapan dan klarifikasi ckspektasi
dengan Pejabat Penilai Kinerja pada jabatan baru.

Dalam hal terjadi perpindahan Pejabat Penilai Kinerja,
maka pegawai melakukan dialog kinerja dengan Pejabat
Penilai Kinerja baru untuk mendapatkan klarifikasi
terkait ekspektasi hasil kerja dan perilaku kerja serta
dapat melakukan penctapan SKP Adendum bila terdapat
perubahan IKI/ target kinerja.

Pelaksanaan kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh unit dan/atau
pegawai untuk mencapai target kinerja.

a. Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Pelaksanaan kinerja merupakan proses vang dilakukan unit untuk
mencapai target kinerja yang meliputi antara lain pelaksanaan insiatif
strategis, rencana aksi, serta rencana mitigasi risiko, Selain itu, dalam rangka
pelaksanaan kinerja juga dilakukan proses pemantauan, pembinaan dan
perubahan Perjanjian Kinerja jika diperlukan.

1) Pemantauan dan Pembinaan Kinera

Pemantauan kinerja merupakan aktivitas berkala untuk melihat
kemajuan pencapaian kinerja. Pembinaan kinerja merupakan aktivitas
pemberian bimbingan dan konseling kinerja dalam rangka mencapai
target dan meningkatkan kinerja antara lain merumuskan rencana aksi
sebapgai tindakan korcktif dan anitisipatif sebagai hasil pemantauan

kinerja.

Pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja dilakukan secara
berjenjang paling sedikit setiap triwulan yang dilakukan melalui forum
Dialog Kinerja Organisasi (DKO).

Skema pelaksanaan dialog kinerja sebagaimana pada gambar sebagal

berikut:

£
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Gambar 15. Skema Dialog Kinerja Organisas:

Atasan

Bawahan

DKO merupakan komunikasi formal antara pimpinan UPK dengan
pejabat dan pegawal di bawahnya untuk mendiskusikan pencapaian
strategi, kinerja, risiko, dan rencana aksi organisasi vang dilaksanakan
secara terstruktur dan berkala. DKO pada level Kementerian dapat
dipimpin oleh Menteri Keuangan atau Wakil Menteri Keuangan.

DEO dilakukan paling sedikit setiap triwulan dan dapat dilaksanakan
secara  bulanan sesuai dengan kebutuhan organisasi. DKO dapat
dilaksanaan bersamaan dengan forum lainnya. Sebagai contoh pada level
Kementerian, DKO dapat dilaksanaan bersamaan dengan Steering
Committee atau Asset Liability Committee. Ketentuan pelaksanaan DKO
antara lain:

a) Fokus pembahasan DKO lebih dititikberatkan pada isu strategis dan
risiko vang mempengaruhi kinerja organisasi ke depan, bukan pada
kinerja organisasi d: masa lampau.

by Tahapan DKO

DKOQO terdiri dari 3 (tiga) tahapan utama, yaitu persiapan,
pelaksanaan, serta tindak lanjut.

(1) Persiapan DKO

Pada tahapan ini, UPK menyusun laporan kinerja yang paling
sedikit terdiri dari NKO, penjelasan progres IKU, dan Laporan
Pelaksanan Inisiatif Strategis (I5). Khusus untuk penyelenggaraan
DKOQO level Kementerian, Koordinator Kinerja Organisasi [(KKO)
UPK-One menyampaikan laporan kinega UPK-One Lkepada
Sckretaris [ Sekretariat Komite Manajemen Kinerja paling lambat
tanggal 14 April/Juli/Oktober/Januari tahun berikutnya.

(a) Nilai Kinerja Organisasi

i, UPK menghitung NKO berdasarkan realisasi kinerja
sesual periode pelaporan pelaksanaan DKO dengan
metode sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri ini.

¢
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Khusus untuk DKO vang dilaksanakan pada bulan
Januari, UPK mempersiapkan hasil penghitungan NKO
periode tahun sebelumnya.

(b) Penjelasan progres IKU

Dokumen ini menjelaskan progres capaian kinerja, analisis
atas kinerja, dan rencana aksi vang akan dilakukan oleh
organisasi.

1.

ii.

Target, realisasi, dan indeks capaian kinerja

Data ini berisi informasi tentang kinerja organisasi dengan
membandingkan target dan realisasi [KLU.

Analisis kinerja

Analisis

kinerja memuat pemahaman menyeluruh

mengenai pencapaian IKU dan 83, Komponen yang harus
dijelaskan mencakup paling sedikit:

.

1.

ii.

v,

Isu Utama yang memuat:

(1)

(i)

(1i]

[1v]

Penjelasan isu yvang bersifat kritis dan prioritas
serta berdampak pada pencapaian 33 dan TKU
baik isu positif maupun negatif,

Isu positif merupakan peluang yvang dapat
diambil organisasi untuk mencapai S8 dan IKU.

Isu negatil merupakan hal yang harus segera
diselesaikan karena berdampak langsung
terhadap pencapaian 35 dan IKU orgamisas:.

Isu utama diprioritaskan pada isu yang bersifat
internal Kementerian Keuangan, misalnya
terkait permasalahan organisasi, teknologi
informasi [IT), proses bisnis, regulasi internal
dan lain-lain.

Implikasi, yang memuat penjelasan efele positif atau
negatif dari isu utama terhadap kemampuan unit
untuk mencapai 88, bukan negasi atau sama dengan
88 atau IKU.

Akar Masalah, vang memuat:

(i)

(i}

penjelasan tentang akar masalah atau
hambatan yang menjadi penyebab munculnya
isu utama yang bersifat negatif; dan

akar masalah vang disampaikan diprioritaskan
pada permasalahan yang bersifat internal
Kementerian Keuangan, misalnya terkait
permasalahan organisasi, IT, proses bisnis,
regulasi internal, dan lain-lain.

Tindakan vyang telah  dilaksanakan, yang
menjelaskan pelaksanaan Inisiatil Strategis ([I5),

2
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mitigasi risiko dan/fatau tindakan lain dalam proses
pencapaian target. Komponen ini juga dapat diisi
dengan kemajuan rencana aksi pada laporan capaian
triwulan sebelumnya.

v. Rekomendasi rencana aksi, vang memuat:

(i) Penjelasan usulan tindakan, 1S, atau rencana
mitigasi risiko untuk memastikan organisasi
mencapai kinerja diinginkan;

(i) Tindakan sebagaimana dimaksud pada butir (i)
diutamakan bersifat non rutin atau kegiatan
rutin yang lebih dipertajam kualitasnya untuk
mendongkrak kinerja; dan

(i} Penetapan penanggung jawab rencana aksi serta
periode pelaksanaannya.
Contoh format penjelasan progress [KU sebagai berikut:
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[¢) Laporan Pelaksanaan [nisiatif Strategis (15)

Laporan ini berisi penjelasan pelaksanaan IS yang berisi
nama IS, progres pelaksanaan 1S, status pelaksanaan I3,
progres penyerapan anggaran, serta rencana aksi.

é
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Contoh format laporan pelaksanaan IS sebagal berikut:
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Dalam persiapan DEKO, unit dapat menyusun Laporan
Pemantauan Kinerja dan Risiko (LPKR) sesuai kebutuhan
pimpinan atau organisasi. LPKR merupakan dokumen yang
memuat data informasi minimal terkait kinerja dan risiko UPK

secara terintegrasi.
Contoh format LPKR sebagai berikut:
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(2} Pelaksanaan DKO

Dalam pelaksanaan DKO dilakukan:

(a) Overview seluruh capaian kinerja dan juga besaran risiko
organisasi.

(b} Review Kinerja Tematik

Dalam rangka efektivitas pembahasan, maka pelaksanaan

DKO dapat difokuskan pada tema tertentu. Pembahasan
tematik contohnya dapat dilakukan dengan berfolkus pada

2
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salah satu program sesual Redesign Sistem Perencanaan dan
Penganggaran yang menjadi perhatian pada periode tersebut.
lc) Penetapan Rencana Als
Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam DKO yang
dilakukan, organisasi menyepakati rencana aksi untuk periode
berikutnya.
{d) Penvusunan Risalah Rapat dan Matriks Tindak Lanjut

Hasil rapat dituangkan dalam risalah rapat dan rencana
aksi yang telah ditetapkan dituangkan dalam Matrik Tindak
Lanjut (MTL).

(3) Tindak Lanjut DKO

Tindak lanjut DKO dilaksanakan dengan tahapan berikut:

(a} Menyusun dan mengomunikasikan rencana aksi
MTL dikomunikasikan kepada unit terkait sebagai penanggung
Jjawab rencana aksi untuk ditindaklanjuti.

i) Melaksanakan rencana aksi dan menyusun laporan
Penanggung jawab rencana aksi berkewsajiban menjalankan
rencana aksi dan melaporkan perkembangan pelaksanaannya
sesuai periode pelaporan yang disepakati.

le) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi

i. Pelaksanaan rencana aksi dimonitor oleh unit yang
ditunjuk pimpinan untuk mengoordinasikan
penyelesaian rencana aksi.

ii. Ewaluasi pelaksanaan rencana aksi dilakukan dalam
forum dialog kinerja periode berikutnya.

Perubahan PK

2

b

Perubahan Inisiatif Strategis

Perubahan inisiatif strategis merupakan perubahan
output/outcome, periode pelaksanaan atau trajectory pada periode
vang akan datang. Perubahan inisiatil strategis dapat dilakukan setiap
triwulan berdasarkan hasil pemantauan dan pembinaan. Perubahan
inisiatif strategis dilakukan review dan disampaikan kepada pengelola
kinerja UPK di atasnya.

Perubahan Manual TKU

Komponen yang terdapat dalam manual IKU dapat dilakukan
perubahan tanpa disertai oleh adendum Perjanjian Kinerja.
Perubahan manual IKU tidak dapat dilakukan untuk merevisi target
dan capaian IKU yang telah memiliki realisasi.

Perubahan manual IKU disepakati oleh pemilik IKU dan pimpinan
UPK di atasnya serta disampaikan oleh pengelola kinerja UPK kepada
pengelola kinerja UPK di atasnya.

Adendum Perjanjian Kinerja
Adendum PK merupakan perubahan sebagian informasi pada FK
vang telah ditandatangani baik meliputi 88, TKU, target [KU, trajectory

target, dan inisiatif strategis. Beberapa hal yang dapat menjadi dasar
adendum antara lain: ff
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(1) Perubahan ketentuan perundangan-udangan, antara lain
perubahan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara atau perubahan organisasi (reorganisasi) berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Organisasi dan Tata
Kelola; dan/atau

(2] Kebijakan atau arahan pimpinan.

Perubahan organisasi [reorganisasi) vang mengakibatkan perlu
dilakukannya adendum PK yaitu reorganisasi dengan kriteria:

(1) tidak menyebabkan pembentukan unit baru pada level UPK, yang
diakibatkan oleh pemisahan/pemecahan, penggabungan, atau
perubahan tugas dan fungsi UPK; dan/atau

(2) tidak mengakibatkan perubahan nama unit organisasi pada level
UPK.

Adendum PK mengikuti ketentuan sebagai berikut:
(1} Tidak merevisi target dan capaian IKU yang telah memiliki
realisasi;
(2) Wajib dilakukan apabila capaian IKU pada periode berjalan telah
mencapai/ melebihi target periode berikutnya kecuali untuk IKU
tahunan yang telah tercapai dan memiliki target maksimal;

(3) Penetapan adendum dilakukan oleh pimpinan UPK di atasnya
setelah direviu oleh pengelola kinerja organisasi UPK di atasnyva;

(4) Ketentuan jumlah IKU dalam adendum PK memperhatikan batas
jumlah IKU sesuai level UPK;

(5] Target kinerja pada adendum PK memperhatikan periode waktu
pelaksanaan PK dan disesusikan dengan upaya pencapaian
target tahunan unit di atasnya.
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Contoh Format Adendum PK sebagai berikut:

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
Hnmﬂr: FRERRREFERER E’dﬁst‘ n{:m'ﬂr A'dﬂndum PH *J

Pada hari ini, telah disepakati adanva adendum atas Perjanjian Kinerja nomor
......... (diisi dengan nomor PK mwal tahun) tanggal ......... (diisi dengan tanggal
penandatanganan PK awal tahun), dengan rincian sebagai berilout:

a. Sebelum:

....................................................... faasEEEaaEE

Perjanjian Kinerja yang diubah)
b, Menjadi:

Perjarijian Kinerja setelah perubahan)

..... , (diisi nama jabatan atasan langsung
pemilik PK}

..... {diisi nama pejabat atasan langsung
pemilik PK)
NIP

....................... fdiisi rincian isi

....................... fditsi rinciarn 151

ey o (diisi tempat dan Langgal
penandatangan PK)

oovy (ditsi nama jabatan pemilik PK]}

..... (diisi nama pejabat/ pegauwal
pemilik PK)
NIP

Ketentuan Penomoran Adendum PK sebagai berikut:

Adendum Adendum Kedua | Adendum Ketiga | Adendum Ke-n
Pertama
Nomor Urut Unit | Nomor Urut Unit | Nomor Urut Unit | Nomor Urut
pada PK pada PK pada PK Umnit pada PK
ditambah dengan | ditambah dengan | ditambah dengan | ditambah
huruf Latin huruf Latin huruf Latin dengan huruf
pertama vaitu “A” | kedua yaitu “B" ketiga yaitu “C* Latin ke —n

Contoh Penglodean Adendum scbagai berikut:

o e Ad
l Pelﬂ,ﬁlm?ahunﬂa Adendum Pertama | Adendum Kedua I::E‘gim
| 2/KN; 2022 oA,/ KN/ 2022 2B/KN/2022 2C/KN/2022
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3) Penetapan Perjanjian Kinerja Baru
Penetapan PK baru merupakan proses penetapan PK yang dilakukan
pada tahun berjalan yang disebabkan karena adanya perubahan

organisasi (reorganisasi) berdasarkan peraturan perundang-undangan
dengan kritena:

(a) menyebabkan pembentukan unit baru pada level UPK, yang
diakibatkan wolch pemisahan/pemecahan, penggabungan, atau
perubahan tugas dan fungsi UPK; dan/atau

{b) mengakibatkan perubahan nama unit organisasi pada level UPK,

Ketentuan terkait penetapan PK yang dilakukan pada awal tahun
berlaku secara mutatis mutandis terhadap penetapan PK baru.

Contoh: Kanwil A dipecah menjadi Kanwil B dan C, maka PK Kanwil
A berakhir pada saat terbentuknya Kanwil B dan C. Selanjutnya Kanwil B
dan C menyusun PK baru unit masing-masing.

b. Pelaksanaan Kinerja Pegawai

Dalam manajemen kinerja, dialog kinerja pegawai memiliki peranan yang
sangat penting sebagai media komunikasi antara atasan langsung dengan
pegawal vang meliputi perencanaan kinerja, pelaksanaan kinerja, evaluasi
kinerja, dan tindak lanjut dalam rangka mencapai target hasil kerja dan
perilaku kerja untuk mendukung kinerja organisasi yang diselenggarakan
secara langsung/ tatap muka dan/atau tidak langsung/menggunakan media
tertenitu, Di lingkungan Kementerian Keuangan dialog kinerja dituangkan
dalam Dialog Kinerja Individu (DKI) yang dilakukan setiap bulan atau secara
insidental dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu] kali dalam 3 (tiga) bulan
melalui aplikasi manajemen kinerja pegawali.

1] Pemanfaatan DKI
DKI dimanfaatkan untuk keperluan sebagai berikut:
a) Penyusunan rencana kinerja

DKl dimanfaatkan untuk menyepakati rencana hasil kerja, larget
hasil kerja ,dan perilaku kerja yang tertuang pada SkP.

b} Pelaksanaan rencana kinerja, pemantauan, dan pemberian umpan
balik berkelanjutan, serta pembinaan kinerja

DKl dimanfaatkan untuk memantau dan mengevaluasi capaian,
implementasi strategi pencapaian target kinerja periode sebelumnya
beserta hambatannya bersama arasan langsung serta menyepakati
target dan strategi pencapaiannya berdasarkan hasil evaluasi apabila
terdapat perubahan.

c] Pengembangan kompetensi pegawai

DKl dimanfaatkan untuk mengevaluasi pengembangan kompetensi
pegawal vang telah dilaksanakan scbelumnya, dan penyusunan
pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan hasil evaluasi
kinerja. ﬁ
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Rencana pengembangan karir pegawai

DKI dimanfaatkan untuk penyusunan dan pengisian rencana
pengembangan karir individu scbagaimana diatur dalam kebijakan
manajemen karir.

Ruang Lingkup dan Pelaksanaan DKl

a)

b

d

Perencanaan Sasaran Kinerja Pegawai

Dialog antara atasan langsung dan pegawal dalam penentuan SKP
merupakan tahap awal dari DKI. Pada tahap im terjadi dialog yang
menghasilkan kesepakatan atas SKP dan rencana aksi (action plan
vang akan dilakukan.

Pelaksanaan Rencana Kinerja

Dalam rangka pencapaian SKP yang telah ditetapkan, pegawai
melaksanakan rencana-rencana aksi yang telah disepakati sebagai
upaya pencapaian hasil kerja vang tertuang pada SKP.

Pemantauan Kinerja

Pemantauan Kinerja merupakan proses yang dilakukan oleh atasan
langsung untuk mengamati pelaksanaan rencana aksi olch pegawai.
Pemantauan kinerja dilakukan terhadap proses dan/atau realisasi
atas hasil kerja dan perilaku kerja yang dilakukan setiap bulan atau
secara insidental dan dilaporkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3
(tiga) bulan melalui aplikasi manajemen kinerja pegawait,

Pemberian Umpan Balik Berkelanjutan

Umpan balik berkelanjutan merupakan komponen dalam
pengelolaan kinerja pegawai yang bertujuan untuk menyediakan
informasi dari berbagai pihak yang dibutuhkan pegawar untuk
meningkatkan kinerja yang dilakukan secara insidental dan/atau
triwulanan vang dapat diberikan secara langsung/ tidak langsung,
Dokumentasi umpan balik berkelanjutan dapat dilakukan sccara
insidentil/berkala pada aplikasi manajemen kinerja pegawai.
Pemberian umpan balik berkelanjutan dilakukan dengan mekanisme
scbhagar benkut:

(1) Pemberi Umpan Balik

Umpan balik berkelanjutan terhadap hasil kerja dan perilaku
kerja diberikan secara menyeluruh yang terdin dari:

(a] Atasan langsung wajib memberikan umpan  balik
berkelanjutan kepada pegawainya,

(b) Rekan kerja setingkat, pegawai di bawahnya dapat
memberikan umpan balik berkelanjutan atas perilaku
kerja;

jc) Bapi pegawai tugas belajar, umpan balik berkelanjutan
dapat diberikan oleh pimpinan institusi dimana yang
bersangkutan melaksanakan tugas belajar, tenaga

é
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pengajar/ pembimbing, rckan sclama  perkuliahan,
dan/fatau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan
tugas belajar Pegawai melalui rekomendasi kepada atasan
langsung dari pegawai;

(d] Bagi pegawsai vang merupakan anggota squad team dan
pejabat fungsional, umpan balik diberikan oleh atasan
langsung dari pegawai berdasarkan rekomendasi dan ketua
tim untuk hasil kerja dan perilaku kerja dan anggota tim
lainnya dapat memberikan umpan balik terhadap perilaku
kenja.

Tindak Lanjut Terhadap Umpan Balik

Berdasarkan hasil Umpan Balik Berkelanjutan, atasan langsung

dapat mengetahui pegawai yang:

(a) Menunjukkan kemajuan kinerja, schingga atasan langsung
dapat memberikan apresiasi/penghargaan/ pengembangan
lainnya termasuk mendapatkan kesempatan pembinaan
kinerja atas inisiatif sendiri; atau

(b) Tidak menunjukkan kemajuan kinerja, schingga atasan
langsung dapat:

i. melakukan atau mengusulkan pembinaan kinerja;
dan/atau

ii. melakukan penyesuaian dukungan sumber daya.

e} Pelaksanaan Pembinaan Kinerja

Pembinaan Kinerja dapat dilakukan berdasarkan hasil umpan balik
berkelanjutan atasan langsung atau berdasarkan inisatif dari
pegawai. Metode pelaksanaan pembinaan kinerja dapat dilakukan
dengan cara sebagai berikut:

(1)

(<)

Pembinaan kinerja personal

Pembinaan dilaksanakan dengan cara diskusi ene on one antara
atasan langsung dan pegawai untuk menyusun strategi dan
mengidentifikasi hambatan dalam pencapaian target kinerja
serta memperolch kesepakatan guna menentukan rencana aksi
masing-masing pegawai.

Pembinaan kinerja kelompok

Pembinaan kelompok merupakan diskusi one to many antara
atasan langsung dan para pegawsai pada unit kerja berkenaan
yvang diatur sebagai berikut:

(a) Jumlah minimal pegawai dalam setiap pelaksanaan
pembinaan kelompok sebanyak 2 (dua) orang dan jumlah
maksimal sebanyak 15 (lima belas) orang. Jika pegawai
berjumlah 30 (tiga puluh) orang, maka pembinaan
kelompok dapat dibagi menjadi 2 [dua) sesi.

(b} Dalam sesi pembinaan kelompok atasan langsung harus
berfokus pada: Iﬂ
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i. Target (goal setting) dari masing-masing pegawai;

ii. Kemampuan pegawai dalam pencapaian target
schingga atasan langsung selaku Pembina seharusnya
dapat menentukan pegawal mana saja yang harus
dipricritaskan pembinaannya;

iii. Tindak lanjut vang harus dilakukan oleh pegawai; dan

iv. Penpembangan kompetensi bagi  masing-masing
pegawai bila dibutuhkan.

(e) Atasan langsung memiliki tanggung jawab untuk dapat
memberikan ruang kepada setiap pegawai  dalam
pembinaan kelompok untuk berkontribusi dalam dialog
dan menciptakan iklim untuk saling percaya, saling
memaotivasi, serta saling menjaga kerahasiaan,

Bentuk Pembinaan Kinerja terdiri dari Bimbingan Kinerja (Coaching,
Mentoring, dan Formal/hformal Training), dan Konseling Kinerja
dengan penjelasan sebagal berikut:

(1)

Bimbingan Kinerja
Bimbingan Kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan
oleh atasan langsung dalam rangka mengetahui dan

mengembangkan  kompetensi  pegawai  serta mencegah
terjadinya kegagalan Kinerja.

(a) Pemberi Bimbingan Kinerja
Bimbingan Kinerja dapat diberikan olch atasan langsung
pegawai, peers atau pihak lain yang diberikan penugasan
khusus apabila diperlukan.
(b} Bentuk Bimmbingan Kinerja
Bimhingan Kinerja dapat berupa:
i. Coaching
Coaching merupakan aktivitas bertanya antara atasan
langsung atau pihak lain yang mendapatkan penugasan
khusus (coach) vang bertujuan untuk mendapatkan
strategl atas pemecahan suatu masalah dengan menggali
kemnampuan yang dimiliki pegawai. Metode komunikasi
vang digunakan oleh coach lebih dominan dengan
bertanya (asking).
i) Tujuan coaching
(i) Pegawai mampu menemukan strategi untuk
pemecahan masalah;
(il Pegawai mampu menggali kemampuan dalam
dirinya; dan
(ili} Pegawai berlaku lebih bertanggung jawab dalam
pericapaian tujuan.
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ii) Tahapan coaching
(i} Pre-coaching

Tahap awal dari pembinaan kinerja dalam

bentuk coaching yakni melakukan identifikasi

kebutuhan. Identifikasi tersebut dapat berasal

dari atasan langsung atau inisiatif pegawai.

Pada coaching wyang diselenggarakan atas

inisiatif atasan langsung, atasan dapat

mengkomunikasi adanva kebutuhan ceaching.

Pada eceaching vang diselenggarakan atas

inisiatif pegawai, pegawail dapat

menyampaikan kebutuhan coaching berkenaan

kepada atasan langsung. Pada tahap pre-

coaching, atasan langsung meminta pegawai

mengisi formulir IPR (Individual Performance

Review| vang berisi:

a. Profil pegawai, nilai perilaku kerja dan
prestasi individu,

b, Progress atau capaian hasil kerja/IKI dan
nilai perilaku kerja;

¢c. Masalgh atau hambatan wyang dialami
pegawai;

d. Penyvebab dari masalah atau hambatan
tersebut; dan

e. Alternatif solusi atau usulan strategi
penyvelesaian untuk mengatasi kKendala
atau kesulitan tersebut [apabila terdapat
alternatif solusi yang akan diusulkan).

2
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Berikut contoh format Individual Performance Review (IPR):

FORMAT INDYIADUAL PERFORBMAMEE REVIEW {IFR)

BLILAN: TAHUN:
RS L LIMIT ESELOM 1¥
NIP - LINIT ESELCHY 1N
JABATAN . UMIT ESELOM |1
HASIL KERIA
Cagaian Pada Parsada Umpan Balik Hereclula Flambatan Usudan Stratag
= fan | Fab | Mtar §Apr | — | Des Berkedanjatan®* dan Pemys=habnye= Feryelesalan=
1K1 1
iK1 2 L5 Mlae Lerien Sk
K13 (e aleh L fedisi alpt i
1Kl Dk,
PERELAKL KERUA
Cazamn Pada Periode Umpan Ealik Eendak/Hambatan Lsdan Sieatas
Walugfaspek e Ry EE B ) Bt Berkelanjutan™® dan Penyrbabnyas Fenyslesaian=
Valusfazpeh 1
Vakaal k2 e T e |
[
Valeefaspek 3 L HEATDT 1| i h bl
Yalumiasoak Dgl.
USULAM PELATIHAN | TRAINTNG)
Mama/Topik Pelatihan Eampsiensi yang dikembangian Waktu Panyalengaars
KESIFMPLILAN
i Sae rm i [ § o mi T T o L P NIE
Ternpat, Tanggal/BulanTahun
Hama Pegawaiitasan Langurg®**
HIF
* Dapat disi clal yang mengusulian

== Lirnpan balik dari waluator
*=® Mama misiator/ pemdbuat IFR
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(i) Pelaksanaan coaching

Pada pelaksanaan coaching, atasan langsung
atau pihak lain yang diberikan penugasan
khusus antara lain:

1. Melakukan evaluasi formulir IPR yang
telah dibuat oleh anggota.

2. Menggali permasalahan dan hambatan
yvang dihadapl pegawsal berkaitan dengan
metode kerja, proses kerja, dan kualitas
kerja menggunakan metode bertanya

(asking).

3. Berempati dengan permasalahan yang
mungkin dihadapi pegawai.

4, Mendiskusikan alternatif solusi/strategi
penyclesaian atas permasalahan yang
dihadapi pegawai secara positif.

5. Pelaksanaan coaching membutuhkan
keterbukaan pegawai atas permasalahan
atau kendala yang dihadapi maupun
progress kinerja vang telah dicapainya.

6. Mengpunakan teknik coaching yang
dikuasan.
(iti) Pasca coaching
Setelah coaching selesai dilaksanakan, atasan
langsung atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus dan pegawai mengisi dan
menandatangani laporan pelaksanaan
coaching termasuk kesepakatan rencana aksi
terkait penyelesaian target kinerja maupun
pengembangan dirl pegawai.

Berikut contoh format pasca Pembinaan
Kinerja yang dapat dipakai sebagai laporan
pembinaan Kinerja dalam bentuk Coaching,
Mentoring ataupun Counselling dan
disesuaikan dengan Pembinaan Kinerja yang
dilakukan.

¢
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Tanggal Pelaksanasn |
|denditas Pepawai

Fama

M=

Aatatan

Urit Exelon fssd

FESIMPLLAN PIRGEAS

LAPORAN PELAKSAMAAN PEMBIMAAN HINERIA
COACHING  MENTORING COUNSELING®

Idenbiias Permibe
Mama

Hip

labatan

Unit Ezzlon Asal

HESEFARATAN REMCARNA ARS [ACTION FLAN)

HASIL EERLS
Sumbes Dava Tang Evaluasi Pembars
(L1 Targil Rentana Alsi Jangka Waktu Diutuhizan T r——
Ltk 1 o
z el 1T n
3. D5,
1K1 D5T..
PERILAKL KERLA
Stamedar . Sumbss Daya Yang Cvaluasi Pemiima
P ; W il L
Wl i o Rencana Akoii Jarygkn ekt bt ukdan e | Can
WALLE 1 1
7 o 1
== ERA Gongekar]
WALLE DT,
Ted/Fersatuan Pegawai Tid) Piarsdtisjuan Peambina
Mamp Pegawni Nama Pembina
*pilih salsh w0
8 Chesck cilakukanyiidak
Mentoring

Mentoring merupakan aktivitas untuk  berbagi
pengetahuan dan pengalaman dari atasan langsung atau
pihak lain yang diberikan penugasan khusus (mentor
vang berpengalaman/ahli pada sebuah bidang yang
ingin dipelajari olch pegawai (menteg). Mctode
komunikasi vang  digunakan  lebih  dominan
penvampaikan informasi (tefling). Tujuan mentoring:

i)  Pegawai mendapatkan dan memiliki keahlian dalam
bidang yang baru.

i) Pegawai mampu mengurangi potensi kesalahan
yvang mungkin terjadi di masa mendatang.
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Mentoring kinerja dapat dilakukan antara pegawai
dengan atasan langsung atau rekan kerja (peers) dalam
tim kerja yang memiliki keahlian tertentu, dengan
tahapan menforing schagai berikut:

i

Pre-mentoring

Tahap awal dari pembinaan kinerja dalam bentuk
mentoring vakni melakukan dentifikasi kebutuhan
mentoring. Identifikasi terscbut dapat berasal dari
atasan langsung atau inisiatif pegawal.

Pada mentoring atas inisiatif atasan langsung,
atasan langsung dapat mengomunikasi adanya
kebutuhan mentoring =serta meminta pegawal
mengisi  IPR (Individual Performance Rewview)
sebagaimana format IPR untuk kebutuhan Coaching
dan mengisi format pengajuan mentoring.

Sedangkan mentoring atas inisiatif sendiri dimulai
dengan pegawal menyusun rencana aksi untuk
mengidentifikasi:

(i} Tujuan pelaksanaan mentoring;

(ii) Keahlian dan/atau keterampilan spesifik apa
yang inginfakan dikembangkan;

(iii) Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk
mengembangkan keahlian dan/atau
keterampilan tersebut;

(iv) Rekomendasi mentor yvang diinginkan pegawai
(misalnya atasan langsung atau peers);

(v) Jangka waktu mentoring,

(vi) Perubahan apa yang diharapkan atasan
langsung dengan adanya menforng, dan

(vit) Ukuran keberhasilan mentoring.
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Berikut contoh format pengajuan mentoring:

identitas Pogawai
Mama

P

Inbatan

Unft Eselon Asal.

FORAIULIE PENGAPALN MENTORING

klentias Alacan Langsung

Tarpet Menbai [ALatan Langsung/Pees)

MNama Mames

HIP MNIE

lakatmn labatan

Linit Esslen Asal. Uit Exelon Azal,

Memgoring : Atas Inisiatf Sencici Rekomendasi ALisan Langsung**

Tijetan, |

Eeterampidan SposifikiTekris/CewhEan Yang Akan Dikembangian.

langla Wakta Mertoring. :
ﬁr..ﬂ;lm.nl LI Selesal «

bfater Mentoring

Targel

hisilas
Wkl Usuran Kabarhas

Rencana Akl

Wpteri 1

e

Wateri 2, D=k

Perubahan yang diharapkan

atasan pegawal

Tid Pernohon
Hama Pegawai

* Apabda mentir bukan 2san [Angsung

% pilih salah sabu

Trd/Persetujuan Prmpinan Langisg
Mama Alz=an Langang

Ted/Parsatujuan Membar®
Baimia Alasan Langsung

i)

iii)

Pelaksanaan mentoring

Pelaksanaan mentoring secara garis besar memiliki
kesamaan dengan pembinaan kinerja dalam bentuk
coaching. Namun perbedaan dari pembinaan kinerja
dalam bentuk mentoring yvakni pegawai mempelajari
hal spesifik/ teknis dari mentor yang merupakan
ahli dalam bidang tertentu. Teknik yang digunakan
oleh mentor mengutamakan adanya pemberian
informasi (telling) dan pendampingan berdasarkan
keahlian dari mentor.

Pasca mentoring

Setelah mentoring selesai dilaksanakan, atasan
langsung, atau rekan kerja (peers) dalam tim kerja
yang menjadi mentor dan pegawali mengisi scria
menetapkan laporan pelaksanaan mentoring.

¢
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Ketentuan lebih lanjut mengenail tcknis pelaksanaan,
metode dan bentuk mentoring mengacu pada peraturan
perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku
di Kementerian Keuangan.

i, Formal dan Informal Training

Formal dan Informal Troining merupakan strateg
pencapaian target/ action plan dari pelaksanaan coaching
dan mentoring atau dapat dilakukan secara langsung
berdasarkan umpan balik berkelanjutan. Kebutuhan
dan realisasi pelaksanaan Formal dan Informal Training
dapat didiskusikan lebih lanjut antara pimpinan dan
anggota. Pengaturan lebih lanjut terkait bimbingan
kinerja dalam bentuk Formal dan Informal Traming
mengacu pada ketentuan terkait pengembangan
kompetensi yang berlaku di lingkungan Kementerian
Keuangan.

{c) Setelah pelaksanaan bimbingan kinerja, maka:

1.

ii.

1.

V.

Pegawai mengisi dan menctapkan format umpan balik
pelaksanaan bimbingan kinerja yang kemudian
discrahkan kepada atasan dari atasan langsung.

Atasan langsung atau pihak lain yang diberikan
penugasan khusus membuat evaluasi atas Bimbingan
Kinerja.

Atasan langsung melaporkan rekaman informasi hasil
pelaksanaan dan evaluasi bimbingan kinerja kepada

atasan dari atasan langsung dengan tetap
memperhatikan kerahasiaan.

Atasan dari atasan langsung, PyB, dan/atau pimpinan
unit kerja yang membidangl pengelolaan kepegawaian
menentukan tindak lanjut yang dibutuhkan
berdasarkan rekaman informasi hasil pelaksanaan
Bimbingan Kinerja dan evaluasi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

fg
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Berikut contoh format umpan balik pelaksanaan Pembinaan Kinerja:

Tamgpal Pelakianann

FORMULE EvaLUSE UMPAN BAllK FEMSINAAN KINERLS

IdentEad
ihentias PRgawai CoachMerienCaunsaler
Mama HamaE
LT Hip
labatan lahatan ¥
Unit Exedior sl Linit E<alom Asal @
I Dirvvensi ILem Jawaban® |
| 1. Saya mebeaga ledkanzu deingan proses CIWC imi g | 1-1-3-4-5
; I Saya merasa didengarkan dan dipahami | 1-1-3-4-5
Eepuasan Pegewai o
3 Saya meeraca bebas mengaivaikakan prmikian 1-3-3-4-5
4. Kegiatan ind membantu seya mencen solusi dan aksi tindak lanjut |5 o o
I Eampeiens 5. CoschfMenton/ Counselor memilild kampetensi yang memadai 1.334-5
| Coach/Mentar/Covnsolar | g preces dalog dilskukan dengan konstrektif berdasarkan data dulosng 1-23-4-5

* keLRranEEn :h.la penitasn: 1 (kurang sebuge] & 5 jsangat stujul

Sarandmatukan umuem

TN pevresn devadsot moswian Heresa nonasl depochf pemiiahe ELneria)

(2

Konseling Kinerja

Konseling Kinerja merupakan proses identifikasi dan
penyelesaian masalah perilaku kerja pegawai yang menghambat
tercapainva target kinerja dan dilaksanakan secara individual
dengan memperhatikan prinsip kerahasiaan dan tanggung

jawab.

(a] Tahapan Konseling Kinerja:

Pre-Konseling

Tahap awal dari pembinaan kinerja dalam bentuk
konseling vakni melakukan identifikasi kebutuhan
konseling, Identifikasi tersebut dapat berasal dari atasan
langsung atau inisiatif pegawai

Pada identifikasi kebutuhan konseling kinerja pegawai
atas inisiatif atasan langsung, maka:

1)

identifikasi pegawai yang memiliki permasalahan
perilaku kerja dilakukan oleh atasan langsung/
Pejabat Penilai HKinerja  berdasarkan  hasil
pemantauan kinerja dan pemberian umpan balik
berkelanjutan dari berbagai pihak.

Apabila perilaku kerja telah dinilai atau berpotensi
menghambat pencapaian kinerja pegawai, tim kerja,
dan/atau kinerja unit kerjanya, maka atasan

@
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langsung/Pejabat Penilai Kinerja wajib
mengomunikasikannya kepada pegawal  untuk
dilakukan konseling kinerja.

Sedangkan konseling atas inisiatif sendini dimulai
dengan pegawai melakukan penilaian  din/self
assessment mengenai perilaku kerja atau permasalahan
vang dialami dan berpotensi mengganggu tercapainya
target kinerja. Apabila pegawai memilih atasan langsung
untuk mendapatkan layanan konseling kinerja,
keinginan tersebut dapat disampaikan untuk kemudian
mendapatkan penjadwalan dari atasan langsung selaku
konselor, Konseling atas inmisiatif sendin dapat juga
diberikan dengan pilthan layanan konseling yang
tersedia di Kementerian Keuangan.

Pihak yang melakukan konseling kinerja
Kongeling kinerja dapat dilakukan oleh:

i) atasan langsung scbagai Pejabat Penilai Kinerja
vang telah memperoleh pelatihan konseling, dan
dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri
ini;

i) pejabat yang memiliki fungsi memberikan konseling
yvang dilaksanakan dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan dan/atau
ketentuan yvang berlaku di ingkungan Kementerian
Keuangan; atau

iii)] Konselor independen yang ditetapkan oleh Unit
Kerja vang membidangi pengelolaan kepegawaian,
yvang dilaksanakan dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan danfatau
ketentuan yvang berlaku di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Pelaksanaan konsecling kinerja oleh atasan langsung

Dalam pelaksanaan konseling, atasan langsung
melakukan hal antara lain;

1) Mempelajari  data  identifikasi  permasalahan
perilaku kerja pegawai;
i) Membangun hubungan positif dan

menginformasikan bahwa konseling  dilakukan
berdasarkan asas kerahasiaan dan tanggung jawab;

iiif Mendengar aktif dan  berempati | dengan
permasalahan perilaku  kerja yang dihadapi
pegawai;

iv] Menggali permasalahan dan hambatan yang
dihadapi pegawai berkaitan dengan perilaku kerja;

A
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vl  Mendiskusikan alternatif solusi atas permasalahan
perilaku kerja yang dihadapi pegawai; dan

vi] Menumbuhkan  keterbukaan  pegawal  atas
permasalahan perilaku kerja atau kendala yang
dihadapi untuk meningkatkan efcktifitas
pelaksanaan konseling,

Pasca konseling

1] Setelah konscling kinerja selesai dilaksanakan,
konselor atau pihak yang memberikan konseling
kinerja mengisi dan menetapkan format rekaman
informasi hasil konseling kinerja serta membuat
rekomendasi atau melakukan eskalasi kasus
apabila dibutuhkan;

i) Dalam hal dibutuhkan dan dengan memegang
prinsip kerahasiaan:

() Rekaman informasi hasil konseling kinerja
dilaporkan oleh atasan langsung sebagal
Pejabat Penilai Kinerja kepada atasan dari
atasan langung sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

(i) Atasan dari atasan langsung sebagai Pejabat
Penilai Kinerja, PyB, dan/atau pimpinan unit
kerja  yang membidangi pengelolaan
kepegawaian menentukan tindak lanjut yang
dibutuhkan berdasarkan rekaman informasi
hasil konseling kinerja sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan.

(b} Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis konseling mengacu
pada peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan
vang berlaku di Kementerian Keuangan.

(3] Perubahan SKP dan Manual IKI

(a] Perubahan SKP
Perubahan SKP dapat dibagi menjadi SKP Adendum dan SKP
Komplemen:

L

SKP Adendum

SKP Adendum merupakan perubahan sebagian atau
keseluruhan informasi pada SKP yang telah ditetapkan
meliputi rencana hasil kerja (utama dan tambahan), IKI,
target, dan/atau komponen lain yang terdapat dalam
format SKP, SKP Adendum tidak merevisi target dan
capaian [KI yang telah memiliki realisasi.

Beberapa hal vang menyebabkan perubahan berupa
Adendum SKP antara lain:

i} Adendum Perjanjian Kinerja bagi Pimpinan UPK;
ii} Ketentuan perundang-undangan, kebijakan atau

c



Ii.

Y

St ™

— 75—

arahan pimpinan;

i) Perubahan beban kerja yang disebabkan oleh
perubahan jumlah pegawai pada level pelaksana
dalam s=atu lingkup eselon IV atau lingkup
fungsional;

iv) Penambahan penugasan yang termasuk dalam
komponen HKT;

vl Pegawai vang ditunjuk scbagai Pelaksana Tugas
(PIt.);

vi) Pegawai yang tidak belerja penuh dalam periode
penilaian karena cuti bersalin, cuti sakit, dan cuti
besar minimal 2 (dua) bulan; dan

vii) Perubahan Pejabat Penilai Kinerja (apabila terdapat
perubahan IKl/target kinerja).

Adendum SKP dilaksanakan berdasarkan persetujuan
dan wvalidasi atasan langsung sebagai dan pengelola
kinerja pada masing-masing Unit.

SKP Komplemen

SKP Komplemen merupakan penectapan SKP kembali
karena terdapat perubahan menyecluruh pada SKP yang
telah ditetapkan pada awal tahun. Penyusunan SKP
Komplemen merupakan hasil kesepakatan pada dialog
kinerja  dengan  Pegjabat Penilai Kinerja  dan
disetujui/ direviu oleh pengelola kinerja organisasi di unit
masing-masing.

Beberapa hal wvang dapat menjadi latar belakang
penyvusunan SKP Komplemen antara lain:

i) Perubahan organisasi (reorganisasi) dan
nomenklatur wvang mengakibatkan perubahan
keseluruhan tugas dan fungsi;

ii) Pegawal vang mutasi/promosi dalam lingkungan
Kementerian Keuangan;

iiif Pegawai vang pada tahun berjalan ditugaskan pada
Instansi Pemerintah atau di  luar  Instansi
Pemerintah:

iv] Pepawai yang sebelumnya ditugaskan pada Instansi
Pemerintah atau di luar Instansi Pemerintah
kemudian kembali bertugas di Kementerian
Keuangan; dan

v} Pegawai vang memulai atau kembali dan tugas
belajar. rﬁ



3. Evaluasi Einerja
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Penetapan perubahan SKP dilakukan dengan ketentuan
sebagail beriloat:
i. Batas wakiu penetapan Perubahan SKP

Penetapan perubahan SKP dilakukan paling lambat 15
(lima belas) hari kalender sejak perubahan organisasi
atau pegawal mulal bekerja.

ii. SKP sebelum dilakukan Perubahan SKP

SKP awal secbelum dilakukan perubahan SKP harus
dilaporkan realisasinya dan dievaluasi oleh atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerjanya,

iii. Perubahan terkait dengan [Kl dan/atau target [KI
Cascading Peta terlebih dahulu disetujui oleh pimpinan
UPK setelah direviu oleh pengelola kinerja organisasi
Ievel diatasnya.

iv. Pencantuman trajectory target pada SKP komplemen
memperhatikan periode sebelumnya, sehingga target
IKI pada SKP kKomplemen dapat dibandingkan dengan
target/realisasi dengan periode yang sesuai.

Perubahan Manual Indikator Kinerja

Komponen vang terdapat dalam manual Indikator Kinerja
dapat dilakukan perubahan tanpa disertai perubahan SKP.
Usulan perubahan manual Indikator Kinerja tidak merevisi
target dan capaian yang telah memiliki realisasi, serta
komponen lain dalam format SKP.

Perubahan manual Indikator Kinerja dilakukan sesual
mekanisme schagai berilout:

i. Pemilik manual Indikator Kinerdja menyampaikan
usulan perubahan manual Indikator Kinerja kKepada
pengelola kinerja di unit masing-masing berdasarkan
kesepakatan dengan atasan langsung sebagai Pejabat
Penilai Kinerja.

ii. Manual Indikator Kinerja tersebut disetujui dan
divalidasi oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai
Kinerja dan pengelola kinerja di unit masing-masing,.

Pelaksanaan evaluasi kinerja meliputi evaluasi kinerja organisasi dan
evaluasi kinerja pegawai.
a. Ewvaluasi Kinerja Organisasi
Evaluasi kinerja organisasi menghasilkan 3 (tiga) jenis output, yaitu Nilai
Kinerja Organisasi (NKOJ}, Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas

Komitmen HKinerja [(NKO K3), dan Predikat Kinerja Organisasi. Cara
penghitungan ketiga output berkenaan dilakukan sesuai mekanisme sebagal

bierilout:

A
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1) Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Merupakan nilai keseluruhan capaian IKU suatu organisasi yang

ditetapkan dalam PK dengan memperhitungkan bobot [KU dan bobot
perspektif.

Tahapan penghitungan NKO dimulai dengan identifikasi raw data,

menghitung realisasi IKU, indeks capaian IKU, nilai sasaran stratcgis,
nilai perspektif, hingga mendapatkan NKO.

|

b

Raw Data (Data Mentah Realisasi)

Raw data atau data mentah realisasi merupakan sekumpulan
data mentah perhitungan atas objek yang diukur dalam satuan
pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU). Data tersebut diolah
untuk memperoleh data realisasi IKU sesuai formula dalam manual
TKU.

Contoh:

IKLU “Persentasc realisasi penerimaan negara” memiliki data mentah
sebagail berikut:

Komponen Target Realisasi
Penerimaan Pajak 1.577.56 T 1.332.06T
Penerimaan Bea dan Cukai 208,82 T 213,27 T
PNEF 37820T 405,03 T
Jumlah Penerimaan Negara 2.164,67T 1.950,36 T

Realisasi KU

Realisasi IKU merupakan hasil perhitungan row dala
berdasarkan formula dalam manual [kU.

Contoh:

IKU “Persentase realisasi penerimaan negara” memiliki formula
dalam manual IKU sebagai berikut:

L Penerimaan negara / Target penerimaan negara x 100%
Sesual data mentah, maka realisasi IKU = [1.950,36/2.164,67) x
100% = 90, 10%

Penghitungan realisasi IKU harus memperhitungkan:

(1) Konsolidasi periode.

(2] Konsolidasi lokasi, apabila suatu IKU di cascade secara indirect
method.

Caontoh:

IKU “Persentase realisasi penerimaan negara” memiliki formula:

¢

E Penerimaan negara / Target penerimaan negara X 100%
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IKU ini memiliki jenis konseclidasi periode take last known value dan
metode konsolidasi lokasi dari unit di bawahnya merupakan raw
data. Maka, realisasi KU hingga akhir tahun sebagai berikut:

Unit Q1 Q2 éii& 03 s.d. 03 04 4
% | 16,17% | 41,49% | 41,49% | 61,95% | 61,95% | 90,10% | 90,10%
HEE Raw | 349,99 | 898,02 | 898,02 | 1340,95 | 1340,95 | 1950,36 | 1950,36
Data | 2164.67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67 | 2164,67
% | 15,78% | 38,25% | 38,25% | 57,21% | 57.21% | 84.44% | B84,44%
DJP | Raw | 248,98 | 603,34 | 603,34 | 902,59 | 902,59 | 1.332,06 | 1.332,06
Data | 1577,56 | 1577,56 | 1577,56 | 1577,56 | 1577,56 | 1577,56 | 1577,56
% | 14,83% | 40,99% | 40,99% | 65,44% | 65,44% | 102,13% | 102,13%
DJBC | Raw | 30,97 | 85,6 85,6 | 136,66 | 136,66 | 213,27 | 213,27
Data | 208,82 | 208,82 | 208,82 | 208,82 | 208,82 | 208,82 | 208,82
% | 18,51% | 5527% | 55,27% | 79,75% | 79,75% | 107,07% | 107,07%
DJA | Raw | 70,04 | 209,08 | 209,08 | 301,7 | 301,7 | 405,03 | 405,03
Data | 378,3 | 378,3 | a78,3 | 378,38 | 378,3 | 3783 378,3

Catatan: Data mentah merupakan data dalam satuan triliun rupiah

Ketentuan terkait penghitungan realisasi IKU antara lain:

{1) Realisasi IKU diperhitungkan sesuai dengan periode pelaporan
[KU tersebut. Apabila periode pelaporan IKU belum jatuh tempo
namun sudah terdapat realisasi [KU, maka realisasi IKU dapat
diperhitungkan setelah mendapatkan validasi atasan langsung.

Contoh 1:

IKU *Nilai evaluasi birokrasi® periode pelaporannya tahunan
dengan frajectory pada trivulan [l Nilai sudah diterbitkan pada
Semester |, maka laporan pada Semester [ disesuikan menjadi:

Semester I

Target

Realisasi

Target tahunan

&80

80

80

= [KU ini merupakan IKU tahunan dengan target 80.

» Pada semester I, berdasarkan surat KemenPAN-RB pada tanggal
10 Juni 2020, nilai evaluasi birokrasi sudah diterima dengan nilai

80.

(2) Apakila

terdapat target

pada periode

pelaporan,

realisasinya belum tersedia antara lain karena:
kegiatan tidak dapat dilaksanakan akibat tidak adanya
permintaan dari customer/ stakeholder; dan/atau
hasil penilaian dari pihak eksternal organisasi belum
tersedia, maka realisasi TKU dianggap tidak tersedia [n/a)
bukan diberikan nilai O (nol). Penjelasan atas kondisi ini
harus dijelaskan dalam laporan.

\a)

{b)

TIATTILIT]
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Caontoh:

IKU "Indeks ketepatan waktu penyelesaian revisi dokumen
pelaksanaan anggaran. Pada tnwulan I tidak ada satker yang
mengajukan revisi anggaran, maka realisasi pada trowulan [
ditulis "n/a":

Triwulan IT

T n Realisasi Target tahunan

SREe———

a0 n/a an

Pada triwulan | tidak ada satker yang mengajukan revisi

anggaran sehingga realisasi tidak tersedia

Indeks Capaian IKU

Indeks Capaian IKU merupakan perbandingan antara realisasi

dan target setiap IKU dengan memperhitungkan polarisasi TKU.

Penetapan Indeks Capaian [KU dilakukan sesuai ketentuan

sebagai berikut:

(1)
2)
(3]

(4

Angka maksimum 120
Angka minimum 0.

Apabila dalam suatu IKU terdapat sub-TKU atau diukur dari
beberapa komponen/variabel, maka angka maksimum indeks
capaian sub-IKU atau komponen/variabel 120, dan angka
minimum 0.

Ketentuan TKU maximize atau minimize yang realisasinya tidak
memungkinkan melebihi target:

{a) Indeks Capaian IKU dapat dikonversi menjadi 120, dengan
ketentuan:

i. KU mengukur kualitas, waktu, atau biaya.

ii. Jumlah IKU vang dapat dikonversi maksimal 20%
dari total IKU dalam KK (1 IKU dari 5 IKU, dan
berlaku kelipatan).

iii. Memprioritaskan IKU caseading peta strategl (CF),
kemudian IKU cascading non peta, dan IKU non
cascading dalam pemilihan IKU vang dikonversi.

(b} Penghitungan indeks capaian IKU ditetapkan sebagai
berikut:

i. Apahbila realisasi IKU sama dengan target, dimana
target vang ditetapkan merupakan target maksimal
yang dapat dicapai, maka indcks capaian [KU
tersebut dikonversi menjadi 120.

Contoh:

Indeks Opini BPK atas LKPP dengan target WTP
(indeks 4 dari skala 4} dan realisasinya WTF (4), maka
indeks capaiannya 120,

4
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ii. Apabila realisasi IKU tidak memenuhi target, maka
indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi
(menggunakan rumus perhitungan polarisasi).

Contoh:

Indeks Opini BPK atas LKPP dengan target WTP
(indeks 4 dari skala 4) dan realisasinya WDP (3),
maka indeks capaiannya 75 (diperoleh dari 3/4*100).

(3} Formula penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis
polarisasi berbeda, sebagaimana penjelasan berikut:

(a)

(]

Polarisasi Maximize

Pada polarisasi maximize, kriteria nilai terbaik
pencapaian IKU merupakan realisas: yang lebih tinggi dari
target. Formula yang digunakan untuk menghitung
indeks capaian IKU sebagai berikut:

Realisosi
Indeles capatan (Kl = —— x 100
" ! Target

Contoh:

IKU *Indeks kepuasan publik atas layanan Kemenkeu”
target tahun 2020 sebesar 4,39 sedangkan realisasinya
sebesar 4,56, sehingga:

4,56
Indeks capailan IKU = ET x 1M = 103,87

Apabila IKU dengan polarisasi maximize memiliki
target minus (target < 0], maka penghitungan indels
capaian IKU menggunakan rumus sebagai berikut:

Realisast st
“Torget 1=

Indeks capalan IKU = [1 + (1 — T

Polarisasi Minimize
Pada polarisasi minimize, kntenia nilal  terbaik
pencapaian IKU merupakan realisasi yang lebih kecil darni

target. Formula yang digunakan untuk menghitung
indeks capaian IKU sebagai berilout:

Recdr'suji] 100
— i x
get :

\‘ Indeks capaian IKU = [1+ (1 — Tar
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Apabila indeks capaian IKU kurang dari 0 atau
menghasilkan angka minus, maka indeks capaian [KU
yvang diakui 0.

Contoh 1:

[KU “Tingkat downtime sistem TIK"® target tahun 2020
sebesar 0,10% sedangkan realisasinya scbesar 0,0101%,
sehingga:

Indeks Capaian [KU:
=|1+(1-0,0101%/0,10%}] x 100
= 189,9 (hanya diakw 120)]
Contoh 2:

[KU =Jumlah wajib pajak vang komplain® target tahun
2020 sebesar 10 WP, reahsasinya sebesar 21 WP,
schinggs:

Indeks Capaian IKU:
= [1+(1-21/10)] x 100
= - 10 [diakui 0}

Apabila IKU minimize memiliki target 0, maka indeks
capaian IKU dihitung dengan menggunakan bantuan
skala konversi. Skala konversi berkenaan mengacu pada
ketentuan sebagai berikut:

i. Skala konversi dibuat dengan ketentuan:

i} Realisasi terbaik sesuai dengan target yaitu
sebesar 0 dan setara dengan indcks capaian 100.

i) Realisasi terburuk merupakan realisasi terendah
vang dapat ditoleransi pada suatu [KU. Angka
tersebut ditentukan berdasarkan data historis,
hasil penelitian atau benchmark. Angka realisasi
terburuk harus dinyatakan secara jelas dalam
manual [KU. Realisasi terburuk setara dengan
indeks capaian 0, Skala konversi tersebut dapat
digambarkan sebagai berikut:

Realirasi g 100 Indeks
Terbaik Capatan
Indikator
Kimerju.
Fealisasi
Terburuk 0
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ii. Penghitungan Indeks Capaian IKU menggunakan
formula sebagai berikut:

Realizaszi terburuk — Realisosi

Indeks capaian (KT = Eeoliacel Terbiir x 100

Contoh:

7% — 2%
Indeks capaian 1K = g *100 = 71,42

IKU “Persentase pegawal yang mendapatkan

hukuman disiplin berat® memiliki target 0%,
Realisasi terbaiknya 0%

Realisasi terburuknya : 3%

Apabila realisasinya 1%, maka

3% — 1%
fdeks capaian KL = BT x 10 = 66,67

iii. Pada IKU dengan target IKU sebesar 0 tidak mungkin
terdapat realisasi lebih kecil dari 0 sehingga indcks
capaian maksimal IKU berkenaan 100. Penentuan
konversi IKU ini menjadi 120 mengikuti ketentuan

pada Indeks Capaian IKU.

Polarisasi Stabilize

Pada polarisasi stabilize, kriteria nilai terbaik pencapaian
IKU merupakan realisasi yang berada dalam suatu
rentang tertentu dibandingkan target. Formula yang
digunakan untuk menghitung indeks capaian IKU sebagai

berikut:

]4.1_1.,..1
I, =1, + = = (Cy — Cy_y)
B et Cast — Cpat ! ;

Grafik:

In = [mdeks capasan

mdste | [ = [ndeks capaian dibawahnpa

bner = Indeks capadan distenyns

Ca = Capaianawal = Realisasy Target %100
xa CTa = Capaban

= Apabila Realisasi> Target, maka
i i Cp = 100 = [Ca - 100)

s b adalah 200

&  Apabila Realisagi< Target maka Tp = Ca

Cna = Angka Capamn di bawahCn
> B Cyei= Angka Capaiandi atasCn
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Contoh 1: Realisasi < Target

IKU “Persentase Pengadaan Utang Sesuai Kebutuhan
Pembiayaan®™ memiliki  target 100%  sedangkan
realisasinya sebesar 95%,

Indeks capaian IKU dihitung sebagai berikut:
Cn = Ca = 95%/100% x 100 = 95

I:1.+1 - [I'I— 1

1 =]n_ 4 —
g i i'-:r|+1 = “:u—l

{En o= [:I:I—i::l

= 100 + £22% (g5 _ g0

100-30)
e 20
=100 -I-Ir—n{S:i
=110

Contoh 2: Realisasi > Target

IKU “Persentase Pengadaan Utang Sesual Kebutuhan
Pembiayaan® memiliki target 100%  sedangkan
realisasinya sebesar 101%.

Indeks capaian IKU dihitung sebagai berikut:
Ca = 101%/100% x 100 = 101

Cn = 100 - (101 - 100} = 93

o [r.|+1_1r|—1

Ih =l t AR (Cy = Cp)
= 100 + 22(99 — 90) = 100 47 (9)
- 118

d) Nilai Sasaran Strategis (N33)

Nilai 88 merupakan nilai konsolidasi seluruh indeks capaian TKU
dalam suatu 53 dengan memperhitungkan bobot IKU. Mckanisme
penghitungan NSS sebagai berikut;

(1] Menentukan Bobot IKU

Sistem pembobotan IKU pemilik peta strategi didasarkan
pada kualitas IKU yang dibedakan atas tingkat validitas dan
tingkat kendali sebagai berilout:

Tabel 6. Bobot Tingkat Validitas dan Kendali IKU
Level Validitas Level Kendali

Exact (E) 0.6 Low (L) 0,5

Proxy (P) 0,3 | Moderate (M) 0,3

Activity (A) | 0,1 High(H) | 0,2
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Bobot tingkat validitas dan kendali IKU dikombinasikan
menjadi bobot KU sebagaimana tabel berikut:

Tabel 7. Bobot IKU

E 7 A

H 11%

M | 21% | 14% | 9%
B 19%‘

Pemilik peta strategi tidak diperbolehkan memiliki IKU
dengan kombinasi exact-high atau activity-high atau activity-
lotu.

(2) Menghitung Bobot Tertimbang IKU
Bobot tertimbang IKU merupakan bobot KU
dibandingkan bobot seluruh IKU dalam 88 tersebut. Contoh
penghitungan bobot tertimbang sebagaimana ditentukan pada
tabel berikuat:
} Bobot Period
Nama Bobot " Crinde
("]
IKU A | Activity/ Moderate g 0/40 = 18,37 | triwulanan
KU B | Proxy/Moderate 14 14749 = 28,57 | triwulanan
IKU C | Exact/Low 26 26,/49= 53,06 | triwulanan
' Total 449 1007

*| Total bobot akhir harus 100%

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat IKU
yang belum waktunya dilaporkan dan belum terdapat realisasi
vang dapat divalidasi atau realisasi IKUnya tidak tersedia
(N/A), maka bobot TKU tersebut tidak diperhitungkan dalam
bobot tertimbang.

.
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Contoh:
Nissing Bobot Bobot IIHLF Eln:rhﬂt Periode
V/C vang diper- | Tertimbang laporan
IKU TKLT (%) : PEIE T
hitungkan (%) [KLT (%)
IKU A | Activity/ 9 - - | semesteran
Moderate
IKUB Proxy/ 14 14 14/40 = 35 | triwulanan
Moderate
IKU C Exact/ 26 26 26/40 = 65 | triwulanan
Low
Total 49 J 40 100~
*) Total bobot akhir harus 100%
(3) Menghitung Nilai 55
Nilai 88 diperoleh melalui penjumlahan selurub hasil
perkalian indeks capaian IKU dengan bobot tertimbang IKU
dalam satu S5.
Contoh:
al t
N I.t‘ld{;‘-!:fﬂ E_ﬂim Periode s
KU Capaian Tertimbang Pttt
TKU TKU (%) e
KU A - - Secmesteran -
IKU B 90 35 Triwulanan 31,50
IKU C 75 65 Triwulanan 48.75
N33 80,25

el

Nilai Perspektifl (Np)

Nilai perspektil merupakan nilai yang menunjukkan konsolidasi
dari seluruh NSS dalam 1 (satu) perspektil. Penghitungan Np
dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata NS5 dalam perspeltif

yang sama.

Np = £ NSS / E S8
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Contoh:
Perspektif/ S8 Np / NSS
Stakeholder 90
331 a0
Customer 89,5 = (99+80)/2
552 49
23 3 20
Internal Process 85 = (70+80+100+90)/4
S5 4 70
885 80
536 100
557 90
Learning and Growth 92.5 = (100+90+100+80)/4
S5 8 100
859 a0
s 10 100
83 11 BO

Apabila dalam suatu periode pelaporan, terdapat S8 yang tidak
memiliki nilai (n/a), maka 88 tersebut tidak dimasukkan dalam

perhitungan,
Contoh!
Learning and Growth 90 = (90+100+80)/3
85 8 nfa
839 90
- 8S 10 100
gall 80

Nilai Kinerja Organisasi (NKO)

Nilai Kinerja Organisasi menunjukkan konsolidasi dan seluruh
nilai perspektif atau seluruh realisasi IKU dalam satu Peta Strateg.
NKO digunakan untuk menilai kinerja unit atau pegawai yang
memiliki peta strategi.
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Formula menghitung NKO:

NHKO = [E (Np x Bobot Perspektif]]

Bobot perspektif di lingkungan Kementerian Keuangan
ditentukan sebagai berikut:

Perspektif Bobot Perspektif Bobaot
Stakeholder 0% Stakeholder/ Customer | 40%
Customer 209, atau | Internal Process 30%
internal Process 259 | Learning and Growth | 30%
Leaming and Growth Ao

Contoh penghitungan NKO:

Perspektif Np Bobot F;:ﬁr;;epekﬁf NE::;E}M:
Stakeholder 90 30% 27,00
Customer 895 20% 17,90
Internal Process a5 25% 21,25
Learning and Growth | 92,3 25% 18,50

Nilai Kinerja Organisasi 84,85

Apabila dalam suatu periede pelaporan, terdapat perspektif yang
tidak memiliki nilai [n/a), maka setiap perspektil dilakukan
pembobotan ulang secara tertimbang.

Contoh:

Np x

Perspektif Np Bobot Persepeltif (%) Bobot
Perscktif

Stakeholder nfa -

Customer 80,5 | 30,77 = 20/(20+25+25) | 25,54
mternal Process BS 38,46 = 25/(20+25+25) | 32,60

Leaming and Growth | 92,5 | 38,46 = 25/(20+25+25) | 35,58

Nilai Kinerja Organisasi 95,81

A
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Apabila dalam tahun berjalan terdapat adendum PK, maka
penghitungan NKO mengacu pada Perjanjian Kinerja awal tahun
yvang telah disesuaikan dengan adendum PK, dengan ketentuan:

(1) Apabila terdapat IKU yang ditambahkan/dihapuskan, maka
penghitungan NKO dilakukan setelah adendum menambahkan
atau menghapuskan IKU tersebut.

(2] Apabila terdapat target IKU yang berubah, maka penghitungan
NKO dilakukan setelah adendum dengan menggunakan target
yang telah diubah,

2} Nilai Kinerja Organisasi berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja (NKO
K3)

NKO K3 merupakan NKO berdasarkan Kualitas Komitmen Kinerja
yang telah ditetapkan dalam PK. Penilaian kinerja organisasi dikalibrasi
dengan memperhitungkan Kualitas Komitmen Kinerja [(K3) yang
menghasilkan output Nilai Kualitas Komitmen Kinerja (Nilai K3). Hal im
bertujuan untuk lebih merefleksikan kinerja riil dan mendiferensiasi
kinerja antar unit secara objektif. Penilaian K3 dilakukan sebelum
periode triwulanan pada saat KK ditetapkan berakhir.

Nilai K3 merupakan penjumilahan dari 2 {dua) unsur yaitu:

a) Nilai Kualitas IKU, dengan bobot 60% (enam puluh per seratus); dan

b) Nilai Kualitas Target IKU, dengan bobot 40% (empat puluh per
serafus).

Penilaian setiap unsur Nilai K3 pada PK dilakukan sebelum tanggal
31 Maret pada tahun berjalan, kecuali untuk penilaian K3 atas
perubahan/penetapan PK yang dilakukan setelah tanggal 31 Maret,
Penilaian K3 atas perubahan/penetapan PK yang dilakukan setelah
tanggal 31 Maret, dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak PK
ditetapkan.

Tahapan penilaian K3 dapat dijelaskan sebagai berikut:
a) Nilai Kualitas IKU

Nilai Kualitas IKU merupakan nilai yang mencerminkan kualitas
IKU dalam setiap PK. Nilai Kualitas KU dihitung dengan
membandingkan rata-rata Bobot Kualitas IKU terhadap Standar
Kualitas IKU. Tahapan penghitungan Nilai Kualitas IKU meliputi
penghitungan Bobot Kualitas IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas TKU,
dan Nilai Kualitas [KU,

i Bobot Kualitas IKU

Penghitungan Bobot Kualitas IKU dilakukan untuk seluruh
IKU yang telah ditetapkan dalam PK pada periode penilaian,
dengan mengacu pada Bobot IKU, yang merupakan kombinasi
antara tingkat validitas dan tingkat kendali, yaitu:

¢
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Tabel 8. Bobot Indikator Kinerja Utama

Dalam hal suatu IKU terdiri dari sub-IKU atau beberapa
komponen (variabel, maka penentuan Bobot Kualitas IKU
ditentukan berdasarkan bobot sub-TKU atau
komponen /variabel yang terbesar.

ii. Rata-Rata Bobot Kualitas [KU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas IKU dari seluruh
IKU vang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian, dengan
formula:

¥ Bobot Rualitas [KU
VLIKUdalam PK

Rata-rata Bobot Kualitas IKU =

1. Nilai Kualitas IKU

Nilai ini dihitung dari rata-rata Bobot Kualitas IKU
dibandingkan Standar Kualitas IKU. Standar Bobot Kualitas
IKU PK vaitu 14,5, Formula penghitungan Nilai Kualitas [kU:

Nilai Kualitas IKU= ——— 0 KU

‘ Rata-rata Bobot Kualitas IKU

Nilai Kualitas Target TKU

Nilai Kualitas Target KU merupakan nilai yang mencerminkan
kualitas target 1IKU dalam setiap PK. Nilai Kualitas Target IKU
dihitung dengan membandingkan rata-rata Bobot Kualitas Target
IKU terhadap Standar Kualitas Target [KU. Tahapan penghitungan
Nilai Kualitas Target 1KU meliputi penghitungan Bobot Kualitas
Target IKU, Rata-Rata Bobot Kualitas Target IKU dan Nilai Kualitas
Target IKU, dengan penjelasan sebagai berikut:

(1} Bobot Kualitas Target IKU

Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilakukan untuk
seluruh IKU yang ditetapkan dalam PK pada periode penilaian.
Penilaian Bobot Kualitas Target IKU dilalkukan dengan cara
membandingkan ada atau tidaknva peningkatan/penurunan
Kualitas Target IKU antara tahun penilaian dengan tahun
sebelum tahun penilaian. (tZ'
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Dalam  mengukur Kualitas Target KU, IKU

dikelompokkan menjadi TKU lama dan IKU baru.

()

(b)

IKU lama

IKU lama merupakan TKU yvang dapat dibandingkan
targetnya dengan target IKU pada tahun sebelum
penilaian, IKU lama harus memenuhi ketentuan schagai
berikut:

i. [KU berkenaan sudah dimasukkan dalam PK paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian pada
UPK yang bersangkutan dan memiliki manual IKU
vang bersifat identik. Manual IKU bersifat identik
apabila memiliki kesamaan definisi, formula
penghitungan, dan ruang lingkup;

fi. IKU berkenaan sudah ada pada PK atasan, paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian dan
baru diturunkan pada UPK yang bersangkutan pada
tahun penilaian dan memiliki manual IKU yang
bersifat identik (direct cascading); atau

iii, IKU berkenaan sudah ditetapkan dalam FK tahun
sebelum tahun penilaian dengan manual IKU bersifat
identik serta ditetapkan sebagai IKU secara periodil,
antara lain 2 (dua) tahun sekali, 3 (tiga) tahun sekali,
atau 4 (empat) tahun sckali.

Dalam hal besaran target atas penilaian bobot
kualitas target IKU tidak dapat merefleksikan atau
membandingkan ada atau tidaknya
peningkatan/penurunan target IKU antara tahun
penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian, besaran
target mengacu pada data mentah {raw data).

KU baru

IKU baru merupakan IKU yang tidak memenuhi ketentuan
sebagai IKU lama. IKU baru merupakan KU dalam PK
tahun penilaian yang memenuhi ketentuan berikut:

i. IKU berkenaan tidak ada dalam PK 1 (satu] tahun
sebelum tahun penilaian; dan/atau

ii. IKU berkenaan sudah ada pada PK UPK di atasnya
paling kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun
penilaian dan baru diturunkan pada KK
pojabat/ Pegawai yang bersangkutan pada tahun
penilaian secara indirect cascading.

Untult mengukur kualitas target TKU lama maupun IKU

baru, diperlukan data historis. Data historis merupakan data
vang menunjukkan realisasi IKU pada minimal 1 {satu) tahun
scbelum tahun penilaian, yang diperoleh dari dokumen atau
aplikasi yang menunjukkan realisasi IKU tersebut.

4
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Dalam hal target IKU dan data mentah (raw data) target
KU tidak dapat merefleksikan atau membandingkan ada atau
tidaknya peningkatan/penurunan target IKU antara tahun
penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian, malka
kriteria target IKU ditetapkan sebagai IKU baru tanpa data
historis.

Dalam penetapan dan pencapaian target, Pimpinan UPK
pada level di atas UPK yang bersanghkutan dapat menctapkan
suatu standar target bagi UPK dibawahnya. IKU terscbut
dikenal sebagai IKU kolektif.

IKU kolektif merupakan [KU wyang dimiliki oleh 2
(dua)/lebih UPK pada level yang sama, dengan ketentuan IKU
memiliki kesamaan dalam variabel pengukuran dengan objek
yang diukur berbeda, namun dalam penetapan target IKU
dizamalkan.

IKU kolektif dapat berupa IKU yang targetnya ditentukan
herdasarkan standar pelayanan (misal S0OP) atau IKU yang
targetnya ditetapkankan sama untuk beberapa UPK sesual
kebijakan UPK di atasnya.

Penetapan Bobot Kualitas Target IKU lama maupun [KU
baru untuk setiap polarisasi sebagai berikut:

(a) IKU dengan polarisasi maximize

Bobot Kualitas Target IKU dengan polarisasi maximize
sesuai kriteria sebagaimana tabel berikut:
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Tabel 9. Bobot Kualitas Target IKU Maximize
Kriteria Target IKU
1KLL Lama 1KLL Baru
a 1Y nonkolektil KU kolektif Memiliki data historis HB-:JE;ut
g | Apahila dalam dua Apabila: Apabila dalam dua tahun; Apabila: , - ualizas
3 | tahun: 1. Tidak memenuhi; 1. Tidak memenuhi: o | ke | arger
T > 1,25 dan % =125 %5--1 > 1,25 dan f_"ﬂ-} 1.25; atau %:f:-} 1,25 dan E =125 % > 1i5 dan :ﬁ > 1.25; atau nonkelektifl B Salesf
- 2. Tidalk ada (K., danjatan K. ) 2. Tidak ada [Ri_y dan/otau & ..
T T v = :
1 | 24— <ngs T<T,. < 0,95 g <095 < 0,95 Bobot IKU <9 | ol
o ‘ By g “et oty =44 Bobet TED = 16
T Bobol = ;
*: - —— o :
2. |09s= RS 1 T Toiy 0,95 < 1 Ful, 095 5 < 1 [095=< A 1 ot poin
r T 11 poin = Bobot
T= R 1-1:1.,—_1£1_.ﬂ5 T'=E|;_-| I{E.—‘LEI.UE T“RJ—I_ THR¢_| KU < 13 poin
1KLL memenuhi kriteria mengukur wekiu apebila mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekecjaan sesual standar waktu yang Contoh 1L )
3. | telah ditetapkan. Untuk IKU ini diukur dengan gesuai dengan [KU Lama Non Keolekctif dengan Targe: dibandingkan standar wakiu. * Porsentase penyelesainn rekomendasi BPK 3 poin
KU yang realisasinya tidak dapat melebihi target maksimal, dengan syarat tepat wakiy
+ KU mengukur kualitas dan wakiu; dan Target: 100% < target maksimal
+  Target IKU merupakan target maksimal, . ¥ T
T T T 14 poin = Bobot
— i 1« —=105 105 = 1,14 1<—x= 105 1=—=105 p .
4 |1ER SIS 105 < g—= 1.10 S B - o IKL s 20 poin 4 poin
IKU yvang targetnys ditetapkan berdasarkan Undang-Undang [UU) yang mengatur tentang batas wakiu wakia,
T T T T T T Bobot [KU 2 21 :
— — > L1b = 1,05 =— > 1,10 — 2 105 =— 1A% I O pain
5 | Res A Teen ? |7 Fiy Res g poin

‘]“l":UI.I'IHl vang memiliki karateristik target khusus

Catatan: T

= Target IKU tahun penilaian

Ty = Target IKU 1 {zatu) whun sebelumnya
T = Target IKL 2 {dua} tahun sebelumnym
fip_y = Realisasi IKU 1 (satu} tabun sebelumaya

Ry = Realisas] IKU 2 (dua) tahun sebelumnya
Ti—y = Rata-rata target TKU 1 {zatu] tahun sebelumnya

entar unit/ Pegawai

pemilik peta) yang memilika [KU kolektil

1 (satu) level jdalam sata

[KU kolekl

Ti—z = Bata-rate target [KU 2 [dua) tahun sebelumnya antar unit/ Pegawai
1 (satu) lewel (dalam satu pemilik peta) yang memiliki TKU kobekaf

ffp_y = Rata-rata realisasi IKU | (satu) tahun sebelumnya antar
unit/Pegawai 1 [satu} level [dalam satu pemilik peta) yang memilild

Bobot [KU untuk IKU baru tidak memiliki data historis merupakan bobot Kualitas IKU tanpa pembatasan jumlah CP,

g
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(b} TKU dengan polarisasi minimize
Tabel 10, Bobot Kualitas Target IKU dengan polarisasi Minimize
Kriteria Target [KU
[KL lama KU Baru
LKL nomkenlekoil TEL ketlebetil Memiliki data histaris
'© | Apabila dalam dua tahun: Apahila: Apablla dalam dua Apabila: Bobot
B L 1. Tidalk memenhi: tahun: 1. Tidak memenuhi: e
£ 1+|1-(3)) =125 dan i = = e i | Kualitas
3 ] 14 {1 - [ﬁ]} > 1,25 dan 14 (1 = (5= ] »>125dan| 1+ (1 - [f}]' > 1,25 dan KU s | ate hlatosts. | TRIEEE
1+ 1= (223)) > 125 g % nonkolekeif
- 1+{1_|:I;}):1.zs;mu 1+{1—{§—_':':|:]:=1.zs 1+(1—|:ﬁ):—1.25;hw.t
ey 2. Tidak ada (R;_; danfatan B_.] - 2. Tidnk ada (B, dan/atau B .0
Y ; T T Bobot TKLI = &
1 RE_I}LII]' =T E:} Lio T Fei o = 1,10 -ﬁ:}i.m i | poin
T T T T Bobat IKL = 10 ;
d. | IS=—muxL1L1 Te= T 1€=—=110 T=T. 1<=—=110 |1<=—=<110 ; 2
fia i R g e Ry i R pein i
. E T = - 11 poin 5 Bobot
T=H8, 0905 —<1 T=Fy 0305 F—<1 T =Ry =R KU % 13 poin
LEV memenubd kritens mengubur wakiu apabila mengubour kecepaten dan lama penyelesaian pekerjaon sesual standar woakiu vang telah ditetaghban. Untuk THU Conteh KL
3. | ind diukur dengan sesuai dengan [KU Lama Non Kolektif dengan Tasget dibandmgloan stamdar walo. * Persentase layanan yang tadak dipenuhi 3 poin
[E yang realisasinya tdak dapat mebsbdhi target maksimal, dengon syarat: tepal WAk
[KU mengubiur loualitas den walkte; dan Target © 0% ¥ tarpel maksimal
«  Target KL merapabian target maksimal -
i T T i T il 14 poin < Baksl
a 0,90 = [ L | iH5 EE < (0,90 0,90 = E: o 1 0,85 = ;ﬁ: < (L5 90 E-‘: 1 0,90 = -IE:-EC 1 IKU = 20 poin ¥ pode
KL/ TR yeag targetnva ditetapkan berdasarkan Undang-Undang (UU) ¥ang mengatiie Dentang batas waki.
e L = 015D L < 0.B% HT'_ < 0,90 :FT— < {LA5 L{ 0, 94¢ ! < A Sobot TN = o poin
Bl =1 Tr—y e Te1 Ry_g :#: 21 poin
IKU TR yang memilils karateristik target khusue (dijelaskan poda butir B Ld, 130,
Caratan T = Target IKL! tahun penilsdan fip_y = Realisas) TR 2 {dua) talan sebelumnya

Ti-p = Targer TKU 1 {saiu) tahun sebelumaya,
Ti.g = Target IKU 2 {dua| tahun sehelumnya
&;_, = Realisasi [EU 1 {satu) tahon sehelumnye

Ti-p = Rata-rate target 1KU 1 (st} tahun sebelumnya antar unit
fpegawai 1 [sarm) Jeved idalam satu pemilik petal yang
memitiki KU knlekril

level fdalam satu pemilik peta) yang memilik [XU kolekuf

T, = Rata-rata targes KU 2 jdua) behun sebelumnya antar woil/ Pegawai 1 {satu}
Level [dalam satu pemilik peta] yomg memilibs [EKL loal=ktl
f._i = Rata-rata realdaasi IEW 1 (satu) tehun sebelumnya antar wnit) Pegawal 1 {seatu)

Bobot IKU untuk IKU baru tidak memiliki data historis merupakan bobot Kualitas IKU tanpa pembatasan jumlah CP.

4



[e) IKU dengan polarisasi stabilize

IKU dengan polarisasi stabilize dibert Bobot Kualitas
Target KU sebesar 3 (tiga) poin.

Dalam penctapan Bobot Kualitas Target [KU pada IKU
maximize dan [KU minimize dikenal [KU yang memiliki
karakteristik target khusus. IKU yang memiliki karakteristik
target khusus merupakan IKU vyang ditetapkan oleh
Koordinator Kinerja Organisasi UPK-One sebagai IKU yang
memenuhi karakteristik sebagai berikuat:

(a) TEU wyang targetnya ditetapkan berdasarkan Undang-
Undang (UU) dengan target selain batasan waktu;

(b) IKU dengan target maksimal yang diukur dari hasil
penilaian  institusi  pubhk  mimimal  setingkat
Kementerian; atau

1] KU yang memiliki kecenderungan capaian stabil dengan
ketentuan:

i IKU yang memiliki karakteristik:

i} IKU yang realisasinya diukur dari hasil survei
atau penilaian pihak cksternal (stakeholder atau
pengguna layanan atau pihak cksternal pemilik
peta); atau

ii) [KU CP dari Kemenkeu-Wide vang memiliki
tingkat kendali low; dan

ii. Deviasi antara realisasi dan target selama 2 [dua)
tahun berturut-turut = 2,5% vang dihitung
berdasarkan mekanisme sebagai berikul:

TKU nonkolektii IKU Kolektil
Eﬁl-}'Tl-il < 2.5% |R|-‘2'T|.i'| < 2.5':.9‘“ |
Tz Tia
dan dan |
T £
IRy 1-Thal 2 5% |Hr-] T|-1| 5 2,5% |
Tis Te1

iii, Target IKU tahun penilaian (Tt) yang ditetapkan z
target IKU 1 [satu) tahun sebelumnya (Tt-1).

Penetapan KU yang memilili karakteristik target khusus
bagi UPK-One-Tweo-Three dilakukan oleh Koordinator Kinerja
Organisasi UPK-One dan disampaikan kepada Sekretarat
Komite Manajemen Kinerja.

Dalam hal suatu IKU terdiri dari sub-IKU atau beberapa
komponen/variabel, maka penentuan kualitas target [KU
ditentukan berdasarkan bobot sub-IKU atau
komponen /variabel yang terbesar,



Bobot Kualitas Target IKU yang memiliki target kKhusus
dapat ditambah bobotnya apabila memenuhi ketentuan

berikut:
fa) IKU nonkolektif
Ketentuan Penambahan
TKU Maximize IKU Minimize Bobot
IKU yvang memenuhi semua | [KU vyang memenuhi
ketentuan berikut: SEMUE ketentuan
a. 1,05<=1< 1,10 berikut:
t-1 T
= -L- 0.95 :
b. 1,05 <- T; < 1,10 a. 0,90 < 0, 0,5 poin
ki b. 0,90 = < 0,95
e, 1,05 -h—"u 1,10 uurm:ud-
c. 0,90= e 0,95
IKU vang memenuhi semua | [KU }ﬂang memenuhi
ketentuan berikut: Semua ketentuan
i (l ~1,05 dan be“f‘"
a. [—4=0,95dan
e - ,05 dan (“t
S <0,95 dan
G} M GE) Tuu,.u:_'.rnjn
o LI 95}
b. (Ri—ﬂ,lﬂ atan Lk
b, (—el} 90 atau 75 poi
- It =1,10 atau By 0,75 poii
iy 20,90 atau
Lil,iﬂ) Tuu,lr-amjn
i 20,90)
. (E'-}I.ID atany t
o B (—‘ <0,90 atau
T =1,10 atau By
e " 0,90 atau
Ttay lﬂ) TymfRenja
TL 1 J__ ﬁl:l, 9{})
Te-1
IKU yang memenuhi semua |IKU yang memenun
ketentuan berikut: semua ketentuan
a -t =1.10 b:rﬂ-:ut
" R '
. — = 0,90 i
b. —t 1,10 aﬁ.s{ 1 poin
iy T T
&, e 5 110 TuusRenja
-1 " % <0.90
Ti = Target IKU tahun penilaian
T = Target IKU 1 {satu) tahun sebelumnya
TuujRenja = Target IKU sesuai UU/Renja tahun penilaian
Ry = Realisasi IKU 1 [satu) tahun sebelumnya
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Sal o
(b) IKU kolektif
Ketentuan Penambahan
KU Maximize [KU Minimuze Bobot
IKU yvang memenuhi semua | [KU  yang memenuhi
ketentuan berikut: SEImMLa ketentuan berikut:
T
b, 1,05 R L= 1,10 b. 0,90 = = (.95
LI..I.n'El:v.:nj- Tuu;rcmj.
c. 1,05<zt L< 1,10 -th.
KU YAng memanuhi semua | [KU  yang memenuhi
ketentuan bernkut: semua ketentuan berikut:
T
” [m 51,05 dan " (E-L:D.QE dan
_ 1,05 dan 20,95 dan
Tuu;F:mn T enja
Ty N
7->1,05) 7-<0,95)
Ty T
b [Eﬁl,lﬂ At b, (m— >0,90 atau 3 ek
T 21,10 atau - >0,90 atau
ULl Remja UL Rerijia
:~L51,10J _—aﬂ.';ﬂ)
T|.| i-1
IT‘I.
" (R. ->1,10 atau " (E‘D'QD atau
21,10 atau " +0,90 atau
Tyuir) Renjn TuwRenja
o) £ o)
1- £
IKU yang memenuhi semua | [IKU  yang memenuhi
ketentuan berikut: semua ketentuan berikut:
T, T _
a. B = 1,10 a. R = 0,90 1 poin
b 3110 b, —— < 0,90
Ty sema Tl:'l.l.l'll:l:r.ui
. ,,T—1 > 1,10 e —‘ < 0,90
Te = Target IKU tahun penilaian
Ty = Standar target IKU 1 (satu) tahun sebelumnya
Tuul,l Renja = Target IKU sesuai UU;REH_]E. tahun Fl.‘-l'lul].ﬂ.l.ﬂn
Ri1 = Standar Rata-rata realisasi IKU 1 (satu) tahun

sebelumnya antar unit/Pegawai 1 (satu) level {dalam
satu pemilik peta) yang memilila IKU kolektif

#
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(2) Penghitungan Rata-Eata Bobot Kualitas Target IKU

Rata-rata bobot kualitas target dalam suatu PK dihitung
dengan formula:

Rata-rata Bobot Kualitas Target [KU =

¥ Bobot Kualitas Target TKU }
Y IKU dalam PK

(3) Penghitungan Nilai Kualitas Target IKU
Nilai Kualitas Target IKU dihitung dengan formula:

Nilai Kualitas Target [KLI=

Rata-rata Bobot Kualitas Target [KU
Standar Kualitas Target IKU

Standar kualitas target IKU PK sebesar 3.
) Nilai K3
Nilai K3 dihitung dengan formula:

Nilai K3 = (Nilal Kualitas IKIJ x 60%}) + (Nilai Kualitas Target IKU x 40%)

d) NKO K3
NKO K3 dihitung dengan formula:

NEO K3 = NKO x K3

Mekanisme penghitungan NKO dan NKO K3 berlaku bagi
penghitungan nilai hasil kerja utama pada Staf Ahli Menteri Keuangan,
Stal Khusus, Tenaga Ahli, dan Tenaga Pengkaji.

Predikat Kinerja Organisasi

Kinerja yang dicapal organisasi diberikan predikat kinerja
organisasi sebagai acuan dalam penetapan scbaran predikat kinerja
pegawal. Penetapan predikat kinerja organisasi berdasarkan capaian
kinerja organisasi berupa NKO dan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a) NKO dinyatakan dalam predikat:
(1) Istimewa;
(2) Baikg
{3) Butuh Perbaikan;
(4) HKurang; atau
(3) Sangat Kurang.
bl NEKO vang digunakan untuk evaluasi kinerja pegawal terdin atas:

(1) NEKO periodik yang digunakan untuk menetapkan predikat
kinerja periodik pegawai, dan

(2) NEKO tahunan yang digunakan untuk menetapkan predikat
kinerja tahunan pegawai. ,._‘3
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c) Predikat kinerja organisasi baik periodik maupun tahunan sesuai
denpan tabel sebagai berikut:

Predikat NKO
Istirmewsa =100
Baik 90 < NKO = 100
Butuh Perbaikan 70 < NKO < 90
Kurang 50 < NKO < 70
Sangat Kurang =50

Berdasarkan Predikat Kinerja Organisasi, dapat ditentukan pola
distribusi kinerja pegawai yang akan digunakan scbagai pertimbangan
Pejabat Penilai Kinerja. Contoh pola distribusi kinerja pegawai schagai
berikut:
a] Predikat Kinerja Organisasi Istimewa
Apabila predikai kinerja unit organisasi istimewsa, maka dealnya
sehagian besar pegawail predikat kinerjanya “Sangat Baik", dengan

tidak menutup kemungkinan terdapat pegawali yang predikat
kinerjanya "Baik", “Butuh Perbaikan", "Kurang/Misconduct',

dan/atau "SBangat Kurang”.

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAL
DENGAN PREDIEAT KINERJA ORGANISASI ISTIMEWA

Frelkuensi
Pegawai

Sangat Kurang,/ Butuh Baik Sangat
Kurang Misconduct Perbatkan Baik

Predikat Kinerja Pegawai

b] Predikat Kinerja Organisasi Baik
Apabila predikat kinerja unit organisasi "Baik”, maka idealnya
Sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Baik™ dengan tidak

menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat kinerjanya
“Sangat Baik”, “Butuh Perbaikan”, “Kurang/Misconduct’, dan/atau

“Sangat Kurang’.
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KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAL
DENGAN PREDIEAT KINERJA ORGANISASI BAIK

Frekuens:
Pegawai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sangat
Kurang Misconduct Perbaikan Baik

Predikat Kinerja Pegawai

¢] Predikat Kinerja Organisasi Butuh Perbaikan
Apabila predikat kinerja unit organisasi "Butuh Perbaikan®, maka
idealnya sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Butuh
Perbaikan™ dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai
yang predikat kinerjanya “Sangat Baik", "Baik”,
“Kurang/ Misconduct”, dan/atau “Sangat Kurang’.

KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINER.JA PEGAWAI
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI BUTUH PERBAIEAN

Frekuensi
Pegawai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sa.n._gat
Kurang Misconduct Perbaikan Baik

Predileat Kinerja Pegawai
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d) Predikat Kinerja Organisasi Kurang
Apabila predikat kinerja unit organisasi “Kurang®, maka idealnya
Sebagian besar pepawai predikat kinerjanya “Kurang/ Misconduct”
dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang prediloat
kinerjanya “Sangat Baik", “Baik”, *Butuh Perbaikan”, dan/atau
“Sangat Kurang”.
KURVA DISTRIBUS] PREDIKAT KINERJA PEGAWAI
DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI KURANG

Frekuensi
Pegawai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sangat
Kurang Misconduct Perbaikan Bailk
Predikat Kinerja Pegawai
e} Predikat Kinerja Organisasi Sangat Kurang
Apabila predikat kinerja unit organisasi *Sangat Kurang®, maka
idealnya Sebagian besar pegawai predikat kinerjanya “Sangat Kurang”,
dengan tidak menutup kemungkinan terdapat pegawai yang predikat
kinerjanya “Sangat Baik”, “Baik”, “Butuh Perbaikan®, dan/atau
“Kurang/ Misconduct”.
KURVA DISTRIBUSI PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

DENGAN PREDIKAT KINERJA ORGANISASI SANGAT KURANG

Frekiensi
Pegawai

Sangat Kurang/ Butuh Baik Sangat
Kurang Misconduct Perbaikan Baik

Predikat Kinerja Pegawai Iu@
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Evaluasi Kinerja Pegawal

Evaluasi kinerja pegawai dilakukan terhadap hasil kerja dan perilaku kerja

pegawai vang menghasilkan Nilail Kinerja Pegawail dan Predikat Kinerja Pegawan.

1)

2

3

4]

2]

Ketentuan terkait pelaksanaan evaluasi kinerja pegawai meliputi:

Dalam hal atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan
cvaluasi kinerja pegawai hingga melebihi jangka waktu penilaian kinerja
periodik/tahunan pegawai, maka evaluasi kinerja pegawai dilakukan oleh
atasan dari Pejabat Penilai Kinerja dan hasil evaluasi berkenaan bersifat
final,

Dalam hal atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja berhalangan
tetap atau sementara maka dapat memberikan wewenang kepada Pelaksana
Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) untuk melakukan evaluasi kinerja

pegawai,

Pejabal fungsional dapat memperoleh mandat kewenangan sebagal Pejabat
Penilai Kinerja sepanjang pejabat fungsional vang bersangkutan memimpin
unit kerja atau unit kerja mandiri atau memiliki fungsi supervisi.

Pejabat fungsional selaku ketua tim/kelompok kerja dapat melakukan
evaluasi kinerja atas [KI yang mengukur hasil kerja tertentu dari
tim/ kelompok kerja dimaksud, serta dapat memberikan rekomendasi
evaluasi perilaku kerja anggota tim/ kelompok kerja kepada Pejabat Penilai
Kinerja.

Pejabat struktural selaku unit pembina instansi dapat melakukan evaluasi
kinerja atas IKI yang mengukur hasil kerja tertentu dari pejabat fungsional
binaannya, serta dapat memberikan rekomendasi evaluasi perilaku kerja
anggota tim/kelompok kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Evaluasi kinerja pegawai dibedakan berdasarkan waktu pelaksanaannya,

meliputi:

1)

2]

Evaluasi kinerja periodik pegawai [evaluasi siklus pendek), vang dilakukan
setiap periode tertentu dengan mempertimbangkan nilai kinerja organisasi
periodik pada periode tersebut; dan

Evaluasi kinerja tahunan/akhir pegawai (evaluasi siklus penuh), yang
dilakukan paling lama akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2
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Gambaran besar mekanisme evaluasi kinerja di Kementerian Keuangan

sebagal beriloat.
Gambar 16. Mekanisme Evaluasi Kinerja

(- 1

Haw Daia
)
Realisasi
LA
L
Indeks Capaian
TECLI /1K
CKP
Milai HET Milai HKLU o
(max. 15) {max 105) | & [ Hili. 3
Rating Hasil Kerja ~—|_HH]-E (O (e l‘[.‘_f._"..-F
Milai Sasaran
» b Strategis
Rating Perilaioa
-k MPK |30%)

' ' Nilai Pesapekiif
Milai HEKT MEO" g MNilai Kinerja

Predikat Nilui Kinetfa ey 49 kb.. Organisas] _)
Hinerja Pegawal
Pegawai INEF)

Masional | Internal
“Untuk NKO selain Menteri Keuangan, Walkil Menteri Keuangan, dan Pejabat Fimpinan Tinggi Madya,
dan Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan,

Cutput evaluasi kinerja pegawai terdiri dari Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan

Predikat Kinerja Pegawai. o
Mekanisme penghitungan Nilai Kinerja Pegawai (NKF) dan Predikat Kinerja
Pegawai schagal berikut:

a. Nilai Kinerja Pegawai [NKP)

Nilai Kinerja Pegawai merupakan akumulasi atas Nilai Hasil Kerja (NHK) dan
Nilai Perilaku Kerja (NPK), dengan formula:

= [NHK x 70%) + (NPK x 30%%}




1}
2
3
4)
5)
6)

1)
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Nilai Kinerja Pegawai bersifat rahasia dan hanya dapat diakses oleh:
Pegawai yang dinilai;
Atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja;
Atasan dari atasan langsung sebagail Pejabat Penilail Kinerja;
Pejabat vang menetapkan Dolkumen Hasil Evaluasi Kinerja pegawai;
Pengelola kinerja di lingkup unitnva dan unit atasnya secara berjenjang;
Pejabat yang menangani bidang kepegawaian, organisasi, dan keuangan
di lingkup unitnya.

Tahapan evaluasi kinerja pegawai dapat dijelaskan sebagai berikut:

Nilai Hasil Kerja {NHE) / Capaian Kinerja Pegawai [CKF)

Merupakan konsolidasi capaian seluruh Nilai HEU dan Nilai HKT
pada Dokumen Perencanaan Kinerja yang wajib discpakati dalam
proses Dialog Kinerja serta memperhitungkan K3. Evaluasi hasil kerja
dilakukan sccara periodik dan tahunan, NHE/CKP tahunan

merupakan nilai akhir capaian IKI seorang pegawai dalam 1 (satu)
tahun kalender.

Ketentuan terkait NHK/CKP sebagai berikut:

g) NHEK/CKP Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Unit Organisasi
Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Menteri Keuangan, dihitung sesuail perhitungan Nilai Kinerja
Organisasi (NKO) dengan mempertimbangkan K3 yang memiliki
nilai maksimal sebesar 120.

NHE/CKP = (NKO x K3)

b) NHE/CKP Pimpinan UPK sclain sebagaimana tercantum pada
huruf a) dan Tenaga Pengkaji dihitung sesuai perhitungan Nilai
Kinerja Organisasi (NKO) dengan mempertimbangkan K3 serta
nilai Hasgil Kerja tambahannya. NKO K3 yang digunakan dalam
perhitungan NHK/CKP maksimal sebesar 103,

I NHK/CKP = (NKO x K3) + Nilai HKT I

c] NHE/CKP Non Pimpinan UPK dihitung dengan tahapan:

(1) Indeks Capaian 1Kl pada HKU:

Indeks Capaian IKI dihitung berdasarkan ketersediaan
data realisasi sampai dengan periode penghitungan
sebagaimana ketentuan penetapan indeks capaian IKU.

Indeks Capaian dari setiap IKI pada HKU akan dikonversi
menjadi Umpan Balik Berkelanjutan dengan ketentuan
sebagai berikut: F
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(c)
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Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai =100 (diatas
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperts
“Wow luar biasa. Terima kasih atas kinerjamu.”

Apabila Indeks Capaian tiap IKl bernila: 90 £ x = 100
(sesual ekspektasy), diberikan Umpan Balk dengan
klausa seperti “Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan
lagi kinerjamu, ya."

Apabila Indeks Capaian tiap 1Kl bernilai <90 [dibawah
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
“Yuk, kita diskusikan lagi rencana kedepan. Jangan
menvyerah, Saya tahu kamu bisa.”

Dalam hal atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja

bermaksud memberikan Umpan Balik Lanjutan yang bersifat
khusus, maka dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai
berikout:

&)

(B)

el

realisasi progres (untuk hasil kerja yvang belum selesai
pada periode tersebut) danj/atau realisasi alhir (untuk
hasil kerja wvang telah selesai pada periode tersebut]
beserta data dukungnya vang relevan untuk setiap
rencana hasil kerja;

seluruh umpan balik yang diterima pegawai beserta data
dukungnya vang relevan atas hasil kerja pegawai;
dan/atau

pola distribusi predikat kinerja pegawai berdasarkan
capaian kinerja organisasi (predikat kinerja organisasi)
dan membandingkan hasil kerja antar pegawai
berdasarkan kontribusi  pegawai  terhadap kinerja
OTEANISAS].

(2] Bobot Tertimbang IKI pada HKU:
Bobot tertimbang dihitung berdasarkan:

{a]

(b)

(c)

(d)

bobot [KI dibandingkan bobot seluruh 1Kl dalam 1 (satu)
SKP, dengan ketentuan bobot IKI yang dikonsolidasi
merupakan IKI yang memiliki indeks capaian [KI,

indeks capaian [Kl sebagaimana dimaksud pada huraf {a),
merupakan IKI yang dihitung dengan menggunakan
realisasi IKI;

bobot 1Kl Cascading Peta Strategi (CPF) mengacu pada
tabel 7 bobot IKU pada Pimpinan UPK;

bobot IKI Cascading (C) dan IKI Non-Cascading (N)
diberikan sebesar %%.



Contoh:

Pegawai menghitung bobot tertimbang Kl pada SKPnya
untuk Evaluasi Kinerja Q2:

2105-

1K1 v/C Bobot IKI | Bobot tertimbang [KI
(el (8]
Activity —
IKI A (CP) Q32 x 100 =28,13
Moderate
Proxy -
IKI B [CF) 14 14/32 x 100 =43 .75
Moderate
1K1 C (C) Qr32x 100 =28,13
IKI D (N)
IKI E [M)
Total

(3) Nilai HKU

Nilai HKU merupakan penjumlahan seluruh hasil perkalian
bobot tertimbang IKI dengan Indeks Capaian IKI dengan batas
nilai maksimal sebesar 105.

Seluruh IKI dihitung dengan berdasarkan realisasi IKl pada
periode tersebut atau realisasi [KI periode sebelumnya, dengan
penghitungan scbagai berikut:

Nilai HKU = (I{bobot tertimbang x Indeks Capalan TKI )

Contoh:
Bobaot Indeks
: y Bobot tertimbang TKT x

Nama [Kl | tertimbang | Capaan

K (%) K] Indeks Capaian TKI
IKI A |CP) 28,13 100 28,13 x 100 = 28,13
[KI B [CF) 43,75 110 43,75 x 110 = 48,13
KT ) 28,13 B0 28,13 x BO = 22,50

Nilai HKU 98,75
(4) Nilai K3

Penilaian K3 pada HEKU pepawal bertujuan untuk lebih
merefleksikan kualitas kinerja dan mendiferensiasi kinerja

antar pegawai

seCara

objektif. Nilai K3 merupakan

penjumlahan dari 2 {dua) unsur yaitu Nilai Kualitas IKI pada
HKU dengan bobot 60% (enam puluh per seratus] dan Nilai
Kualitas Target IKI pada HKU dengan bobot 40% (empat puluh

&
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per seratus). Ketentuan penilaian K3 pada NKO K3 berlaku
secara mutatis mutandis terhadap penilaian K3 pegawal
dengan penyveseuain sebagai berikut:

2]

(b)

(d)

(€]

Bobot kualitas IKl Cascading Peta (CP] mengacu pada
ketentuan bobot TKU yang merupakan kombinasi antara
tingkat validitas dan tingkat kendali;

Jumlah maksimal IKI CP yang dapat diperhitungkan
dengan bobot [KU CP sebagaimana dimaksud pada butir (a)
malksimal sebanval:

i, 40% (empat puluh per seratus] dan total IKI
[pembulatan ke bawah) untuk Pejabat/Pegawai 1
(satu) level di bawah pemilik peta strategi/Pimpinan
UPK, dan Pejabat Fungsional setara Eselon Il yang
menjalankan  fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level vang lebih rendah;

ii. 20% {dua puluh per seratus) dari total IKI (pembulatan
ke bawah) untuk Pejabat/Pegawai 2 (dua) level di
bawah pemilik peta strateg/Pimpinan UPK selain
pelaksana (Pejabat Fungsional Umum) dan Pejabat
Fungsional setara Eselon IV yang menjalankan fungsi
manajerial dan pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yvang lebih rendah, dan Pejabat Fungsional
yvang tidak menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat pada level yang
lebih rendah; dan

iii, 0% f(nol per seratus) dari total IKI untuk
Pejabat/Pegawal 3 (tiga) level di bawah pemilik peta
strategi/Pimpinan UPK, Pegawai vang menduduki
jabatan pelaksana, dan Pejabat Fungsional sctara
Pelaksana yang berada di bawah pembinaan Pejabat
Fungsional yang menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat pada level yang
lebih rendah;

Penctapan IKI sebagai [KI CP scbagmimana dimaksud
ditentukan berdasarkan prioritas sesuai urutan nomor 1K1
dalam SKP;

[KI CP yang melebihi batas maksimal sebagaimana
dimaksud pada huruf (b) di atas dihitung sebagai [KI Non-
Cascading;

Bobot Kualitas 1Kl vang dihitung sebagai IKI N, IKI C, dan
IKI CP yvang dihitung sebagai IKI N sebesar 9 (sembilan]
poin;

g
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(i Bobot Kualitas IKI N, IKI C, dan IKI CP yang dihitung
sehagai IKI N dapat ditambah apabila memenuhi ketentuan
sv:baga_l berikut:

(2}

Bi.

iil.

1v.

Fenambahan bobot sebesar 1 (satu) poin apabila tingkat
kendali IKI moderate atau lowus,

Penambahan bobot sebesar 1 (satu) poin apabila IKI
berkenaan mengukur kualitas/mutu dan/atau wakiua;

IKI memenuhi kriteria mengukur kualitas/mutu
apabila:

i} mengukur mutu atau tingkat/kadar baik/buruknya
hasil pekerjaan;

i) mengukur akurasi/deviasi hasil pekerjaan;

iii) mengukur nilai nominal/ persentase nominal rupiah
berkenaan dengan pengelolaan fiskal,

iv) mengukur tindak lanjut rekomendasi reviu/audit
eksternal unit permilik peta strategi; atau

v) mengukur penyelesaian kebijakan yang minimal
ditetapkan oleh Pimpinan UPk-One,

IKI memenuhi  krteria mengukur waktu apabila

mengukur kecepatan dan lama penyelesaian pekerjaan.

Dalam mengukur kualitas target IKI, IKI dikelompokkan
menjadi 1K1 lama dan [KI baru:

IKI lama

IKI yang dapat dibandingkan dengan targeinya dengan

tahun sebelum penilaian disebut IK] lama. [KI lama

merupakan IKI dalam SKP tahun penilaian yang
memenuhi ketentuan sebagai benkut:

i} IKI berkenaan sudah dimasukkan dalam SKP paling
kurang 1 (satu} tahun sebelum tahun penilaian
pada SKP Pejabat/Pegawai yang bersangkutan,
peers, Pejabat/Pegawai lain sebelumnya pada
kedudukan yang sama, atau bawahan, dan memiliki
manual IKI yvang bersifat identik. Manual [KI bersifat
identik apabila memiliki kesamaan definisi, formula
penghitungan, dan ruang hingkup; atau

ii) ITKI berkenaan sudah ada pada SKP atasan, paling
kurang 1 (satu) tahun sebelum tahun penilaian dan
baru diturunkan pada SKP Pejabat/Pegawal yang
bersangkutan pada tahun penilaian secara direct
cascading, atau

iti} IKI berkenaan sudah ditetapkan dalam SKP tahun
sebelum tahun penilaian dengan manual [KI bersifat

A
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identik serta ditetapkan sebagai IKl secara penodik,
misalnya 2 (dua) tahun sekali, 3 (tiga) tahun sekali,
atau 4 [empat) tahun sekali,

Dalam hal besaran target atas penilaian Bobot Kualitas

Target 1Kl tidak dapat merefleksikan atau
membandingkan ada atau tidaknya
peningkatan/penurunan target [KI antara tahun

penilaian dengan tahun sebelum tahun penilaian,
besaran target mengacu pada data mentah (raw data).
IKI baru

IKI vang tidak memenuhi ketentuan sebagai IKI lama
malka disebut IKI Baru. TK] baru merupakan IK] dalam
KK tahun penilaian yang memenuhi salah satu atau
kedua ketentuan berikut:

i) IKI berkenaan tidak ada dalam SKP 1 (satu) tahun

sebelum tahun penilaian pada:
(i) pejabat/pegawai yang bersangkutan;

(i) peers;

(iii) pejabat/Pegawai lain sebelum pejabat/Pegawai
yvang bersangkutan pada kedudukan yang sama;

atan

(iv) bawahan pejabat/Pegawai yang bersangkutan;

dan fatau

i) IKI berkenaan sudah ada pada SKP atasan paling
kurang 1 (satu] tahun sebelum tahun penilaian dan
baru diturunkan pada SKP pejabat/Pegawai yang
bersangkutan pada tahun penilaian secara indirect

cascading.
(h) Standar kualitas IKI dan standar kualitas target 1Kl sebagai
berikut:
Standar Smn:jﬂ
Jabatan Kualitas 1K Kualitas
Target IKI
1. Pimpinan UPK; 14,5 3
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Non 14,5 3
Pimpinan UPK;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Non 14,5 3
Pimpinan UPK;
4. Pejabat Fungsional setara Pejabat 14,5 3
Pimpinan Tinggi Pratama  vang
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah
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Staridar Standar

Jabatan : Kualitas
Kualitas [Kl T £ K

5. Pejabat lain yang setara  Pejabat 14,5 3
Pimpinan Tinggi Pratama ;

6. Pejabat Administrator non Pimpinan 12 3
UPK;

7. Pejabat Fungsional setara  Pejabat 12 3
Administrator yang menjalankan
fungsi manajerial dan  pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
yang lebih rendah;

8. Pejabat lain yang setara  Pejabat 12 3
Administrator ;

9. Pejabat Pengawas yang berada 1 (satu) 12 3
level di bawah pimpinan UPK;

10. Pejabat  Fungsional setara Pejabat 12 3
Pengawas yang berada 1 (satu) level di
bawah pimpinan UPK wvang memiliki
fungsi manajerial dan pembinaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
yang lebih rendah;

11. Pejabat Pengawas yang berada 2 (dua) 11 3
level di bawah pimpinan UPK;

12, Pejabat Fungsional setara Pejabat 11 3
Pengawas yang berada 2 (dua) level di
bawah pimpinan UPK yang memiliki
fungsi manajerial dan pembimaan
terhadap lingkup Pejabat pada level
vang lebih rendah;

13. Pejabat Fungsional yang tidak 11 3
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yang lebih rendah;

14, Pejabat lain wang setara Pejabat 11 3
Pengawas;

15. Pelaksana yvang berada di bawah 10 3
pembinaan Pejabat Fungsional yang
menjalankan fungsi manajerial dan
pembinaan terhadap lingkup Pejabat
pada level yvang lebih rendah; dan

16. Pelaksana 10 3
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Penghitungan Nilai K3 bagi pegawai dengan kondisi tertentu

dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:

(a)

(b)

(<]

Pegawai yang melakukan perubahan manual Indikator
Kinerja

Bagi Pegawai yang melakukan perubahan manual
Indikator Kinerja, maka penghitungan Nilai K3 mengacu
pada manual Indikator Kinerja sesuai hasil perubahan dan
digunakan untuk evaluasi CHKP/HKU setelah periode
perubahan manual Indikator Kinerja ditetapkan.

Pegawai yang memiliki SKP Adendum

Bagi Pegawail yang memiliki SKP Adendum, penghitungan
Nilai K3 dilakukan dengan memperhatikan beberapa
ketentuan sebagai berikut:

i. Dalam hal penctapan SKEP Adendum melakukan
perubahan  terhadap target tahunan, maka
dilakukan penghitungan ulang Nilai K3 mengacu
pada target HKU pada akhir tahun sesuai dengan
SKFP Adendum tersebut. Nilai K3 SKP Adendum
digunakan untuk mengevaluasi CKP/HKU setelah
periode penctapan SKP Adendum;

ii. Dalam hal penctapan SKP Adendum melakukan
penambahan, dan/atau penghapusan IKI pada HKU
serta penggantian/perubahan IKl pada HKU, maka
penghitungan Nilai K3 dilalukan sebagai berikut:

i} Nilai K3 dihitung untuk masing-masing SKP
sebelum dan setelah dilakukan adendum; dan

iij Masing-masing Nilai K3 menjadi pengali atas
masing-masing Nilaa HKU,

Pegawai yang memiliki SKP Komplemen

Bagi Pegawai vyang memiliki SKP Komplemen,
penghitungan Nilai K3 dilakukan dengan memperhatikan
beberapa ketentuan sebagai berikut:

i. SKP awal maupun SKP Komplemen dilakukan
perhitungan Nilai K3;

ii. Penghitungan nilai K3 SKP awal tidak dilakukan
evaluasi ulang karena terdapat SKP Komplemen;

ili. Penghitungan nilai K3 SKP Komplemen, dilakukan
sebelum akhir periode evaluasi kinerja periodik
terdekat sejak penctapan SKP Komplemen tersebut
dilakukan: dan

iv. Penghitungan kualitas target 1Kl pada HKU pada SKP
Komplemen perlu memperhatikan cara pencantuman
trajectory target dalam SKP sehingga target [KI pada
SKP Komplemen dapat dibandingkan dengan

¢
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target/realisasi dengan periode vang sesuai dan dapat
mengukur kualitas vang sebenernya.

(d) Pegawai yang tidak bekerja penuh dalam satu tahun
evaluasi

Pegawai yang tidak bekerja penuh dalam satu tahun
evaluasi, mencakup:

L

1.

iii.

iv.

CPNS dan PPPK yang baru bekerja di Kementerian
Keuangan;

Pegawai yang kembali bekerja setelah melaksanakan
Cuti di Luar Tanggungan Negara (CDLTN);

PNS Kementerian Keuangan vang kembali bekerja di
Kementerian Keuangan setelah ditugaskan pada
instansi pemerintah lainnya atau diluar instansi
pemerintah;

PNS dari luar Kementerian Keuangan yang pindah ke
atau ditugaskan di Kementerian Keuangan, dan

Pegawal yang pensiun atau meninggal dunia atau
berhenti bekerja.

[e) Pegawai Tugas Belajar
Nilai K3 dihitung berdasarkan seluruh IKI pada HKU vang
telah ditetapkan dalam Dokumen SKP pada tahun penilaian
pegawai yang sedang menjalani Tugas Belajar (TB). Nilai K3
untuk SKP Pegawai pada saat TB ditetapkan sebagai
berikut:

No Jenjang Pendidikan Nilai K3

1. | Jenjang pendidikan paling tinggi 51 /DIV 0,88

2. |82 0,90

3. |83 1,00

(5) Nilai Hasil Kerja Tambahan (Nilai HKT)

Nilai HKT merupakan jumlah seluruh Indeks Capaian IKI pada
HKT vang dimiliki pegawai dengan batas maksimal nilai sebesar
15. Ketentuan perhitungan Indeks Capaian IKI pada HEU
berlalu secara mutalis mutandis terhadap perhitungan Indeks
Capaian IKI pada HKT, yaitu dengan membandingkan antara
realisasi
memperhatikan polarisasinya masing-masing.

dan target dari setiap [Kl pada HKT dengan

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKI pada HKT scbagai
berikut:

A
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Angka maksimum sebesar 1,2;

Untuk  perhitungan NHK  periodik, HEKT yang
diperhitungkan hanya HKT yvang memiliki realisasi pada
periode tersebut;

Dalam perhitungan NHEK tahunan, seluruh HKT yang
dimiliki akan dihitung secara akumulatif;

Dalam hal tidak terdapat realisasi HKT ataupun realisasi
kosong, maka indeks capaian akan dianggap “N/A". Apabila
Indeks Capaian dari seluruh HKT "N/A", maka pegawai
vang bersangkutan dianggap tidak memiliki Kinerja
tambahan;

Pembobotan HKT bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama,
Pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Fimpinan Unit Organisasi
Non Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab
langsung kepada Menteri Keuangan, serta Pimpinan Unit
Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggung jawab pada Menteri Keuangan melalui
Pimpinan Tinggi Madya, memiliki ketentuan sebagai
beriloat:

Euang Lingkup Bobot
Nasional &
Instansi (&

Unit Eselon | 4 |

Fembobotan HKT bagi pejabat/pegawai selain huruf (e,

memiliki ketentuan sebagai berikut:

i. Bagi HKT vang berupa Inovasi (maksimum 1) akan
mendapatkan bobot  dengan ketentuan sebagai
berikut:

Ruang Lingkup Inovasi Bobot
MNasional
Instansi

Unit Kerja
Tim Kerja

e R e Y ]

ii. Bagi HKT wvang berupa Squad Team akan
mendapatkan bobot dengan ketentuan sebagail
berikut:
Sifat

Penugasan

Ruang Lingkup Pemilik Kinerja | Bobot

Menteri Keuangan/ 8
Walkil Menteri Keuangan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
Penuh (PPTM) atau Pimpinan Unat
Walotu Organisasi non Esclon yang 6
berada di bawah dan
bertangpungjawab kepada
Menteri Keuangan
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Siuat | pang Lingkup Pemilik Kinerja | Bobot
Penugasan

Pejabat  Pimpinan  Tinggi
Pratama (PPTP) atau pimpinan 4
unit organisasi yang setara

Eselon 11

Menteri Keuangan/ 4

Wakil Menteri Keuangan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
(PPTPM) atau Pimpinan Unit
Organisasi non Eselon yang 3
Paruh berada di bawah  dan
Waktu bertanggungjawab kepada
Menteri Keuangan
Pejabat  Pimpinan  Tingg
Pratama (PPTP} atau pimpinan 7
unii organisasi vang setara
Eselon I1

Bagi HKT yang berupa penugasan lain, akan
mendapatkan bobot dengan ketentuan sebagai
berikut:

Ruang Lingkup Penugasan Lain Bobot
Nasional 8
Instansi B
Unit Kerja 4
Tim Kerja 2
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(gd Contoh format manual IK1 pada HKT sebapgai berikut:

MANUAL INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (HKT)

[Familik BKI
Farmpokis - agl Pespisas UPK| |rrmm:mﬁsﬁmmmnw WETEA g
: TRy Pty Ok, kD Sesa o)
Rarcana Hasl Karja © ||'a_.g-E JALNE. (rerskunri A peie e ST ok LD ReIana Hosk Kega Simpnaniiod Femben
Indikasce Kinerja indreidu : [P T i P T
i il g - DA
¥ s e o ol TGt LR Tovsedaldi
Pormssis
PRk 2 PO W AR IETaetiin)
Jarés Kinerfa Tambahan ; |i il i Sousd Tras { ) Porgasan Lerdms
S#af Penugassn Squad Team | [ ) Panuh Wakiu i 3 Perprh W ki
{Ofa DoV Pernigasm ST Team)
Ruarg Lingkup Pamilik Kinerfa Squad Team :|[ | MenkmU@iamechni 1 P T [ jPRTF
{uka Devies Pargasan Fumd Feam)
Rty Lingkup Inseasd 1 | i Hasional I 0 rekansi [ § Lish ena L ) Tim Korja
ke B dsvang
Rizaray Uingkup Penugasan Lain; ||_ 1 Haskona [ in=fansi [ 1 LSk Saria [ 1 Tim Ferja
fhin heyes Saraguaen Lavid
l8aneas Penguburan : i Tk as wad peripshoet pay WNETRTH B ATVGK TopaliE W1
Jaris Aspek Targed : (bagh JAAF] [ Rt i) Fuaitas _) Wakas [ ) ey
Javia Koneolides Prriod : [i 75am i § Eamape [ 1 Takn Lozt Korram Wi
Niretialsasl Indikator Binerfa - | ) Manirsiza i3 Minmize
Tabal Daa =
Taget [ Fasims
<Januan
Febrar
Maret
P-pﬁ_' {lsik an Tarmpa! cas Renliess! porly maging-ms iy porsde
[F] bemrriazack s hsioa b DE0d 5080 penegasarny
Jurw
T (A e sl gl (W) oW e ke Gl sasl
TR iy e R Mrgghiadt LG £ 5o | oineeing masuk ke
EA'B bar dafanr hesls daly sraa
Cifober
Hovemipas
Ossember
Contoh:

Era sebagai seorang vang ahli di bidang pembangunan
aplikasi mendapatkan penugasan tambahan di luar tusinya
dalam lingkup Instansi pada bulan Februari dengan target
100%. Kemudian Era diminta untuk bergabung dalam
Sguad Team Paruh Waktu di bulan Agustus dengan target
vang diberikan secara khusus oleh PPTM scbesar 100%.
Dalam penyelesaian tugasnya di tahun tersebut, Era juga
menciptakan inovasi untuk meningkatkan efektivitas
kinerja Unit Kerjanya dan masuk ke dalam basis data
[novasi tahun 2022, Keseluruhan penugasan yang diberikan
kepada Era di tahun tersebut dapat disampaikan sebagai

berikut;
A
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Nama HKT Target | Realisasi | Bobot Indck:lg:?palan
HKT A (Penugasan 100% 100% 4 =(100%/100%) x 4
Lain — Instansi) I =40
HKT B (Sguad Team 100% 110% 3 =(110%/100%) x 3
Paruh Waktu - =33
PFTM) L
HKT C (Inovasi - 100% 100% < =(100%/ 100%) x 4
Unit Kerja) = 4.0

Nilai HKT = Z Indeks Capaian HKT

Nilai HKT = Indeks Capalan HKT A + Indeks Capaian HKT B +

Capaian HKT C
40+ 33+40

11,3

Indeks

Indeks Capaian dari setiap IKI pada HKT dikonversi menjadi
Umpan Balik Berkelanjutan dengan ketentuan scbagai berikut:

J-

11.

iil,

Apabila Indeks Capaian tiap IKlI bernilai >1 (diatas
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
*Wow Luar Biasa. Terima kasih atas kinerjamu.”

Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai 0,9 = x = 1,00
(sesual ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa
scperti “Target telah terpenuhi. Terus ditingkatkan lagi
Kinerjamu, va.”

Apabila Indeks Capaian tiap IKI bernilai <0,9 (dibawah
ekspektasi), diberikan Umpan Balik dengan klausa seperti
“Yulk, kita diskusikan lagi rencana kedepan. Jangan
menyerah, Saya tahu kamu bisa.”

(8) Penghitungan Nilai Hasil Kerja (NHE)/ Capaian Kinerja Pegawai

(7]

[CKP)

Formula penghitungan NHK/CKP seb

a1l benkut;
I NHE/CKP = [Nilai HKU x K3) + Nilai HKT I

Contoh:

Misal Nilai K3 Pegawai sebesar 1,1,
maka NHK Pegawai :

NHE/CKP = (Nilai HKU x K3) + Nilai HET
NHI'.'.I.I"EHF = (97.5x 1.1) + 2.84

NHK/CKP = 107,25 + 2,84 = 110,09

Nilai Hasil Kerja apabila pegawai melakukan perubahan manual
Indikator Kinerja

Dalam hal terdapat perubahan manual Indikator Kinerja,

maka penghitungan NHEK mengacu pada manual Indikator

A
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Kinerja sesumi hasil perubahan dan digunakan untuk
penghitungan NHK setelah periode perubahan manual Indikator
Kinerja ditetapkan. Evaluasi NHK sebelum perubahan manual
Indikator Kinerja tidak perlu dilakukan evaluasi ulang.

(8) Nilai Hasil Kerja apabila terdapat SKP Adendum

Ketentuan penghitungan NHK apabila terdapat SKP Adendum
yaitu:
(a)] NHEK Periodik sebelum adendum

Penghitungan NHK Periodik dilakukan berdasarkan
seluruh [KI Hasil Kerja pada SKP awal sebelum adendum
yvang mempunyai indeks capaian Hasil Kerja.

(b) NHEK Periodik sesudah adendum

Penghitungan NHK Periodik dilakukan berdasarkan
seluruh [KI Hasil Kerja pada SKP sesudah adendum yang
mempunyai indeks capaian TKI Hasil Kerja.

(e} Formula penghitungan CKP NHK Tahunan sebagai berikut:

NHK /CKP Tahunan

1

Y [
= {mla: 1Kl HKU 1 % K3, SKP1 x m}

+ (wua;' FKT HEU 2 x K3.SKP2 x }+...+rmufﬁm

(nl 4 nZ)

Nilai IKI HEU 1 = Nilai IKI HKU sebelum addendum

Nilai IKI HEU 2 = Nilai IKI HEU sesudah addendum

Nilai HKT 1 = Nilai HKT dalam setahun

nl = kurun waktu pelaksanaan SKP sebelum adendum

n2 = kurun waktu pelaksanaan SKP setelah adendum sampai
dengan periode evaluasi

K3.8KP1 = Nilai K3 sebelum adendum

K3.8KP2 = Nilai K3 sesudah adendum

Contoh:

Seorang pegawal menandatangani Dokumen Perencanaan
Kinerja pada tanggal 25 Januari dengan rincian target IKI
sebagai berikout:

K1 | Jenis Tahunan
Konsolidasi
Periode ] 1 Q2 | 8m.1 | Q3 Q4 b'd
IKIA | sum 10 30 40 30 30 100
| _
IKIE | average 100 | 104 | 100 | 100 ( 100 | 100
IKIC | average 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
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Pada tanggal 5 April, ditetapkan SKP Adendum berupa
penghapusan IKI B dan penambahan IKI D.
1KI Jenis | Tahunan
Konsolidasi

Beriods Ql | Q2 |S5m.1| Q3 | Q4 | Y
IKIA | sum 10 | 30 | 40 | 30 | 30 | 100
IKIB | average 100
IKIC | average 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
IKID | TLEV 30 | 30 | 70 | 100 | 100

Seluruh 1Kl pegawai tersebut diasumsikan merupakan [KI
cascading (C) dan non-cascading (N} dengan bobot yang sama,
yaitu 9, serta nilai K3 SKP 1 scbesar 1 dan nilai K3 SKP 2 sebesar
1.1,

Penghitungan Nilai 1Kl Q2 pegawai yang bersangkutan sebagai
berikut:

Realisasi dan Nilai TKI pada SKP 1 sebagai berikut:

[KI Jernis 01 Indeks
Konsolidasi Target Realisasi
FPeriode
IKIA |sum 10 10 100
K1 B average 100 90 90
IKIC | average | 1040 100 100
Milaa [K1 96 67
Realisasi dan Nilai IKI pada SKP 2 sebagai berikut:
[ IKI |  Jemis | _ Q2 Indecks
Konsolidasi |  Target Realisasi
Periode - |
IKI A S11m 30 33 110
'TEI"E_| aveTage 100 100 100
IKID | TLK 30 27 T
Milai IKI 100

Apabila pegawai tersebut belum memiliki kinerja tambahan
sampai dengan periode (2, maka:

NHEK Periodik Q2 = (Nilai IKI SKP2 x K3 SKP2) + Nilai
=({100x 1,1} +0

=110+ 0

= 110

HKT
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Kemudian, penghitungan Nilai 1Kl Q4 /Tahunan pegawail yang
bersangkutan sebagai berikut:
Realisasi dan Nilai IKI pada NHK SKP2:

TK1 Jenis Tarpet Realisasi Indeks
Konsolidasi | 03 Q4
Perinde
Kl A | sum 30 30 (a1} 100
IKI C | average 100 100 105 105
IKID |TLK TO 100 a5 a5
Milad IH1 100

Apabila pegawai tersebut memiliki kinerja tambahan dengan
Nilai HKT sebesar 2, maka:
NHK tahunan = [Nilai IKI 8KP1 x K3 SKP1 x (n/(n1+n2))} + {Nilai
IKI SKP2 x K3 SKP2 x (n/{nl+n2))} + Nilai HKT
=0667x1x(3/12))+{100x 1,1 x(9/12)}+2
=24, 17 +82,55+2
= 108,67
(d} Apabila adendum hanya mengubah {frajectory target
dan/atau target tahunan, maka penghitungan NHK
tahunan menggunakan Kl dan target IKI pada akhir tahun
sesuai SKP adendum tersebut.

Contoh:

Seprang pegawai menandatangani Dolumen Perencanaan
Kinerja pada tanggal 25 Januari dengan rincian target 1Kl
sebagal berikut:

Target
IKI | KP
Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun |Jul | Ags | Spt | Okt | Nov | Des | T2EUR
IKI A = _ ||l w|1w|1w|w| 10| 10| 10| 10 |100]| 10
IKI B ! - |lwo| - = | tog| = | = |38 = - | 100 | 100
10 100
IKIC 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 [ * | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
IKI D : - || - ERES ERE AR = | | %€
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Pada tanggal 30 .Juni ditetapkan perubahan target tahunan
IKI D dengan perubahan frajectory target triwulan I dan IV

scbagai berikut;
Target
Kl I 5on [Feb |Mar |Apr |Mei [Jun |Jul | Ags | Spt | Okt | Nov | Des | Tahun
TKI A 10 | 10 | 10 | 10 (10| 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | 100 |
IKI B - B 100 | - - |-igo| - - o0 | - . 100 | 100
IKIC | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100
0
IKID - 3 10 = % 10 | - = 15 5 : 15 50
Maka, penghitungan Nilai IK] untuk perhitungan NHEK
tahunan menggunakan target yang baru;
IKI Konsolidasi Target Realisasi Indeks
Periode Tahunan s.d. Des
IKT A SUM 100 a0 a0
IKI B AVE 100 102 102
IKI C AVE 1040 LOO 100
IKI D TLEY 50 a8 96
Milai TKI a7
Jika, nilai HKT pegawai tersebut 3 dan Nilai K3 sebesar 1,1,
maka:
CEP tahunan = [Nilai IKI x K3} + Nilai HKT
=@97x1,1)+3
= 10,7 + 3
= 1097

(9) Nilai Hasil Kerja apabila terdapat SKP Komplemen

(a) Penghitungan NHK periodik dengan ketentuan sebagai
berikut:

L Penghitungan SKP apabila terdapat SKP Komplemen
pada suatu triwulan dilakukan berdasarkan integrasi
NHK sebelum dan sesudah dilakukannya SKP
komplemen ditetapkan dengan menggunakan proporsi
bobot hari kalender.

ii, Pada triwulan sebelum SKP komplemen ditetapkan,
penentuan predikat kinerja periodik berdasarkan
dokumen evaluasi kinerja scbelum SKP komplemen
ditetapkan.

A
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iii. Pada trivulan setelah SKFP komplemen ditetapkan,
penentuan  predikat kinerja periedik  berdasarkan
dokumen evaluasi kinerja setelah SKP komplemen
ditetaplan.

(b) Penghitungan NHEK Tahunan dilakukan berdasarkan
konsolidasi seluruh NHK dari SKP vang telah ditandatangani
dengan memperhatikan periode pelaksanaan masing-masing
SKP

Ketentuan terkait penghitungan SKP komplemen, yaitu:

i. NHK diakumulasi secara proporsional berdasarkan
bobot bulan sesuai periode pelaksanaan masing-masing
SKP.

ii. Pegawal dan atasan langsung pada jabatan awal
menyepakati  hasil  evaluasi SKP  sebelum  SKP
komplemen disusun dan ditetapkan sebagai NHK SKP
awal.

iii. Formula penghitungan NHEK apabila terdapat SKP
Komplemen sebagai berikut:

NHK = {NHHI i )+ {HHH g )
= *mi+n2) (nl1+n2)

NHK 1 = NHK dari SKP 1
NHK 2 = NHK dar1 SKP 2
nl = kurun waktu pelaksanaan NHK 1

2 = kurun wakiu pelaksanaan NHK 2 dari saal
penetapan NHEK sampai dengan periode evaluasi

Contoh:

Bapak Budi bekerja di kantor A sgjak 1 Januari 2021 dan
telah menetapkan SKP dengan trajectory target yang
beragam. Rincian SKP selama Januari sampai dengan Juni

sebagai berikut:

Kl | Konsolidasi Target

Penode Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | s.d Trajectory

Jun
IKIA |AVE 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Bulanan
IKIB | TLKV . . - = - | 100 | 100 | Semesteran
|

IKIC SUM . . 20 | - - 30 |50 | Trwulanan
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Beliau dimutasi tanggal 30 Juni 2021 ke kantor B, maka
realisasi 1Kl pada SKP (se¢jak 1 Januari s.d 30 Juni)
diperhitungkan scbagai NHK Bapak Budi pada kantor A.
Berdasarkan kesepakatan dengan atasan langsung pada
SKP di Kantor A dengan memperhatikan peran/ peniode yvang
telah dilaksanakan, Bapak Budi dihitung kineranya
berdasarkan kinerja sampai dengan semester [,

Jika NHK SKP1 Bapak Budi sebesar 102 (sudah termasuk
HKT pada jabatan di kantor A) dan NHK SKP2 sebesar 104
sudah termasuk HKT pada jabatan di kantor B), maka NHK
tahunan Bapak Budi:

wiE = (NHE L )+ [nmrz i )
_( * (a1 +n2) * 1 +n2)
NHK = (wz b )+ (104 a ]

= *TH1H *6+6)
NHE = 51+ 52
NHE = 103

Nilai NHK pegawai akan menghasilkan Rating Hasil Kerja Pegawai
dengan ketentuan:
(1) Diatas Ekspektasi, apabila NHK = 100
(2] Sesuai Ekspektasi, apabila NHEK 90=x=100
(3] Dibawah Ekspektasi, apabila NHEK < 90.
Nilai Perilaku Kerja (NPK)
Nilai Perilaku Kerja diperoleh dari hasil pengamatan terhadap
perilaku kerja positiil pegawai yang dibandingkan dengan standar
perilaku  kerja serta terdapat ruang untuk memberikan evaluasi

terhadap perilaku kerja negatif (bila muncul pada evalues) dengan
ketentuan sebagai berikut:

a) Penetapan evaluator dan evaluee dilaksanakan dengan ketentuan;
(1) Evaluator merupakan pegawai yang ditugaskan dan ditetapkan
sebagai penilai perilaku kerja bagi pegawai lain.
(2} Evaluee merupakan pegawail yang dinilai perilaku kerjanya.
(3} Evaluee wajib mengajukan calon Evaluator kepada atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang selanjutnya wajib
ditetapkan oleh atasan langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja.

(4) Pegawai vang telah ditetapkan sebagai Ewvaluator wajnb
melakukan evaluasi perilaku kerja.

(5) Identitas dan hasil evaluasi dari setiap Evaluator bersifat rahasia,
dan hanyva dapat diakses oleh Sekretariat Komite Manajemen
Kinerja dalam rangka monitoring dan evaluasi atau kebutuhan
organisasi lainnya. If?
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(6} Dalam melakukan evaluasi, Evaluator dapat meminta masukan
dari pegawal lainnya.

Evaluasi perilaku kerja dilakukan melalui pengisian instrumen (fools)
penilaian perilaku kerja yang meliputi evaluasi dari atasan langsung
sebagai Pejabat Penilai Kinerja, rekan kerja (peers), dan anggota.

Instrumen evaluasi perilaku kerja disusun berdasarkan 5 Aspek
perilaku kerja, yaitu Orientasi Pelayanan, Komitmen, Inisiatif Kerja,
Kerja Sama dan Kepemimpinan.

aspek perilalu kerja terwujud dalam core values ASN BerAKHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loval,
Adaptf, dan Kolaboratif) vang selaras dengan nilai-nilai Kementerian
Keuangan,

Evaluator perilaku kerja terdiri atas:

(1) Atasan, yaitu pegawai yang melakukan supervisi secara langsung
terhadap pekerjaan Evaluee dan secara hierarki berada 1 (satu)
tingkat di atas Evaluee. Untuk pejabat fungsional, ketentuan
Evaluator Atasan sebagai berikut:

{a) Apabila tidak dapat dibedakan level tanggung jawab dan tidak
ada fungs: supervisi antar pejabat fungsional, maka evaluator
Atasan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat administrator yang
membina sesuai level jabatan masing-masing pejabat
fungsional berdasarkan rekomendasi dari ketua kelompok
kerja yang dikoordinasikan oleh Koordinator Kinerja Pegawai
berdasarkan jenjangnya.

Contoh: Widyaiswara pada BPPK dan Assessor SDM Aparatur,

{b) Apabila jabatan fungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang antar pejabat
fungsional, maka cvaluator atasan merupakan pejabat
fungsional yang level kedudukannya lebih tinggi.

Contoh: Auditor pada ltjen.

{c) Apabila pejabat fungsional memimpin suatu unit kerja, maka
yang bersangkutan dapat menjadi evaluator atasan bagi
pejabat/pegawai pada unit kerja tersebut.

(d) apabila pejabat fungsional merupakan anggota tim jabalan
fungsional, maka atasan langsung dari setiap tim jabatan
fungsional yang diikuti dapat memberikan rckomendasi
evaluas perilaku kerja kepada evaluator atasan pejabat
fungsional dimaksud.

Apabila Evaluee tidak memiliki Pejabat Penilai Kinerja,
maka:
{a) Pelaksana Tugas (PIt.) atau Pelaksana Harian (Pih.) Atasan
vang bersangkutan melakukan evaluasi sebagai Pejabat
Penilai Kinerja dari evaluee,

#
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(b) Dalam hal tidak terdapat Evaluator sebagaimana huruf (a),
maka atasan dari Pegjabat Penilai Kinerja dapat menjadi
Evaluator.

(2) Rekan Kerja (Peers), yaitu pegawai vang saat ini sedang dan/atau
pernah berinteraksi terkait pekerjaan dan memiliki jabatan setara
dengan Evaluee, dengan ketentuan:

la} Peers untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Madyva merupakan
Pejabat Pimpinan Tinggi Madya lainnyva dan/atau Pimpinan
Unit Organisasi non Eselon yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Menteri Keuangan,

(bl Peers untuk Pimpinan Unit Organisasi non Eselon yang
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri
Keuangan merupakan Pejabat Pimpinan Tinggl Madya;

{c) Peers untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada kantor
pusat merupakan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan
Pejabat Fungsional yang setara lainnya pada kantor pusat di
linglkungan unit esclon [ masing- masing;

(d} Peers untuk Pejabat Pimpinan Unit Organisasi Non Eselon
vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri
Keuangan melalui Pimpinan Tinggi Madya merupakan Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama pada Unit Pimpinan Tinggi Madya
VAR SANA,;

(e} Peers untuk Pejabat Pimpinan Unit Organisasi 1 (satu) tingkat
di bawah Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan
merupakan PNS yang sctara di lingkungan Unit Organisasi
Non Eselon tersebut;

(i Pimpinan unit Eselon Il pada kantor vertikal tidak memiliki
Evaluator peers;

(g) Peers untuk pejabat administrator pada kantor pusat
merupakan pejabat administrator lainnya dan pejabat
fungsional yang setara dalam Unit Eselon Il yang sama;

(h) Peers untuk pejabat Administrator pada kantor wilayah
merupakan:

i. Pejabat administrator lainnya dan pejabat fungsional yang
setara dalam Unit Eselon Il vang sama; dan/atau

ii. Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon 111/1V dalam
Unit Eselon 1l yang sama dengan Evaluee;

(i) Peers untuk pejabat pengawas merupakan pejabal pengawas
lainnya di lingkungan unit eselon 111 masing-masing;

(il Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon III/ IV memiliki
Evaluator peers, yaitu:
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i. Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon III/IV
lainnva vang berada di wilayah yang sama dengan Unit
Kerja Mandiri Evaluee berada; atau

ii. Pejabat administrator/pengawas pada kantor vertikal Unit
Eselon II/ Pimpinan Unit Kerja Mandiri setingkat Eselon
1 dari Unit Kerja Mandiri Evaluee.

(k] Peers untuk pelaksana merupakan pelaksana lainnya dan
pejabat fungsional yang setara di lingkungan unit eselon IV
masing-masing; dan

(I} Untuk pejabat fungsional:

i. Apabila tidak dapat dibedakan level tangeung jawab serta
tidak ada fungsi supervisi secara berjenjang, maka
Evaluator peers merupakan pejabat fungsional sejenis
dalam eselon Il atau eselon Il yang sama; atau

ii. Apabila jabatan fungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang, maka
Evaluator peers merupakan pejabat fungsional yang level
kedudukannya sama.

(3) Bawahan, yaitu pegawal yang menerima tugas secara langsung
dari Evaluee dan secara hierarki level jabatan berada 1 (satu)
tingkat di bawah Evaluee. Bagi pejabat fungsional berlaku:

(a) Apabila tidak dapat dibedakan level tanggung jawab serta
tidak ada fungsi supervisi secara berjenjang maka pejabat
fungsional tidak memiliki bawahan.

(b) Apabila jabatan fungsional memiliki kewenangan dan
tanggung jawab supervisi secara berjenjang, maka bawahan
merupakan pejabat fungsional yang level kedudukannya lebih
rendah.

f) Jumlah evaluator:
(1) Pejabat Struktural/Pelaksana:

(a) Pejabat struktural dievaluasi oleh 5 (lima) orang evaluator,
yaitu 1 [satu) atasan, 2 (dua) peers, dan 2 (dua) bawahan.

(b) Pelaksana dicvaluasi oleh 5 (lima} orang evaluator, yaitu 1
(satu) atasan dan 4 (empat) peers.

(c) Apabila pegawai memiliki peers kurang dari ketentuan jumlah
Evaluator, maka jumlah Evaluator disesuaikan dengan jumlah
pegawai yang tersedia, dengan ketentuan:

i. Apabila hanya terdapat 1 (satu) peer, maka Evaluator yang
ditetapkan vakni li{satu) orang peer tersebut.

ii. Apabila terjadi kekosongan atau tidak memiliki peers,
maka Evaluee tidak memiliki Evaluator peers.

£
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iii. Khusus bagi pejabat pengawas, apabila peers kurang dari
2 (dua), maka atasan langsung dapat menunjuk peers lain
yang berada pada UPK yang sama sebagai Evaluator.

iv. Khusus bagi pelaksana, apabila peers kurang dari 4
(empat), maka atasan langsung dapat menunjuk peers lain
vang berada pada unit Eselon Il yang sama sebagai
Evahaator.

(d) Apabila pegawai memiliki bawahan kurang dari ketentuan
jumlah Evaluator, maka jumlah Evaluator disesuaikan dengan
jumlah pegawai yang tersedia, dengan ketentuan scbagal
berilut:

i, Apabila hanya terdapat 1 (satu) bawahan, maka
Evaluator yang ditetapkan yakni 1 (satu) orang bawahan
tersebut.

ii. Apabila terjadi kekosongan bawahan atau tidak memiliki
bawahan, maka Evaluee tidak memilila BEwvaluator
bawahan.

(2) Pejabat Fungsional

(a} Pejabat fungsional yang memuliki fungsi supervisi seccara
berjenjang dievaluasi oleh 5 (lima) orang Evaluator, yaitu 1
(satu) atasan langsung, 2 {dua) peers dan 2 (dua) bawahan.

[b) Pejabat fungsional vang tidak memiliki fungsi supervisi secara
berjenjang dicvaluasi oleh 5 (lima) orang Evaluator, yvaitu 1
(satu) atasan langsung dan 4 (empat] peers. Koordinator
Pejabat Fungsional dan/atau struktural dapat memberikan
rekomendasi kepada Ewvaluator atasan langsung sebagai
kompenen dari evaluasi atasan langsung.

(c) Khusus bagi pejabat fungsional yang memiliki jumlah
Evaluator peers dan/atau bawahaan yang tidak memenuhi
ketentuan di atas, maka Evaluator:

i. dapat ditunjuk dari pejabat struktural atau pelaksana
yang setara dengan Evaluator yang digantikan serta
berada pada unit eselon I atau eselon Il yang sama; atau

ii. menyesuaikan dengan jumiah pejabat fungsional yang
tersedia.

g} Mekanizme cvaluasi Perilaku Kerja

(1} Evaiuee mengusulkan calon Evaluator kepada atasan langsung
untuk ditetapkan sebagai Evaluator;

(2) Atasan langsung Evaluee menetapkan Evaluator dengan
ketentuan minimal 50% Evaluator yvang ditetapkan berasal dari
usulan Evalues; dan

(3} Dalam melakukan evaluasi, Evaluator dapat meminta masukan
dari pegawai lainnya.
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h) Ketentuan Penalti

ij

1l
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(1) Evaluator vang tidak menjalankan kewajiban evaluasi, dikenakan
penalti berupa pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir Evaluator
sebesar 2 poin untuk setiap Evaluee vang tidak dinilai dengan nila
maksimal pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir sebesar 10 poin.,

(2) Atasan langsung scbagai Pejabat Penilai Kinerja yang tidak
menectapkan  Evaluator bagi masing-masing bawahannya
dikenakan penalti berupa pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir
sebesar 2 poin untuk sctiap bawahan dengan nilai maksimal
pengurangan nilai Perilaku Kerja akhir sebesar 10 poin,
selanjutnya terhadap pegawsi yang telah diusulkan akan secara
otomatis menjadi Evaluator.

(3} Evaluee vang tidak mengajukan usulan Evaluator kepada atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerjanya dikenakan penalti
berupa pengurangan NPK akhir sebesar 5 poin, selanjutnya atasan
langsung sebagai Pejabat Penilai Kinerja Evaluee dapat melakukan
penunjukan Evaluator bagi Evaluee yang bersanghkutan.

(4} Penalti sebagaimana dimaksud pada angka (1), (2], dan (3)
mengurangi NPK pada komponen NKF.

(5} Dalam hal sebagian jenis Evaluator tidak melakukan evaluasi
terhadap Eraluee, maka dilakukan pembobotan ulang terhadap
jenis Evaluator yang menilai sebagaimana diatur dalam ketentuan
pembobotan evaluator.

(6) Dalam hal Evaluee tidak dinilai oleh semua Evaluatornya, maka
Evaluee dapat mengajukan keberatan atas Nilai Perilaku Kerja.

Nilai Perilaku Kerja Pegawai Tugas Belajar
Pegawai vang sedang tugas belajar hanva dinilai Perilaku

Kerjanya oleh Pejabat Penilai Kinerja dengan mekanisme:

(1) Pejabat Penilai Kinerja memberikan evaluasi Perilaku Kerja
dengan mempertimbangkan masukan dari
dosen,pengajar/kepala perwakilan di perguruan
tinggi/ sekolah / kantor perwakilan RI,

(2) Evaluasi Perilaku Kerja dilakukan melalui tools Evaluasi Perilaku
Kerja sesuai kriteria penilaian atas aspek Evaluasi Perilaku Kerja,

Nilai Perilaku Kerja Anggota Squad Team

Dalam sguad team, evaluasi Perilaku Kerja anggotanya
dilakukan oleh atasan langsung berdasarkan rckomendasi dari
ketua tim dan/atau pejabat pemilik kinerja.

Nilai Perilaku Kerja PNS Kementerian Keuangan yang ditugaskan

pada Instansi Pemerintah Lainnya maupun di luar Instansi

Pemerintah

(1) Bagi PNS Kementerian Keuangan vang ditugaskan pada Instansi
Pemerintah, penilaian Perilaku Kerja dilakukan dan ditetapkan
pada unit dimana pegawai dimaksud ditugaskan; dan

A
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(2) Bagi PNS Kementerian Keuangan yang ditugaskan di luar
Instansi Pemerintah, penilaian  Perilaku  Kerja dilakukan
berdasarkan rekomendasi dan atasan langsung dan/atau peers
pada wunit dimana pegawai dimaksud ditugaskan untuk
kemudian ditetapkan oleh pimpinan di lingkungan Kementerian
Keuangan.

Pembobotan Evaluator

Pembobotan pada kondisi umum dilakukan jika scluruh jenis
Evaluator lengkap (Atasan langsung, peers, dan Bawahan). Bila
terdapat Evaluator yang tidak melakukan penilaian namun masih
memenuhi semua jenis Evaluator, maka pembobotan Evaluator
masih menggunakan pembobotan pada kondisi umum. Apabila
sebagian jenis Evaluator tidak melakukan pemlaian terhadap
Evaluee, maka dilakukan pembobotan ulang sesual yang tercantum
pada tabel bobot evaluator sebagai berikut:

Tabel Bobot Evaluator

Bobot Evaluator
No. Kondisi Pejabat |
Penilai | Peers | Anggota
Kinerja |
A | Pejabat Struktural atau Pejabat Fungsional yang Memiliki
Fungsi Supervisi
1 | Umum &60% 15% 25%

| Tidak ada nilai dari Atasan : 0% B0

Tidak adanilai dari peers TO% - 30%

2
pi. s
4 | Tidak ada nilai dari bawahan B0% 20% =
3

]Ticla];-: ada nilai dari atasan

dan peers - - 100%
& | Tidak ada nilail dari atasan
dan bawahan - 100%,
7 | Tidak ada nilai dari peers dan
bawahan L0, - -
B  Pejabat Fungsional Tanpa Fungsi Supervisi atau
Pelaksana
1 | Urmnuam B0 40% -
2 | Tidak ada nilai dari Atasan - 100% -
3 | Tidak ada nilai dari peers 100% - -
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m) Formula perhitungan Indeks Capaian NPK.

Indeks Capaian NPK =

(NPK pracan = bobot) + (NPKpgers % bobot) + (NPKy,wahan X bobot)
100%

o)

Pl

keterangan:

NPKatasan =

NPK vang berasal dari Evaluator Atasan unit kerja definitif yang
dapat didukung denpan rekomendasi nilai dari Ewvaluator
Ketua/ Koordinator dalam sguad team atau kelompok kerja Pejabat
Fungsional.

NPKpeers =

Rata-rata NPK yang berasal dari seluruh Evaluator Peers unit kenja
definitif dan Evaluator Peers dalam squad team.
NPHpawahan =

Rata-rata NPK vang berasal dari seluruh Evaluator Bawahan,
Bobot =

Discsuaikan dengan pembobotan berdasarkan Tabel Bobot
Evaluator.

Nilai Perilaku Kerja Periodik diperoleh dari rata-rata Indeks Capaian
NPK tiap Core Value

¥ Indeks Capaian NPK,
I

NPKpericdix =

Keterangan:
Indeks Capaian NPKi= Indeks Capaian NPK pada suatu Core Value,
n = Jumlah Core Value,

Nilai Perilaku Kerja Akhir/Tahunan diperoleh dari rata-rata Nilai
Perilaku Kerja Periodik

L NPKporiodo |
Tt

NPE+ahunan =

Keterangan:

NPKperiode i = Nilai Perilaku Kerja pada suatu periode tertentu,
n = Jumlah periode yang dinilai dalam satu tahun.

Umpan Balik Perilaku Kerja

Nilai Perilaku Kerja atas setiap Indikator Core Value ASN
dikonversikan ke dalam klausa evaluasi yang menjadi Umpan Balik
Berkelanjutan pada tiap Indikator Core Value ASN dengan ketentuan
sebagai berikut: 5

Ila_
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(1) Apabila Indeks Capaian NPK bernilai =100 (diatas ekspektasi),
diberikan dengan Umpan Balik dengan klausa seperti: *Terima
kasih. Ajak vang lain agar bisa seperti kamu.”

(2] Apabila Indeks Capaian NPK bernilai 90s x =100 (sesua
ekspektasi), diberikan dengan Umpan Balbk dengan klausa
seperti: “Sudah baik, tapi ini masih bisa dioptimalkan lagi."

{3) Apabila Indeks Capaian NPK bernilai <90 (dibawah ekspektasi],
diberikan dengan Umpan Balik dengan klausa seperti: *Lebih
diperhatikan lagi standar perilaku kerja di Kemenken."

Lebih lanjut, Ewvaluator dapat memberikan Umpan Balik

Perilaku Kerja berdasarkan pengamatan Perilaku Kerja Evaluee.

¢y) Rating Perilaku Kerja Pegawai
NPK akan menghasilkan Rating Perilaku Kerja Pegawai dengan
ketentuan:

(1) Diatas Ekspektasi, apabila NPK Periodik/Tahunan bernilai =
100 dan tidak ada indeks capaian NPK per aspek/ core value ASN
vang bernilai < 90 (di bawah ekspektasi);

(2) Sesuai Ekspektasi, apabila NPK Periodik/Tahunan bernilai = 90
dan jumlah indeks capaian NPK per aspek/ Core Value ASN yang
dibawah ekspektasi maksimal 3; atau

[3) Dibawah Ekspektasi, apabila jumlah indeks capalan NPK per
aspek/ Core Value ASN yang dibawah ekspektasi minimal 4.

b. Predikat Kinerja
Predikat kinerja merupakan hasil reviu dari hasil kerja dan Perilaku Kerja
pegawai berdasarkan kuadran kinerja pegawai.
1) Menetapkan Predikat Kinerja Periodik Pegawai

a) Predikat kinerja periodik pegawai diperoleh dari kuadran kinerja pegawai
vanyg terdiri dari rating hasil kerja pada sumbu ¥ dan rating Perilaku Kerja
pada sumbu x, sebagai berikut:

="
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KUADRAN KINERJA PFEGAWAI

DIATAS 4

EKSPEKTASI

SESUAL
EKSPEKTASI]

DIBAWAH
EKSPEKTASI

HASIL KERJA
KURANG, SANGAT
MIS
— BAIK
CONDUCT
KURANG,
MIS BAIL: BAIK
CONDUCT
SANGAT BUTUH BUTUH
KURANG | pErBakan | PERBAIKAN
PERILAKU
DIBAWAH SESUAI DIATAS KERJA

EKSPEKTASI EKSPEKTASI EKSPEKTASI

b} Penjelasan Kuadran Kinerja Pegawai

Predikat Kinerja Penjelasan
Pegawai
Sangat Baik Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawal diatas
ekspekiasi
Baik 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan

Butuh Perbaikan

Perilaku Kerja pegawai sesuai ekspektasi

2. Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawal sesual
clapektas:

3. Hasil kerja pegawai sesual ekspektas: dan
Perilaku Kerja pegawai diatas ekspektasi

1. Hasil kerja. pegawai dibawah ekspektasi dan
Perilaku Kerja pegawai diatas ekspekiasi

2. Hasil kerja pepgawai dibawah ekspektasi dan
Perilaku Kerja pegawai sesuai ckspekiasi

Kurang/
Misconduct

1. Hasil kerja pegawai diatas eckspektasi dan
Perilaku Kerja pegawai dibawah ekspektasi
2. Hasil }-::rija pegﬂwai sesuai ekspektasi dan

o oo o el I

Sangat Kurang

Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai dibawah
ckspcktas:

c) Bagi pecgawai yang melaksanakan tugas belajar dan tif:ia._k dapat
menyelesaikan studinya (tidak lulus/drop ouf), Pejabat Pemlai Kinerja
menetapkan predikat kinerja pegawal dimaksud katcgon Kurang atau
Sangat Kurang berdasarkan Perilaku Kerja Pegawai.

4
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2] Menetapkan Predikat Kinerja Tahunan Pegawai

a) Predikat kinerja periodik pegawai diperoleh dari kuadran kinerja pegawai
vang terdiri dari rating hasil kerja pada sumbu y dan rating Perilaku kerja
pada sumbu x, sebagal berikut:

KUADRAN KINERJA PEGAWAL

HASIL KER.JA
M KUURANG S SANGAT
DIATAS MIS BAIK BAIK
EKSFEKTASI CONDUCT
SESUAI KURANG/
EKSPEKTASI MIS BAIK BAIK
CONDUCT
DIBAWAH
SAMNGAT BUTUH BUTUH
ERCPEKTASL KURANG PERBAIEKAN | PFERBAIKAN
*  PERILAKU
DIEAWAF SESUAIL DIATAS
RERJA

EKSPEKTASI EKSPEKTASI EKSPEKTASI
b} Penjelasan Kuadran Kinerja Pegawai

Predikat Kinerja Penjelasan
Pegawai 5
Sangat Baik Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawai diatas
ekspektasi
Baik 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan

Perilaku Kerja pegawal sesuai ckspektasi

2. Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawail
sesuai ekspektasi

3, Hasil kerja pegawai sesuai ekspektasi dan
Perilaku Kerja pegawai diatas ekspektasi

Butuh Perbaikan | 1. Hasil kerja pegawai dibawah ekspektasi
dan Perilaku Kerja pegawal diatas
ekspektasl

2. Hasil kerja pegawai dibawah ckspektasi
dan Perilaku Kerja pegawal scsual

ekspekiasi |l
Kurang/ 1. Hasil kerja pegawai diatas ekspektasi dan
Misconduct Perilaku Kerja pegawai dibawah
ekspektasi

2. Hasil kerja pegawsmi sesuai ckspektasi dan
Perilaku Kerja  pegawai  dibawah
ekspeltasi

Sangat Kurang Hasil kerja dan Perilaku Kerja pegawal

dibawah ekspektasi
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Bagi pegawal vang melaksanakan tugas belajar dan tidak dapat
menyelesaikan studinya (tidak lulas/drop out], Pejabat Penilai Kinerja
menetapkan predikat kinerja pegawai dimaksud kategori Kurang atau
Sangat Kurang berdasarkan Perilaku Kerja Pegawai.

4. Pelaporan dan Pemanfaatan Kinerja

a. Pelaporan Kinena Organisasi

Hasil evaluasi kinerja organisasi perlu dilaporkan guna memenuhi

ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlalou di
lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaporan kinerja meliputi sebagail
berikut:

1)

2

3)

Penetapan NKO dan NKO K3
Penetapan NKO dan NKO K3 dilaksanakan oleh UPK sebagai berikut:

a) Menteri Keuangan menetapkan NKO dan NKO K3 pada tingkat
Kementerian Keuangan dan Unit Eselon | atau Unit Organisasi Non
Eselon vang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menter:
Keuangan;

b Pimpinan UPK-One menetapkan NKO dan NKO K3 tingkat Unit Eselon
I, Unit Organisasi Non Eselon yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Menteri Kenangan melalui Pimpinan Unit Eselon [ di
Kementerian Keuangan, Unit Pelaksana Tcknis Esclon [1 dibawahnya
dan Unit Pelaksana Teknis Eselon Il yvang bertanggung jawab secara
langsung kepada Pimpinan Unit Eselon [; dan

c¢) Pimpinan UPK-Twe instansi vertikal menetapkan NKO dan NKO K3
pada tingkat Unit Eselon [T instansi vertikal dan unit pelaksana teknis
eselon III di bawahnya.

Mekanisme pelaporan NKO dan NKO K3 meliputi sebagan berikut:
a) AKO UPK-Three menghitung NKO dan NKO K3 unit terscbut.

b} AKO UPK-Three menvampaikan NKO dan NKO K3 unit tersebut
kepada AKO UPK-Two di atasnya untuk ditetapkan.

c)] AKO UPK-Two dan One melakukan prosedur yang serupa
sebagaimana butir 1} dan 2} di atas sesuai level unit yang dikelola.

d} AKO UPK-One menyampaikan NKO dan NKO K3 kepada AKOP paling
lambat tanggal 14 April/Juli/ Oktober,/Januari tahun berikutnya.

e] AKOP menyampaikan NKO dan NKO K3 Kemenkeu- Wide dan UPK-One
kepada Sekretaris Jenderal untuk ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemenntah

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIN)
merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap
tentang capaian kincrja yang disusun berdasarkan rencana kerja yvang
yvang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara. Penyusunan LAKIN dilakukan oleh seluruh UPK secara
berjenjang berdasarkan atas kinerja organisas: UPK.

¢
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4) Dolumen manajemen kinerja organisasi

a) Dokumen manajemen kinerja organisasi paling sedikit mencakup

antara lain:

a) Perjanjian Kinerja (PK);

b) Laporan kinera

c) Hasil Evaluasi Kinerja Organisasi.

b) Semua dokumen manajemen kinerja beserta dokumen pendukungnya
wajib disimpan dan dipelihara oleh pengelola kinerja organisasi sesuail
levelnya.

¢} Penyimpanan dan pemeliharaan dokumen manajemen kinerja
organisasi dilakukan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. Apabila
sudah memasuki tahun keempat, maka dokumen tersebut dapat
diklasifikasikan sebagail dokumen retensi mnaktif.

b. Pelaporan Kinerja Pegawai
1) Keberatan

Keberatan merupakan pernyataan tidak menerima hasil penetapan
Nilai Kinerja Pegawai (NKP) dan Predikat Kinerja Pegawai yang tertuang
dalam Surat Keputusan Penilaian Kinerja Pegawai dan Dokumen Evaluasi
Kinerja PNS. Keberatan tersebut meliputi baik nilai dari CKP/NHK dan
NPK. Ketentuan tata cara pengajuan keberatan atas hasil evaluasi kinerja
diatur sebaga benkut:

a) Pegawai dapat melakukan keberatan atas evaluasi hasil kerja dan
perilaku kerja periodik dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) Hasil Kerja
L]
Kegiatan Pihak Jangla Walstu
5 hari kalender sejak
Penginputan ; tanggal 1 bulan
Seliskat Seluruh pegawal berikutaya
10 hart kalender
ST sejak tanggal 1 bulan
Validasi realisasi @ Atasan langsung berikiitiya
Pengajuan Pepawal yang
keberatan, mengajulian 7 hari kalender sejak
penetapan keberatan, atasan | berakhirnya periode
keberatan, dan langsung, dan validasi realisasi
menginput ulang | atasan dari
realisasi atazan langsung
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(2) Perilaku Kerja

| 7 hari kalender scjak
tanggal 1 pada bulan
Pengajuan evaluasi dilakukan
Evaluator omiueE (Maret, Juni,

September, Desember}

14 hari kalender sejak
tanggal 1 pada bulan
Penetapan Pejabat  Penilai | evaluasi dilakukan
Ewvaluator Kinerja (Maret, Juni,
September, Desember)

21 hari kalender scjak
tanggal 1 pada bulan
Evaluasi Perilaku evaluasi dilakukan

Kerja Cralustor (Maret, Juni,
September, Desember)

Pengajuan, Eualuee, 7 hari kalender sejak
Penetapan Evaluator, berakhirnya periode
Keberatan serta Atasan Pejabal | evaluasi perilaku kerja
Evaluasi ulang Penilai Kinerja

b) Pengajuan keberatan hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali di setiap

periode penilaian. Pegawai dapat mengajukan keberatan di periode
berikutnya alas evaluasi periode sebelumnya selama pegawai yang
bersangkutan belum pernah mengajukan keberatan atas mnilai
dimaksud atau atas pengajuan keberatan di periode sebelumnya yang
belum final;

Dalam hal keberatan diterima, dapat dilakukan perubahan atas nilai
CKP/NHEK, atau nilai perilaku kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

(1} Apabila terkait nilai CKP/NHEK, maka dilakukan penghitungan
ulang nilai NHK.

(2} Apabila terkait dengan NPK, selain akibat kesalahan administratif,
dapat dilakukan evaluasi ulang atas perilaku secara 360 derajat.

I,g
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2) Mekanisme Penetapan Predikat Kinerja

a) Pelaporan Kinerja Pegawai dilakukan dalam bentuk dokumen evaluasi
kinerja pegawai vang dilampiri dengan:

(1) SKP, dengan contoh format sebagai berilkut:
{a} Contoh Format SKP Pimpinan UPK

SASARAN KINERJA FEGAWAL
BAGI FIMFINAN UPK

PERIODE FENILAIAN: ..... JANUARI

(UAMA INGTANS] SD ... DESEMBER TAHUN ....
NG | PEGAWAIL YANG DINILAT | NO PEJABAT PENILAI KINER.JA
1 | NAMA 1 | NAMA
2 | NIP 2 | NIP
3 | PANGEKAT/ GOL. 3 | PANGEAT/ GOL.
RUANG REUANG
4 | JABATAN 4 | JABATAN
5 | UNIT KER.JA 5 | UNIT KER.JA
HASIL KERJA
INDIKATOR
HO | RENCANA HASIL KEEJA KINERJA | TARGET | PERSPEKTIF
INDIVIDU
(1) (2 (3} (4 (2)
A. UTAMA
1 | Rencana Hasil Kerja IKI 1.1 Tarpget (Diisi dengan
Utama 1 st 1.1 Penerima
- (st . Layanan/
{Diisi dengan Sasaran dernger (LHisi Proses Bisnis/
Strategis diserial dengan | Nama IKI} dengan Penguatan
Jabatan Fimpinan yang Target Internal/
memberikan penugasan) IKT) Anggaran)
IKI 1.2 Target {Diisi dengar
Diisi 1.2 P-ananm;
dengan | (Diisi | proses Fisnis/
Nevmea TRT) dengan Penguatan
Target nternal/
IKD Anggaran)
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HASIL KERJA
INDIEATOR
NO | RENCANA HASIL KERJA KINERJA |TARGET | PERSFEKTIF
INDIVIDU
(1) <] (3} (4} (=)
B. TAMBAHAN
1 | Rencana Hasil Kerja IKT 1 Target 1 | (Diisi dengan
1 Penerima
Tambahan - (Diisi {Diisi ki
Sasaran Strategis derigan dengan | proces Bisnis/
disertal dengan Jabatan | Nama IKI} Target Penguatan
Pimpinan yang Ll Internal/
memberikan penugasan Anggaran)
FERILAKU KERJA*
1 | Berorientasi pelayanan
- Memahami dan memenuhi Ekspektasi Khusus
kebutuhan masyarakat Fimpinan:
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat | [Diisi dengan Ekspektasi
disndallkan ihusus, apabilo ada)
- Melakukan perbaikan tiada henti
& Akuntabel
- Melaksanakan tugas dengan jujur, Ekspektasi Khusus
bertanggung jawab, cermat, disiplin, | Pimpinan:
dan berintegritas tinggi [Diisi dengan Ekspektasi
- Menggunakan kekayaan dan barang | khusus, apabila adal
milik negara secara bertanggung
jawab, efeltif, dan efisien.
- Tidak menyalahgunalkan
kewenangan jabatan
3 Kompeten L
- Meningkatlkan kompetensi diri untuk | Ekspektasi Khusus
menjawab tantangan yang selalu Pimpinan;
herubah {Di=t dengan Ekspektas:
- Membantu orang lain belajar khusus, apabila ada)
- Melaksanakan tugas dengan kualitas
terbaik
4 Harmonis
-Menghargai setiap orang apapun Ekspektasi Khusus
latar belakangnya Pimpinan:
- Suka menolong orang lain (Diisi dengan Ekspekiasi
-Membangun lingkungan kerja yang khusus, apabila ada)
kondusil
5 | Loyal

-Memegang teguh ideologi Pancasila,
Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
setia pada Negara Keasatuan Republik
Indonesia serta pemerintahan yang

sah

Ekspelitasi Khusus
Pimpnan:

{hisi dengan Ekspekiast
khusus, apabila ada)
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PERILAKU KERJA*

-Menjaga nama baik sesama ASN,
Pimpinan, Instansi, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara

6 | Adaptif
-Cepat menyesuaikan diri Ekspekiasi Khusus
menghadapi perubahan Pimpinan:
-Terus berinovasi dan [Diisi dengan Ekspektas:
mengembangkan kreativitas khusus, apabila ada)
- Bertindal proaktif
T | Kolaboratif .
-Memberi kesempatan kepada Ekspektasi Khusus

berbagai pthak untuk berkontribusi | Pimpinan:

-Terbuka dalam bekerja sama untuk | (s dengan Ekspektasi
menghasilkan nilai tambah kchusus, gpabila ada)
Menggerakkan pemanfaatan berbagai
sumberdaya untuk tujuan bersama

{tempat), (tanggal, bulan, tahun]

Pegawai yvang Dinilai Pejabat Penilal Kinerja
(Nama)
(Namal]
{MIF) {NIF)

* Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi kKhusus terhadap safu atau
lehih aspek perilaku kerja Pegawal,
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(b} Contoh Format SKP Non Pimpinan UPK

BASARAN KINERJA PEGAWAIL
BAGI PEJABAT /PEGAWAI NON PIMPINAN UPK

[NAMA TNSTANSH) PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI 5D

) ... DESEMBER TAHUN .... B
NO PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAT KINERJA
1 MAMA 1 MNAMA
2 | NIP 2 MNP
3 | PANGEAT/ GOL. 3 | PANGHAT; GOL.
RUANG RLIANG
4 | JABATAN 4 | JABATAN
5 | UNIT KER.JA | 5 | UNIT KERJA
HASIL KERJA
RENCANA HASIL
[NDIKATOR
N KERJA PIMPINAN [RENCANA HASIL ASPEK KINERJA TARGET
YANG KERJA INDIVIDU
DIINTERVENSI
i) 2] Ef (@) 5 i)
| |
A, UTAMA
1. | Rencana Hasil Rencana Hasil | [Dhisi IKI 1.1 Target
Kerja Pimpinan Kerja Utama 1 | dengan . 1.1
vang difntervensi s Kuantitas,/ | (Pisi dengar o
(Diisi dengan | gualitnsy | Oma 1K) IETE]
{Dhist dengan rencana hasil | grop dengan
rencand hasil kerja sesuai Biaya) terget
kerja dart aiasoan) peran, tugas, KD
dan fungsi)
Rencana Hasil | {[Xisi IK12.1 Target
Kerja Utama 2 | de 2.1
=1 Hﬁﬁw {(Diisy dlerpon
(Diisi dengan | gy obisge s nama K] {Diist
rerectitd Fasil Wakiu/ dengan
i sesuo . terppet
;z?:ﬂ, tugas, Aol Kl
dan fungsi)
B. TAMBAHAN
Bii 7| = Rencana Hasil | (=i 1K 1 Target 1
Kerja dengan i g
Ta.':'jnha;ha.n | | Kuantitas/ {Diisi dengan | [Deist
(diisi dengan | Kualitas/ rama iKY | dengarn
rencana hasil | Wakfu/ ferget
kerja sesuai Biaya) IE1}
perar, tugas,
dan fingsi
PERILAKU KER.JA*"
1 Berorientasi pelayanan
- Memahami dan memenuhi kebutuhan Ekspektagi Khusus
masvarakat Pimpinan:
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat {Dnis dengan Ekspektasi
diandallkan fchusus, apabila ada)
- Melakukan perbailan tinda henti
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PERI

LAKL KERJA™

2

Alcuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujar,
bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan
berintegritas tingg

- Menggunakan kekayaan dan barang milik
negara secars bertanpgung jawah, efektif,
dan efisien.

- Tidak menyalahgunakan kewenangan
jabatan

Ekspektazi Khusus
Fimpinan:

{Dhist dengan Ekspekiast
fehrisus, apabila ada)

3 Kompeten
Meningkatkan kompetensi diri untuk Ekspekiasi Khusus
menjawab tantangan yang selalu berubah Pirmpinan:
- Membantu orang lain belagar [Diizi dengan Ekspekiast
- Melaksanakan tugas dengan kualitas fchusus, opablo adoe)
terbaik
4 Harmonis __|
-Menghargai setiap orang apapun latar Ekspektasi Khusus
belakangnva Pimpinam:
- Suka menolong orang lain [thisi dengan Ekspekias
- Membangun lingkungan kerja yang khusus, apabila ada)
kondusil
5 Loyal
- Memegang te=guh ideclogl Pancasila, Ekspekiasi Khusus
Undang-Undang Dasar Negara Republik Pimpinarn:
Indonesia Tahun 1945, setia pada NKRI {Hisi dengan Ekspektasi
serta pemerintahan yang sah khrsus, apabila ada)
-Menjaga nama baik sesama ASN, Fimpinan,
Instanei, dan Negara
-Menjaga rahasia jabatan dan negara
& Adaptif
- Cepat menyesuaikan diri menghadapi Ekspektasi Khusus
perubahan Pimpiniati:
-Terus berinovasi dan mengembangkan (CHizi dengan Ekspektas
kreativitas khusus, apabila adal
- Bertindak proaktif
7 Kolaboratif

-Memberi kesempatan kepada berbagai
pihak untuk berkontribua:
Terbuka dalam bekerja sama untuk
menghasilkan nilai tambakh
-Mengeerakkan pemanfaatan berbagai
sumberdaya untuk tujuan bersama

Ekspektasi Khusus
Pimpinan:

{Diisl dergan Ekspekias
khusus, apabila adal

(tempat], {tanggal, bulan, tahun)

Pepawai yang Dinilai

(Mevmma)
[NIF)

Pejabat Penilad Kinerja

(Fama)
(NIF)

** Pimpinan dapat memberikan Ekspektasi khusus terhadap satu atau lebih aspek
perilakn Kerpr Pegasa

s
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{c) Contoh Format Lampiran SKP

PERIQDE PENILAIAN:

(NAMA INSTANSI) ... JANUARI SD ...
DESEMBER TAHUN ....

DUKUNGAN SUMBER DAYA
1. | (diisi sumber daya yang dibufuhkan)

2. | (diisi sumber daya yang dibutuhkan)

SKEMA PERTANGGUNGJAWAEBAN

1. | (diisi skema pertanggungiawaban)

KONSEKUENSI

1. | (diisi konsekuensi mencapai target dan/ atau fidak mencapal farget)

3, | (diisi konseluensi mencapal target dan/ atau tidak mencapai target)

{tempat), (tanggal, bulan, tahun|

Pegawail yang Dintlai Pejabat Penilai Kinerja
(Nama) (Nama]
(NIFY} {NIF)
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(2} Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai
ja) Contoh Format Hasil Evaluasi Kinerja Bagl Pimpinan UPK
EVALUASI KINERJA PEGAWALI
BAGI PIMPINAN UPK
PERIODE: TRIWULAN 111,10/ IV-AKHIR*

(NAMA INSTANSI] PERIODE PENILAIAN: ... JANUARI 8D ... DESEMBER TAHUN ...,
NO PEGAWAI YANG DINILAT NO FE.JABAT PENILAI KINERJA
1 | NAMA 1 | NAMA
2 | NIP 2 | NIP (*opsional)
T 3 | PANGKAT,;GOL RUANG 3 | PANGKAT/GOL RUANG
4 | JABATAN : 4 | JABATAN
5 | UNIT KERJA 5 | INSTANSI

CAPAIAN KINERJA ORGANISAST*
{ditsi berdnsarion Predikat Kinerjo Organisos) ISTIMEWA / BAIK/ BUTUH PERBAIKAN) KURANG/ SANGAT KURANG

POLA DISTRIBUSI:
{diisi dengan gambar pola distribusi)
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HASIL KERJA

NO. mnmﬁmﬁ INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF | N B R AN | e e e et DLKUNG
(1) {2) 13) (4 (3) (&) (7)

A, UTAMA

1

E. TAMBAHAN

2

RATING HASIL KERJA*

DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI**

FERILAEL KER.JA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

1

Berorientasi pelayanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat
- Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan

- Melakukan perbaikan ﬁﬂ__rdﬂ henti

El{apektnsi' Khusus Fimpinan:

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat,
disiplin, dan berintegritas tinggi

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara seccara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien.

- Tidalt menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:
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PERILAKU KERJA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

2

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi dirl untuk menjawab tantangan yang
selalu berubah

- Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Ekapektasi Khusus Pimpinan:

Harmonis

-Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya
- Suka menoleng orang lain
-Membangun lingkungan kerja yang kondusif

: Ekspekiasi Khusus Pimpinan:

Loyal

-M&m&gaﬂg teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar
MNegara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada NKEI serta
pemerintahan vang sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan
MNegara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspektasi Khusus Fimpinan:

Adaptif

-Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan
-Terus berinovasi dan mengembanghkan kreativitas
- Bertindak proalctif

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Kolaboratif

“Memberi  kesempatan kepada berbagai  pihak  untuk
berkontribusi

i Ekspektasi Khusus Pimpinan:
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PERILAKU KERE.JA

“Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

-Mengpgerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan
bersama

RATING PERILAEU KERJA*

BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH ERSPEKTASI™
PREDIKAT KINERJA PEGAWAI*

SANGAT BAIK/ BAIR/ CUKUP/ KURAMNG/ SANGAT KURANG

* pilih salah satu

(tempat|, {tanggal, bulan, tahun)
Pejabat Penilai Kinerja

“* rting hasil dan rating perilaku kerja Pegawai ditetapkan dengan mempertimbangkan pela distribusi predikat Kinerja Pegawai berdasarkan capaian

kinerja organisasi {predikat kinerfa organisasi) serta kontribusi Pegawai terhadap Kinerja Organisasi

é
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|[b) Contoh Format Hasil Evaluasi Kinerja Bagi Pejabat, Pegawai Non Pimpinan UPK
EVALUASI KINERJA PEGAWAL

BAGI PEJABAT | PEGAWAI NON PIMPINAN UPK
PERIODE: TRIWULAN I/II/III/IV-AKHIE®

(NAMA INSTANSI) PERIODE PENILAIAN: ..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...
NO L. PEGAWAI YANG DINILAI NO PEJABAT PENILAI KINERJA

1 | NAMA 1 | NAMA

2 | NIP 2 | NIP

3 | PANGKAT/GOL RUANG T 3 | PANGKAT/GOL RUANG

4 | JABATAN 4 | JABATAN

5 | UNIT KERJA 5 | UNIT KERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI*
|diist berdasarkan Predikat Kingrja Organizasy ISTIMEWA, BAIK/ BUTUH PERBAIKAN/ KURANG) SANGAT KURANCG

POLA DISTRIBUSI

fdiisi dengan gambar pola distnbusi)




MENTERI KEUANGAN
REPUBLIKE INDOMNESIN
-146-
HASIL KERJA
RENCANA HASIL RENCANA REALISASI AN BALIK BERKELAN.JUTAN
NO | KERJA PIMPINAN aspEg | INDIATOR KNERIA | TaRGET B RKAN | e N
YANG DINTERVENS]] HASIL KERJA BUKTI DUKUNG
(1) 2] (3} () (5) (&) 7] (8]
A. UTAMA
L huantiteas |
Fualitaus/
Waktu
Biaya
B. TAMBAHAN
2 Fuantitas/
Kualitas/f
Walcti f
| | Biaya
RATING HASIL KERJA*
DATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTAS**
FERILAKLU KER.JA UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG
1 Berorientasi pelavanan

- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat

Ekspekiasi Khusus Pimpinan:
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PERILAKU KERJA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN

- Ramah, celkatan, solutif, dan dapat diandalkan
- Melakukan perbaikan tiada henti

| [

Akuntabel

- Melaksanakan tugas dengan jujur bertanggung jawab, cermat, disiplin,
dan berintegritas tingg

- Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertangpung
jawah efeltif dan efisien

. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

Kompeten

- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu
berubah

- Membantu orang lain belajar

- Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik

Eksp:k.tasi Khusus Pimpinan:

Harmonis

-Menghargai sctiap orang apapun latar belakangnya
- Buka menolong orang lain

- Membangun lingkungan kerja vang kondusif

Ekspelitasi Khusus Pimpinan:

Layal

-Memegang teguh  ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, sctia pada NKRI serta pemerintzhan yang
sah

-Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara

-Menjaga rahasia jabatan dan negara

Ekspektasi Khusus Pimpman:
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PERILAKU KERJA

UMPAN BALIK BERKELANJUTAN
BERDASARKAN BUKTI DUKUNG

6 | Adaptif

- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan

-Terus berinovasi dan mengembanghkan kreativitas

-Bertindak proalktif

7 Kolaboratif

Ekspektasi Khusus Pimpi.ﬁan:

Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi
“Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah
-Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama

RATING PERILAKU KER.JA*

DIATAS EKSPEKTASI/ SESUAI EKSPEKTASI/ DIBAWAH EKSPEKTASI
PREDIKAT KINERJA PEGAWAT*
SANGAT BAIK) BAIK, CUKUP/ KURANG/ SANGAT KURANG

Ekspektasi Khusus Pimpinan:

(tempat], {tanggal, bulan, tahunj
Pejabat Penilai Kinerja
[ Nama)
(NIF}
* pilih salah satu

** rating hasil dan rating perilaku kerja Pegawai ditetaplkan dengan mempertimbangian pola distribusi predikat Kinerjo Pegawal berdasarkan capaian kinerja
arganisasi (predikat kinerja organisasi) serfa kontribus: Pegawai terhadap Kinerja Organisast

K
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b) Dokumen evaluasi kinerja Pegawai (periodik dan tahunan) paling
kurang memuat:
(1) predikat kinerja Pegawai; dan
{2) catatan dan/atau rekomendasi Pejabat Penilai Kinerja.

Contoh Format Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai sebagai berikut:

DOKUMEN EVALUASI KINERJA FEGAWAL
PERIODE: TRIWULAN 1/11/ 111/ IV-AKHIR*

PERIODE PENILAIAN:
(NAMA INSTANSI) e JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ...

1. | PEGAWAI YANG DINILAL

MAMA

NIP

PANGRAT, GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

2. | PEJABAT PENILAI KINER.JA

NAMA

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KERJA

3. | ATASAN PEJABAT PENILAI KINERJA
NAMA :

NIP

PANGKAT/GOL RUANG

JABATAN

UNIT KER.JA

4. | EVALUASI KINERJA

CAPAIAN KINERJA
ORGANISASI**

PREDIKAT KINERJA PEGAWAI

5. | CATATAN/REKOMENDASI

(tempat), (tanggal, bulan, tahun) (tempat), (tanggal, bulan, tahun)
7. Pegawai yang Dinilai 6. Pejabat Penilai Kinerja

(Nama) th{lmmlgla]
|NIF)
* plih salah satu

** diisi predilat kineria organisasi, dikecualikan bagi Pegawai yang melaksanakan
tugas belajar
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Dokumen evaluasi kinerja pepawai ditetapkan oleh Pejabat Penilai
Kinerja pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

Dalam hal Pejabat Penilai Kinerja tidak melakukan evaluasi kinerja
pegawai danjfatau tidak menandatangani dokumen evaluasi kinerja
pepawai hingea tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya, maka
dokumen evaluasi kinerja ditandatangani oleh atasan Pejabat Penilai
Kinerja paling lambat minggu pertama bulan Februari.

Penetapan dan Pelaporan Hasil Evaluasi Kinerja

a)

b

hj

Validasi NHK (Nilai Hasil Kerja) vang merupakan keluaran dari aplikasi
dilakukan dalam dialog kinerja dengan pimpinan masing-masing.

AKP UPK-Three menyusun konsep penctapan hasil evaluasi kinerja
seluruh pegawai pada unit masing-masing vang ditetapkan oleh
pimpinan UPK-Three.

AKP UPK-Two menyusun Konsep penetapan hasil evaluasi kinerja
seluruh pegawai sclain pegawai yvang sudah ditetapkan pada level
UUPK-Three yang ditetapkan oleh pimpiman UPK-Twa.

AKP UPK-One menyvusun konsep penétapan hasil evaluasi kinerja
seluruh pegawai selain pegawai yang sudah ditetapkan pada level
UPK- Three vang ditetapkan oleh pejabat pada 1 (satu) tingkat di bawah
pimpinan UPK-One yang membidangl kepegawalan untuk dan atas
nama pimpinan UPK-One.

AKPP menvusun konsep penctapan hasil evaluasi kinerja Kemenkeu-
Wide dan Kemenkeu-One untuk kemudian ditetapkan oleh Sekretaris
Jenderal untuk dan atas nama Menter: Keuangan.

Penetapan hasil evaluasi kinerja periodik dilakukan paling lambat
tanggal 20 bulan berikutnya, serta penetapan hasil evaluasi kinerja
tahunan dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan Februari tahun
berikutnya.

Pegawai yang ditetapkan meliputi pegawai yang bekerja pada unit
kerja tersebut pada saat surat keputusan ditetapkan, termasuk
pegawal yang pensiun pada tahun berjalan,

Konsep penetapan hasil evaluasi kinerja sekurang-kurangnya terdiri
dari komponen Nilai Hasil Kerja/Capaian Kinerja Pegawai (NHEK/CKP),
Nilai Perilaku Kerja (NPK), Nilai Kinerja Pegawai (NKP), Rating Hasil
Kerja, Rating Perilaku Kerja, dan Predikat Kinerja, dengan contoh
sebagai berikut:

A
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KEPUTUEAN ... (Fimpnan UPK]
NOMOR

TENTANG

PENETAFAN HASIL PENILAIAN KINERJA PEGAWAI

DI LINGKUNGAN ..... [Nama UFPK)
TAHUMN 20X

a. bahwa acbapgai pelaksanaan Keputusan Menteri Kewangan Momor
e/ KMEOL /..., tentang Manajemen  Kinerja I Lingkungan
Kementerian Keuangan, perlu menctapkan Keputusan ... [Pimpinan
L'PK] tentang Penetapan Hasil Penilaan Kinerja Organisasi dan Pegawai
Di Lingkungan ..... (Nama UPK]};

1.  Peraturan Menteri Eevangan Momor ... tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Keuangan;
2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor ... tentang Manajemen Kinerja
[ Lingkungan Kementerian Keuangan;
3. Heputusan Mentern Kevangan Moemor ... tenfang Tunjangan Kinerja
Pegawai;
MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN ... (Pmpinan UPK] TENTANG PENETAPAN HASIL PENILAIAN
KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN ..... (Nama UPK) TAHUN 20XX.

Menetapkan Nilai Kinera Pegawai di ingkungan ..., {Nama UPK) sebagaimana
tercantum dalam Lampiran vang menjadi bagian tidak terpisahkan dar
Keputugan ... (Fimpinan UPK) 1.

Milai Kinetja Pegawai sebagaimana dimakead dalam Diktum PERTAMA
dipunakan scbagai salah satu unsur untuk menstapkan kebijakan penataan
pegawal dan/atau pemberian penghargaan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat keleliruan dalam Keputusan ...
(Fimpinan UPE], akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.;

Keputusan ..., (Pimpinan UPK] ini berlaku

surut sejak tangeal 1 Januan tahun ... [lafon perielapan Kepitusan].

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

I. Kepala Biro Perencanaan dan RKeuangan,;

2. EKepala Biro Sumber Dava Manueia;

3. Sekretaris Ditjen/Badan /Itjen c.q. Bagian Kepegawaian, Bagian
Keuangan dan Bagian Umum,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

(fabatan Pimpinan UPK)

(Mamal)
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PENILAIAN KINERJA PEGAWAL

DI LINGKUNGAN ..... (Nama UPK)
KEMENTERIAN KEUANGAN

TAHUN 202X

....... J1973..
Eseclon 1

........ F1976.., |lI/d /16 Nama jabatan
Eselon 111

[1980... |II/b /13 Nama jabatan

Eselon IV

a J1988... |II/d /8B Nama jabatan
pelaksana

Pimpinan Unit
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4) Penyimpanan Dokumen Manajemen Kinerja

a)

b)

c)

Dokumen evaluasi kinerja PNS disimpan dan dipelihara oleh pejabat
vang menjalankan fungsi kepegawaian. Mekanisme penyampaian dan
penyvimpanan dokumen evaluasi kinerja PNS dilakukan sesuai
ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah yang
mengatur mengenai  evaluasi  kinerja PNS  beserta aturan
pelaksanaannya.

Dokumen manajemen kinerja paling sedikit mencakup antara lain:
(1) Perjanjian kKinerja (PK);

(2) Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);

(3) Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; dan

(4} Dokumen Evaluasi Kinerja Pegawai.

Semua dokumen manajemen kinerja beserta dolkumen pendukungnya
wajib disimpan dan dipelihara oleh pegawai yang bersangkutan
bersama pengelola kinerja sesuai levelnya.

¢. Pemanfaatan Hasil Evaluasi Kinerja

1)

2]

Penghargaan
Penghargaan atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dapat berupa:

a)

prioritas untuk dilkutsertakan dalam program kelompok rencana
suksesi;

b) prioritas untuk pengembangan kompetensi; dan
c) penghargaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

Sanksi

Pemberian sanksi atas hasil evaluasi kinerja Pegawai dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.

£
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PELAKSANAAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI SISTEM MANAJEMEN KINERJA

Continucus improvement merupakan salah satu prinsip dalam manajemen
kinerja. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi atas
implementasi sistem manajemen kinerja vang diterapkan di lingkungan Kementerian
Keuangan. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dimaksud dapat dilakukan oleh:

1. Internal Kementerian

Bentuk pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem manajemen

kinerja yang dilakukan internal Kementerian dapat berupa:

a. Reviu manajemen kinerja

Reviu manajemen kinerja merupakan kegiatan pemantauan dan

evaluasi/penclaahan terhadap keseluruhan rangkaian manajemen kinetja.
Reviu ini bertujuan untuk;

1)
2

3)
4)

1)
2)
3)

perbaikan budaya kinerja;
meningkatkan awareness unit eselon I dalam rangka tertib admimstrasi
dokumen pengelolaan kinerja;

mendapatkan feedback untuk perbaikan pengelolaan kinerja, dan

menjadi bahan pendukung penyusunan, menitoring dan evaluasi Laporan
Kinerja (LAKIN).

Metode pelaksanaan reviu dapat berupa:
Penilaian atas dokumen manajemen kinerja;
Penggalian informasi dari pengelola kinerja; dan
Survel pemahaman manajemen Kinerja.

Reviu manajemen kinerja dilakukan secara sampling pada setiap level

implementasi manajemen kinerja, mulai dari Kemenkeu-One sampai dengan
Kemenkeu-Five, baik pada kantor pusat maupun pada kantor vertikal di
daerah. Kegiatan ini dilakukan secara berjenjang oleh pengelola kinerja pada
level di atasnya dan dapat bekerja sama dengan unit lain yang terkait.

1)

<)

3)

4

)

Komponen reviu manajemen kinerja dapat mencakup komponen benkut:

perencanaan strategi, wvaitu reviu tlerhadap proses penyusunan dan
evaluasi dokumen perencanaan strategis seperti Renstra dan Renja.

eksekusi strategi, vaitu reviu terhadap proses penyusunan dan Kualitas
Komitmen Kinerja, proses cascading dan alignment, dan penyelarasan
manajemen kinerja dan manajemen risiko.

perencanaan kegiatan dalam rangka mendukung pencapalan strategi,
vaitu reviu atas IS yang ditetapkan

monitoring dan evaluasi, yaitu reviu terhadap kegiatan pelaporan kinerja
dan evaluasi kinerja.

perbaikan berkesinambungan, yaitu reviu terhadap upaya peningkatan
kualitas manajemen kinerja.
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b. Ewaluasi AKIP mandin

Evaluasi AKIP mandiri dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan.

2. Eksternal Kementenan

Bentuk pemantauan dan evaluasi atas implementasi sistem manajemen
kinerja yang dilakukan cksternal Kementerian antara lain:

a. Evaluasi AKIP oleh KemenPAN-RB; dan
b. Ewvaluasi yang dilakukan pihak independen lainnya.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK TNDONESIA,
ttd.
SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
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SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KINERJA

Sistem informasi manajemen kinerja dikembangkan untuk mendukung
pencrapan manajemen kinerja di lingkungan Kementerian Keuangan. Sistem
informasi kinerja merupakan sarana untuk merencanakan, mengumpulkan,
mengolah, menganalisis, menyajikan serta mendokumentasikan proses
manajemen kinerja. Sistemn informasi manajemen kinerja terdiri dari 2 (dua)
aplikasi vang saling terintegrasi yaitu aplikasi manajemen kinerja organisasi dan
aplikasi manajemen kinerja pegawai.

A. APLIKASI MANAJEMEN KINERJA ORGANISASI

Aplikasi manajemen kinerja organisasi merupakan sarana khusus
untuk mengelola data kinerja organisasi mulai dari perencanaan sampai
dengan evaluasi sistem manajemen kinerja organisasi. Aplikasi in1 menjadi
hulu bapi aplikasi manajemen kinerja pegawai dan terintegrasi dengan
manajemen risiko. Aplikasi manajemen kinerja organisasi merupakan aplikasi
vang disiapkan dan dikelola oleh Sekretariat Jenderal,

1. Pengguna aplikasi manajemen kinerja organisasi antara lain:
a. Komite Manajemen Kinerja;
b. Pimpinan UPK;

c. Koordinator Kinerja Organisasi dan Administrator Kinerja Organisasi
pada UPK; dan

d. Koordinator Risiko Organisasi dan Administrator Risiko Organisasi
pada UPR.

2. Dalam implementasi manajemen kinerja organisasi, aplikasi manajemen
kinerja digunakan antara lain untuk keperluan sebagai berikut:

a. Perencanaan Kinerja
1) Penyusunan PK:
a) Peta Strategi (Perspektif dan 58);
b) Indikator Kinerja Utama; dan
c) Inisiatif Strategis.
2] Penvusunan Katalog Indikator Kinerja Utama; dan
3) Penyusunan Matriks Cascading.
b. Pelaksanaan Kinerja:
1) Penyusunan Laporan Kinerja Organisasi;
2] Dialog Kinerja Organisasi; dan
3] Penyusunan perubahan PK.
c. Ewaluasi Kinerja:

1] Reviu PK dan K3 organisasi;



.....

2] Penilaian NKO; dan
3) Penilaian NKO K3.

. Pelaporan Kinerja:

1) Penetapan NKO; dan
2] Penetapan NKO K3,

3. Output yang dihasilkan aplikasi manajemen kinerja organisasi, yaitu:

|
b.

A

B

PK;
NEO,;

Laporan kinerja organisasi;
Predikat kinerja organisasi, dan

Surat Keputusan Penetapan Nilai Kinerja Organisasi.

Teknis penggunaan aplikasi dituangkan dalam Panduan Aplikasi

Manajemen Organisasi.

. APLIKASI MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Aplikasi manajemen kinerja pegawai merupakan sarana untuk

mengelola data kinerja pegawai mulai dari perencanaan sampai dengan
evaluasi kinerja pegawai yang diselaraskan dengan kinerja organisasi. Aplikasi
manajemen kinerja pegawai merupakan aplikasi yang disiapkan dan dikelola
oleh Sekretariat Jenderal.

1. Penpguna aplikasi manajemen kinerja pegawal yaitu:

a.
b.
e
d.

e.

Pimpinan UPK;

Sekretariat Komite;

Koordinator Kinerja Organisasi dan Administrator Kinerja Organisasi;
Koordinator Kinerja Pegawai dan Administrator Kinerja Pegawai; dan

seluruh pegawai.

2. Dalam implementasi manajemen kinerja pegawai, aplikasl manajemen
kinerja pegawai digunakan antara lain untuk keperluan sebagai berikut:

.

o LR

0

Penyusunan SKP,;

Penyusunan perubahan SKP;
Penyusunan Laporan Hasil Kerja Pegawai;
Pernilaian Perilaku Kerja;

Pengajuan Keberatan; dan

Dialog Kinerja Individu.
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3. Output vang dihasilkan aplikasi manajemen kinerja pegawai, yaitu:
a. SKP Pegawai;

Nilai Hasil Kerja Pegawai,

Nilai Perilaku Kerja;

Nilai Kinerja Pegawai;

Predikat Kinerja Pegawai;

Tl i L

Hasil Evaluasi Kinerja Pegawai; dan
Surat Keputusan Penetapan Nilai Kinerja Pegawai.

o

Teknis penggunaan aplikasi dituangkan dalam Panduan Aplikasi
Manajemen Kinerja Pegawai.
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